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diberi permaafan dari gishash tersebut dengan
mengambil denda berupa harta benda. Maka dalam
perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Membayar diyat organ tubuh
tersebut hukumnya tidak wajib. Karena organ tubuh
tersebut sifatnya mengikuti nyawa dalam segi kewajiban
membayar divat: jika membayar diyvat nyawa tersebut
hukumnya tidak wajib, maka tentunya membayar diyat
organ tubuhnya itu pun juga tidak wajib.

Pendapat Kedua: Membayar diyat organ tubuh
tersebut hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat yang
shahih. Karena, pemotongan organ tubuh tersebut
merupakan tindak pidana yang menetapkan kewajiban
membayar diyat organ tubuh tersebut. Sementara
kemurtadan itu hanya meniadakan tuntutan luka yang
menjalar akibat pemotongan organ tubuh tersebut.
Maka, kemurtadan itu tidak menggugurkan divat yang
wajib dibayar sebelumnya, hal ini sama seperti halnya
jika seseorang memotong tangan orang lain, kemudian
sang korban membunuh dirinya sendiri.

Apabila seseorang melukai seorang muslim, lalu si
muslim ini murtad, kemudian dia kembali memeluk
Islam, dan meninggal dunia, maka jika dia tetap dalam
kondisi murtad dalam jangka waktu di mana tindak
pidana pemotongan tersebut berlanjut (setelah dia
kembali memeluk Islam), maka dalam hal ini ada dua
pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wajib membayar divat yang
sempurna. Karena pertimbangan mengenai divat itu
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ditentukan berdasarkan kondisi dimana tindak pidana
tersebut bersifat ditetapkan. Dalil pendukungnya
adalah, jika seseorang memotong kedua tangan dan
kedua kakinya, dimana luka pemotongan tersebut
hampir sembuh, maka dia berhak menerima dua divat
sekaligus. Namun, jika tindak pidana tersebut berlanjut
pada hilangnya nyawa korban, maka sang pelaku wajib
membayar satu diyat. Sebab, korban ini berstatus
seorang muslim di saat tindak pidana tersebut bersifat
tetap. Maka dalam pemotongan tangan orang murtad
yvang memeluk Islam ini, wajib membayar divat muslim.

Pendapat Kedua: Wajib membayar seperdua dari
diyat tersebut. Karena, tindak pidana yang dilakukan di
saat memeluk Islam itu menetapkan adanya kewajiban
membayar divat, dimana berlanjutnya tindak pidana di
saat murtad itu menggugurkan kewajiban membayar
divat, sehingga wajib membayar seperdua dari divat
tersebut.

Apabila kondisinya itu sudah tidak lagi dalam
kemurtadan pada masa di mana tindak pidana itu
berimbas pada hilangnya nyawa, maka wajib membayar
diyat muslim. Karena dia adalah seorang muslim saat
tindak pidana itu dilakukan dan ketika tindak pidana itu
bersifat tetap (tidak berlanjut). Dimana tindak pidana
vang telah dilakukan di saat murtad itu tidak
mempunyai implikasi hukum apa-apa. Maka, tindak
pidana tersebut tidak mempunyai tuntutan hukum
apapun.

s || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




Pasal: Apabila seseorang memotong tangan
orang murtad, kemudian dia kembali memeluk Islam,
dan meninggal dunia, maka pemotongan tangan
tersebut tidak dijamin (dengan denda). Sebagian ulama
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa wajib
membayar divat muslim berkenaan dengan
pemotongan tangan murtad tersebut. Karena, dia
berstatus seorang muslim saat tindak pidana tersebut
bersifat tetap, maka membayar divat muslim itu
hukumnya wajib. Yang menjadi pendapat madzhab
adalah pendapat pertama. Karena, tindak pidana
tersebut sifatnya melanjutkan pemotongan vyang tidak
dijamin dengan denda, maka pemotongan itu pun juga
tidak dijamin dengan denda apapun, ini sama seperti
(uka) yvang berlanjut akibat gishash dan pemotongan
tangan dalam kejahatan pencurian.

Pasal: Apabila seseorang melepaskan anak panah
ke arah seorang kafir harbi, lalu anak panah tersebut
tepat mengenainya saat dia berstatus seorang muslim,
dan dia meninggal dunia, maka sang pelaku wajib
membayar diyvat muslim berkenaan dengan pidana
pembunuhan tersebut.

Abu Ja’far At-Tirmidzi berkata, bahwa dia tidak
dikenai kewajiban membayar denda apapun. Karena
pelaku menemukan sebuah faktor dari pihak korban
saat sang pelaku adalah orang yang diperintah untuk
membunuhnya, dimana tidak mungkin baginya menarik
kembali perbuatannya itu ketika (orang itu) memeluk
Islam, maka tidak wajib menanggung resiko
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pembunuhan tersebut, Ini sama jika sang pelaku
melukainya, kemudian dia memeluk Islam, dan
meninggal dunia. Yang menjadi pendapat madzhab
adalah pendapat yang pertama. Karena, pertimbangan
mengenai diyat tersebut ditentukan dengan kondisi saat
anak panah itu mengenai korban, bukan saat
melepaskan anak panah tersebut. Karena, pelepasan
anak panah tersebut hanyalah faktor perantara,
sedangkan (anak panah) vyang tepat mengenai
sasarannya, maka itu adalah tindak pidana. Dimana
pertimbangan mengenai diyat tersebut itu ditentukan
berdasarkan kondisi tindak pidana tersebut, bukan
berdasarkan kondisi pelepasan anak panah.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa ijika
seseorang menggali lubang sumur di tengah jalan, dan
di lokasi tersebut ada seorang kafir harbi, yang lalu
memeluk Islam, dan terjatuh ke dalam lubang sumur
tersebut, kemudian meninggal dunia, maka dia harus
menjamin kematiannya itu dengan denda, sekalipun
ketika faktor kematiannya itu ada, dia masih berstatus
kafir harbi.

Kasus tindak pidana tersebut berbeda dengan
kasus jika seseorang melukai kafir harbi, kemudian dia
memeluk Islam dan meninggal dunia. Karena tindak
pidana melukai dalam kasus tersebut terjadi di saat
tindak pidana itu tidak dijamin dengan denda.

Apabila seseorang melepaskan anak panah ke
arah seorang muslim, lalu anak panah itu tepat
mengenainya saat dia murtad, kemudian dia meninggal
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dunia, maka tindak pidana pembunuhan tersebut tidak
dijamin dengan denda. Karena, tindak pidana
pembunuhan itu terjadi saat tindakan tersebut tidak
dijamin dengan denda. Maka pelaku tidak harus
menanggung resiko pembunuhannya itu. Ini sama
seperti kasus jika seseorang melepaskan anak panah ke
arah orang hidup, lalu anak panah tersebut tepat
mengenainya, saat dia sudah meninggal.

Diyat Dalam Pandangan Fikih Islam!

Diyat: Makna dan Karakteristiknya

Diyat secara etimologi diambil dari ungkapan
“Wadaa Al Qaatilu Al Maqtuula Diyatan” vaitu “Idzaa
A’thaa waliyyvahu al maala™ (Tatkala pelaku
pembunuhan memberikan harta kepada wali korban
yang dibunuh sebagai divaf).

Pengarang Al Qamus berkata: Diyat adalah hak
korban yang dibunuh. Kata pluralnya adalah Diyaatun
(beberapa Diyat). “Wadaahu” yaitu “A’thaahu diyatahu®
(Pelaku pembunuhan memberikan kepada wali korban
yang dibunuh divatnya). yaitu diambil dari kata dasar
Al Adaa’ (memberi; menunaikan), karena diyat adalah
harta yang diberikan sebagai perimbangan tindak
pidana penghilangan nyawa.

1 Milaffu Asy-Syarqil Ausath Al Fighi karya DR. Abdul Halim Uwais.
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Sedangkan menurut epistimologi syara’, diyat
adalah sebutan untuk harta benda tindak pidana yang
dilakukan sebagai pengganti nyawa yang hilang.

Istilah kompensasi selain divat (Al Irsy)
berhubungan erat dengan istilah diyat menurut syara’.
Rencana awal pemberlakuan kompensasi selain diyat
adalah harta yang wajib diberikan berkenaan dengan
tindak pidana selain pembunuhan, vaitu bagian yang
tak terpisahkan dari divat, contohnya diyat melukai
(menghilangkan fungsi) sebagian organ tubuh seperti
tangan dan mata.

Sebagaimana istilah Al Aq/ berhubungan erat
dengan istilah diyvat menurut syara’ Maksud A/ Aql
menurut mereka adalah, sesuatu dari kadar jumlah yang
wajib diberikan sebagai divat. Dimana keluarga pelaku
pembunuhan datang membawa unta, lalu mereka
menuntunnya (Ya’qilunaa) pada malam hari di pelataran
terbuka keluarga korban yang dibunuh. Berangkat dari
itulah, Al Aql digunakan sebagai istilah lain untuk diyat,
dimana yang mereka kehendaki dari kata diyat tersebut
adalah sesuatu barang yang diberikan sebagai diyat.

Di dalam pembahasan diyat ini juga ada istilah A/
Aagqilah, yang maksudnya adalah ahli waris ashabah
dari pelaku pembunuhan dan masih keluarganya, yang
turut serta menanggung dalam pembayaran djyat.
Mereka disebut aagilah, karena mereka melindungi
banyak darah, yaitu mencegah mengalirnya darah
dengan turut membantu orang yang garis keturunannya
bersambung pada darah-darah tersebut.
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Karakteristik diyat sifatnya perorangan (dipikul
masing-masing orang), sama seperti setiap tindak
pelanggaran hukum (tanggung jawabnya dipikul sendiri-
sendiri), karena diyat tersebut pada dasarnya harus
ditaati oleh setiap individu, ini sesuai dengan firman

Allah &,
ﬁ/ P ’,,/ ,}
Wiy S35 ¥

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang
telah diperbuatnya,” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 38).

Firman Allah & ini mengecualikan diyat
pembunuhan tersalah (tidak sengaja), karena diyat
tindak pidana seperti ini ditanggung oleh seluruh ahli
waris ashabah dari pelaku pembunuhan tersebut.
Pemberlakuan ketentuan hukum ini karena syarat
kepentingan yang sangat besar, yang dikehendaki oleh
Islam. Di mana orang yang berbuat salah (tanpa
sengaja) serta meremehkan nyawa manusia, tidak
melakukan tindakan pembunuhan tersebut kecuali,
karena dia merasa didukung oleh keluarganya dan
mereka itu adalah kekuatannya yang berada dibalik
perbuatannya tersebut. Bahkan terkadang keluarganya
itu menolongnya dalam kondisi berbuat kezhaliman
sekalipun, sebagaimana mereka juga ceroboh dalam
melerainya untuk melakukan pelanggaran hukum
tersebut, baik melalui pendidikan atau pengajaran.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab “ 9



Diyat Sebagai Pengganti Hukuman Penjara Dan
Penahanan Sementara

Di antara faktor-faktor ta’zir yang ketentuannya
telah ditinggalkan, adalah keputusan pemerintah yang
menjadikan penjara sebagai hukuman terakhir, yang
mana ini menjadi pegangan pemerintah pada masa
pembuatan peraturan, ketika mereka benar-benar
bersikukuh untuk memberlakukannya.

Islam dan kaum muslimin yang mendapat
petunjuk justru mempunyai pandangan lain, bahwa
penjara bukanlah solusi untuk menekan segala bentuk
pelanggaran hukum yang sulit diatasi. Sebab penjara itu
justru menambah orang yang melakukan pelanggaran
hukum semakin berani untuk melanggar hukum, bahkan
orang yang awalnya bersih beralih menjadi orang yang
berani melanggar hukum dimana hatinya dipenuhi
dengan pikiran buruk dan kebencian.

Segala bentuk hukuman itu adakalanya berupa
hukuman yang penyelesaiannya dilakukan secara cepat
serta memuaskan yang diputuskan sesuai dengan pokok
pelanggaran yang berhubungan dengan individu setiap
orang, dimana hukuman tersebut sangat dihormati dan
alasannya diterima di tengah-tengah masyarakat. Atau
hukuman itu adakalanya tidak demikian.

Berawal dari itu, Islam hadir dengan

mengukuhkan segala macam hukuman hAudud dan
hukuman tazir dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat. Kemudian Islam hadir dengan
mengukuhkan hukuman gishash atau divat berkenaan

10 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




dengan kejahatan pembunuhan. Dengan memegang
ketentuan ini, Islam memutuskan berbagai akibat
. pelanggaran hukum dengan keputusan yang cepat dan
logis.

Sementara para penganut hukum dunia (yang
bukan hukum agama), mereka terus menyuarakan
hukuman penjara sebagai pengganti gishash dan diyat.
Penjara itu adalah hukuman pengganti yang semakin
merusak. Karena penjara tidak pernah mengembalikan
pelanggar hukum vyang hidup tersebut memperoleh
kehidupan yang lebih baik daripada penjara apalagi
jauh dari tuntutan diyat. Dimana penjara tidak pernah
memuaskan korban kejahatan tersebut, karena mereka
masih mendapati pelanggar hukum tersebut masih
hidup.

Tak jarang suatu hari pelanggar hukum itu
kembali bebas, dan beragam pelanggaran yang sulit
diatasi yang telah menyertai perjalanan hidupnya
pertama kali itu akan terulang kembali. Jadi, penjara itu
adalah kesalahan yang sengaja dimunculkan, di saat
vang bersamaan gishash dan diyat tersebut merupakan
dua cara penyelesaian sempurna, yang mengukuhkan
rasa keadilan dan sekaligus rahmat kasih sayang.

Menurut pendapat kami, pemberlakuan hukum
svariat ini (gishash dan diyaf) tidak lagi membutuhkan
hukuman penjara ini, dimana inilah yang berfungsi
menguji manusia dari aspek kemanusiaannya saja.
Penjara kini telah jarang menjadi rumah bagi para
pelanggar hukum, tetapi justru sekarang lebih bayak
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difungsikan sebagai tahanan bagi orang-orang shaleh
dan orang-orang yang memperjuangkan kebaikan.

Cara yang lebih tepat dalam menyelesaikan
masalah pelanggaran hukum tersebut adalah kita
kembali pada hukuman yang telah diberlakukan dalam
Islam, sesuai dengan beragam hukuman pelanggaran
yang pernah diatur oleh Islam.

Diyat: Aturan Khusus Yang Menjadi Pembeda Umat
Islam

Para pakar fikih dan ulama ahli tafsir sepakat,
bahwa diyat termasuk aturan khusus yang menjadi
pembeda umat Islam dengan umat lain sebelumnya.

Sebab, Al Bukhari, An-Nasaai dan Ad-
Daruquthni telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia
berkata: “Di kalangan Bani Isra‘il berlaku hukum
gishash, namun di kalangan mereka tidak berlaku
hukum membayar diyat.”

Allah & berfirman pada umat ini, é@if({\é K

AL s S erv 4., Ao 20,

sl & A Go S5ENT BNG 0 236 A0 2 g g
“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu
pema’afan dari saudaranya,.” (Qs. Al Baqarah [2]:
178).
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Jadi, permaafan tersebut dapat diberikan dengan
disertai diyat berkenaan dengan pembunuhan secara
sengaja. ;’:“;;\i ] s Gapadly PG LE w5 A G2 55
“Hendaklah (yvang mema afkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar
(diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang
baik (pula).” Yaitu pihak yang memaafkan mengikuti
dengan cara yang baik, dan yang diberi maaf membayar
(divaf) kepada yang memberi maaf dengan cara yang
baik (pula).

oty ",}K;j os Caaz &S “Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat.” Yaitu dibanding hukuman (qgishash) vang

E R Yt ” e

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. 3% &4t ;s
@ ,’:_j 2\ 45 &5 “Barangsiapa yang melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat
pedih.” (Qs. Al Bagarah [2]: 178). Yaitu mengeksekusi
~ mati setelah dia menerima diyat.

Dalil yang menguatkan, bahwa pemberlakuan
hukum gishash diwajibkan pertama kali, kemudian
disusul pemberlakukan hukum divat untuk kedua
kalinya, dan itu termasuk aturan khusus bagi umat ini,

antara lain adalah keterangan mengenai tafsir firman
.z

Boorr 2~ - B L a7 .y - -
Allah &, 255, G5 oa Gk &S “Yang demikian itu

adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
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rahmat,” Yaitu: “Sesungguhnva telah diriwayatkan,
bahwa para pengikut At-Taurat (Bani Israil) hanya
mengenal hukuman mati bagi mereka, dan mereka
tidak mengenal hukuman lain selain hukuman mati
tersebut. Sedangkan para pengikut Injil (nasrani) hanya
mengenal permaafan, dan tidak mengenal gishash
maupun divat bagi mereka. Kemudian Allah
memberlakukan jtu semua sebagai suatu keringanan
bagi umat Islam. Maka, siapa yang menghendaki
gishash, maka dia boleh mengeksekusi mati. Siapa yang
menghendaki diyat, maka dia boleh mengambil djyat
tersebut. Serta barangsiapa yang menghendaki
pemberian maaf, maka dia boleh memaafkan.”

[t sl es ST

Firman Allah &, () 24t 2132 266 &5 35 o5 3
“Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.” (Qs. Al Baqarah {2}:
178), tafsimya adalah, “Bahwa siapa yang
mengeksekusi mati pelaku pembunuhan setelah
menerima diyat dan peniadaan tuntutan gishash dari

Tr 7%

walinya,”ﬁ_gf Z\iE X5 “Maka baginya siksa vang sangat
pedih.”

Al Hasan berkata: Seseorang pada zaman
dJahiliyah, tatkala dia telah membunuh seseorang, maka
dia segera berlari menemui kaumnya, lalu kaumnya

mendatangi (keluarga korban pembunuhan) dan
mengadakan perdamaian dengan membayar diyat.
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Wali korban pembunuhan tersebut lalu berkata:
‘Aku sesungguhnya hanya akan menerima diyat sampai
dengan pelaku pembunuhan itu benar-benar aman dan
mau keluar’. Lalu orang yang telah menerima divat
tersebut membunuhnya.”

Para ulama berbeda pendapat mengenai status
orang vang mengeksekusi mati pelaku pembunuhan
setelah menerima diyat. Segolongan ulama antara lain
Malik dan Asy-Syafi’i berkata: “Dia statusnya sama
seperti orang yang memulai melakukan kejahatan
pembunuhan. Jika wali korban tersebut menghendaki,
maka dia boleh membunuhnya, dan jika dia
menghendaki, maka dia boleh memaafkannya, dimana
siksa Allah ada di akhirat nanti..”

Qatadah, lkrimah, Asy-Suddi dan ulama lainnya
berkata: “Siksa Allah bagi orang yang membunuh
(pelaku pembunuhan setelah menerima divaf) itu pasti,

dan hakim tidak boleh memberi kewenangan kepada
wali korban untuk memberi maaf.”

Abu Daud telah meriwayatkan dari Jabir,
Rasulullah g bersabda: & |3 :p f ¥ 5 & I &
W -l “Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan

sesungquhnya aku tidak akan memberi maaf pada
orang yang membunuh pelaku pembunuhan setelah
menerima diyat.”

Al Hasan berkata: Siksanya adalah hanya
mengembalikan diyat tersebut, dan dosanya tetap
sampai ada siksa akhirat.
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Umar bin Abdul Aziz berkata: “Urusannya
diserahkan kepada penguasa vyang mempunyai
kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik
menurutnya berkenaan dengan orang tersebut.”

Penjelasan:

Firman Allah &, .3 3-;-""?./ Cj .{jﬁ,é? &3 “Dan
tidak lavak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(ang lain)” (Qs. An-Nisaa' [4]: 93). Sebab turunnya ayat ini
adalah “Peristiwa pembunuhan yang dilakukan Ayyasy bin Abi
Rabii’ah terhadap Al Harits bin Yazid bin Abi Anisah Al ‘Amiri,
karena dendam permusuhan yang terjadi di antara mereka berdua,
di mana Al Harits selalu menyiksanya di Makkah sebab

keislamannya.

Tatkala Al Harits berhijrah setelah dia menjadi seorang
muslim, maka Ayyasy menemuinya, lalu membunuhnya, namun

dia tidak mengetahui keislamannya. Tatkala dia menerima (kabar
keislamannya), maka dia mendatangi Nabi #, lalu dia berkata:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada dendam pribadi, yaitu
urusanku dan urusan Al Harits, yang telah engkau ketahui, namun
aku tidak mengetahui keislamannya, sampai dengan aku
membunuhnya, lalu turunlah ayat ini.”

Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari lkrimah. Dan dia
telah meriwayatkan hadits serupa dari Mujahid dan As-Sudayyi.
Ibnu Ishaq, Abu Ya'la, Al Harits bin Abi Usamah, dan Abu muslim
Al Kaji telah meriwayatkan hadits serupa dari Al Qasim bin
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Muhammad. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur Sa’id
bin Jubair dari Abbas dengan redaksi yang sama.

Sedangkan firman Allah £, f',’s-_—.»;;: r’:’i o Sl o))

e 4055 “Jika dia (si terbunub) dari kaum (kafir) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, ” (Qs. An-Nisaa"
[4): 92), para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini.

Ibnu Abbas, Asy-Sya’bi, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, dan Ath-
Thabari telah memilih dalam tafsimya, mereka berpendapat,
bahwa ayat ini berkenaan dengan kafir dzimmi dan kafir mu’aahad
(lang mengadakan perjanjian gencatan senjata), yang dibunuh
karena tersalah (tidak sengaja), maka wajib membayar diyat dan
kafarah.

Al Hasan, Jabir bin Zaid dan Ibrahim juga berkata: “Apabila
korban yang dibunuh karena tersalah itu seorang mukmin dari
kaum (kafir) yang mengajukan perjanjian damai padamu, maka
perjanjian mereka itu menetapkan, bahwa mereka patut
mendapatkan djvat kawan mereka, dan kafarahnya adalah
memerdekakan budak, dan membayar divat tersebut.” Al Hasan

membacanya, (454 JA3) Bitr o457 oS5 3 o O 01

Al Hasan berkata: Jika seorang mukmin membunuh
seorang kafir dzimmi, maka tidak ada kewajiban membayar
kafarah atas dirinya. Tbnu Al Arabi berkata: Prase tersebut
menurutku diletakkan dengan mengarahkan kata mutlak sesuai
dengan kata yang terbatas (mugaywad). Secara garis besar,
kesimpulan ayat tersebut adalah, bahwa membayar divat akibat
kejahatan pembunuhan terhadap muslim dan kafir dzimmi
hukumnya adalah wajib.
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Al Imrani berkata: Makna firman Allah &, .54 3:3 Y

R BN e

Alass A8 2 P GEZ “Dan barangsiapa membunuh seorang

mukmin karena tersalah, (hendakiah) dia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman," jika dia membunuhnya di wilayah
kekuasaan Islam.

Dan makna firman Allah &, ;A3 (&jjfé ); o \_)(u,g

.@ 235 55 S5E5 2 a3 “Jika dia (si terbunub) dari kaum

yang memusuhi kalian, padahal dia (si pembunuh) adalah orang
beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba
sahaya vang beriman,” Yaitu jika seorang dari kaum muslimin
berada di wilayah kekuasaan kaum Musyrikin, lalu dia ikut
berperang bersama mereka, dan seorang dari kaum muslimin
menyerangnya lalu membunuhnya.

Perkiraan dari firman Allah &, (',‘Q e ?J’ o O u\é)
adalah ('ng gyrs s ;9 d o 0\5) “Jika dia (si terbunuh) dari kaum

vang memusuhi kalian.” Dan makna firman Allah &, S\ o3

3 or

BL e Ao o2 e 4 .
-~ : : . ‘“Jika dia (si terbunuh, ]
M*H.f)réa"&z‘{,fu’: a dia (si terbunuh) dari kaum

(kafir) yang ada perjanjian (damaij) antara mereka dengan kamu,”
yaitu orang-orang kafir dzimmi

Sedangkan dalil dari As-Sunnah, antara lain hadits yang
telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin
Hazm, Bahwa Rasulullah @ berkirim surat kepada penduduk

Yaman, Ub,}i o0 z‘tg ‘,-43‘ & “Sesungguhnya divat pidana
pembunuhan adalah seratus ekor unta.”
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Kewajiban membayar diyat telah telah menjadi jima’ ulama,
tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar
divat.

Menurutku (Al Muthi’i): Perbedaan pendapat terjadi
dalam masalah kewajiban membayar kafarah.

Apabila hukum ini tetap ditetapkan, maka pidana
pembunuhan itu ada tiga kategori: Pembunuhan mumi tanpa
sengaja, pembunuhan murni sengaja (direncanakan sejak awal),
dan semi sengaja. Dan kerap diungkapkan dengan istilah “Amdu/
Khathaa *’ (sengaja tersalah).

Membayar divat berkenaan dengan pidana pembunuhan
tanpa sengaja (murni tersalah) hukumnya adalah wajib. Yaitu si
pembunuh tersebut adalah orang yang melakukan suatu perbuatan
dan rencana awal yang salah, misalnya dia berencana menembak
burung, lalu tembakannya mengenai tubuh seseorang. Ketentuan
ini sesuai dengan ayat tersebut.

Sedangkan pembunuhan murni sengaja, vaitu si pembunuh
adalah orang vang sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan
dan dia orang vang sengaja merencanakan pembunuhan tersebut
sejak awal. Lantas apakah gishash wajib dilakukan berkenaan
dengan pidana pembunuhan model ini, padahal diyat merupakan
pengganti gishash tersebut? Atau salah satunya wajib dilakukan
berkenaan dengan pidana pembunuhan model ini, tanpa
menentukan bentuknya. Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-
Svafi’i: yang penjelasannya baru saja disampaikan.

Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja, vaitu si
pembunuh adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, serta
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tidak merencanakan pembunuhan tersebut sejak awal. Misalnya
dia mempunyai rencana awal memukulnya dengan benda yang
umumnya sejenis benda itu tidak akan membunuhnya, kemudian
korban meninggal dunia akibat pukulan benda tersebut, maka dia
wajib membayar diyat yang berkenaan dengan pidana
pembunuhan tersebut.

Malik @& berkata: Pidana pembunuhan itu terbagi dua
macam: Pembunuhan tanpa disengaja (tersalah) dan pembunuhan
sengaja. Mengenai pembunuhan semi sengaja, maka itu tidak
mungkin terjadi, karena mustahil orang yang berbuat itu sekaligus
orang yang pasif.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah
diriwayatkan oleh para penulis As-Sunan kecuali At-Tirmidzi dari
hadits Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah 25 bersabda,

S 220 18 o G G2 ) oy

A - z ° L P2 o
Gk 3 5T G YT e o 3 G
“Ingatlah, dliyat pidana pembunuhan tanpa sengaja atau
pembunuhan semi sengaja vaitu pembunuban dengan cambukan
atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta, yang mana empat
puluh di antaranya unta yang tengah mengandung anak-
anaknya..”

Hadits serupa yang juga milik mereka diriwayatkan dari
Abdullah bin Umar. Sedangkan pasal-pasal lainnya sudah sesuai
dengan maksud penjelasannya. Beberapa pasal kami vyang
terdahulu telah disisipkan untuk menjelaskan pasal-pasal tersebut
dan menambah keterangan berbagai madzhab ulama dalam bab
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permaafan dari tuntutan gishash tersebut. Keterangan tambahan
akan disampaikan dalam pasal setelah pasal ini.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila dia
membunuh seorang muslim yang menjadi tameng orang
kafir, maka tidak wajib dihukum gishash. Karena
kewajiban gishash menjadi itu tidak berlaku ketika
disertai kebolehan memanah.

Sedangkan permasalahan kewajiban membayar
diyat, Asy-Syafi’i dalam sebuah pembahasan berkata,
“Wajib membayar diyvat.” Dan dalam pembahasan yang
lain, Asy-Syafi’i berkata: “Jika si pembunuh mengetahui
dia seorang muslim, maka wajib membayar divat.”
Sebagian Ulama fikih Asy-Syafi’i ada yang mengatakan,
Dalam masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Diyat tersebut wajib dibayar.
Karena kecerobohan dalam hal menjadi tameng di
antara orang-orang kafir itu bukan berawal dari
keinginan dirinya, sehingga jaminan jiwanya tidak
gugur.

Pendapat Kedua: Diyat tersebut menjadi tidak
wajib. Karena, si pembunuh tersebut sangat terpaksa
memanahnya.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang
mengatakan, bahwa apabila si pembunuh mengetahui
jilka orang yang dibunuh itu seorang muslim, maka dia
dikenai kewajiban menanggung resiko pembunuhan
tersebut (divaf). Dan jika si pembunuh tidak mengetahui
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(bahwa dia seorang muslim), maka dia tidak dikenai
kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut
(membayar divaf).

Karena dengan disertai mengetahui
keislamannya, semestinya si pembunuh tersebut harus
melindunginya (dari pembunuhan tersebut), namun
dengan disertai ketidaktahuan diringya mengenai
keislaman orang itu, maka dia tidak harus
melindunginya. Dan dia mengarahkan kedua pendapat
Asy-Syalfi’i tersebut pada kedua kasus ini.

Abu Ishaq berkata: Apabila si pembunuh tersebut
membidikkan panahnya ke arah seorang muslim yang
menjadi tameng orang kafir, maka dia harus
menanggung resiko pembunuhannya. Apabila dia tidak
membidikkan panahnya ke arah seorang muslim
tersebut, maka dia tidak harus menanggung resiko
pembunuhannya, dimana dia mengarahkan kedua
pendapat Asy-Syafi’i tersebut pada kedua kasus ini.

Pasal: Membayar divat akibat tindakan pidana
pembunuhan tanpa sengaja, maka hukumnya adalah
wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah &, 5.5 Fs s
Z:*l-"ﬁi‘jlm fefy A3 305 528 \CL  “Dan barangsiapa
membunuh  seorang mukmin karena tersalah
(thendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
vang beriman serta membayar diyat Yang diserahkan
kepada keluarganva (si terbunuh itu),” (Qs. An-Nisaa®
[4]: 92).
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Membayar diyvat akibat pidana pembunuhan
sengaja juga wajib menurut salah dari dua pendapat
-~ Asy-Syafi’i, dan permaafan dengan mengambil diyat
menurut pendapat Asy-Svafi’i yang lainnya. Kami telah
menerangkannya dalam kitab jinayat (pembahasan
tindakan kriminal).

Membayar diyat akibat pembunuhan semi sengaja
hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan hadits yang
telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar &, bahwa
Nabi @ bersabda, iy 0 G Ll L3 st 4 o oy 3
639y @il @ s S G Yot o Do Gy “Ingatlah,
divat pidana pembunuhan tanpa sengaja atau
pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan
cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor

unta, yang mana empat puluh di antaranya unta
khalifah yang tengah mengandung anak-anaknya..”

Apabila seseorang menusukkan jarum ke bagian
vang tidak mengakibatkan korban tewas, lalu dia
meninggal dunia, dan kami mengatakan, bahwa dia
tidak wajib dihukum gishash, maka dalam masalah
kewajiban membayar diyat ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Diyat tersebut tetap wajib
dibayar. Karena penusukan tersebut terkadang
berimbas pada terjadinya pembunuhan.

Pendapat Kedua: Diyvat tersebut tidak wajib
dibayar. Karena tatkala diyat itu tidak wajib dibayar
akibat pembunuhan dengan menggunakan alat
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pembunuhan yang sangat ringan, vyaitu pemukulan
dengan pena, dan melempar dengan batu kerikil, maka
divat itu juga tidak wajib dibayar akibat pembunuhan
dengan menggunakan senjata tajam yang sangat kecil.

Penjelasan:

Apabila kaum musyrikin membawa seorang muslim sebagai
tahanan perang, lalu mereka menjadikannya sebagai tameng
dalam peperangan, yaitu mereka menjadikannya sebagai pelindung
dari serangan panah, dan mereka menyelinap di belakangnya saat
mereka memanah, lalu seseorang dari kaum muslimin
membunuhnya dengan panah, maka dia tidak wajib dihukum
gishash. Karena dia dibolehkan memanah mereka.

Sedangkan terkait dengan masalah kewajiban membayar
divat, Asy-Syafi'i & dalam sebuah pembahasan berkata, “Wajib
membayar divat” Dan dalam pembahasan yang lain, Asy-Syafi'i
berkata, “Tidak wajib membayar divat.”

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata, bahwa
terkait dengan masalah kewajiban membayar divat ini, maka ada
dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Dijvat tersebut wajib dibayar. Karena
kecerobohan dalam hal ini adalah bahwa dia menjadi tameng di
antara orang-orang kafir itu bukan dari keinginan dirinya. Maka
jaminan jiwanya tidak gugur.

Pendapat Kedua: Divat tersebut menjadi tidak waijib.
Karena, si pembunuh tersebut sangat terpaksa memanahnya.
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Sebagian mereka ada yang menangguhkan kewajiban
menanggung resiko pembunuhan tersebut (diva) dengan satu
syarat yaitu si pemanah tersebut mengetahui, bahwa orang yang
dipanahnya hingga tewas itu adalah seorang muslim. Dan jika dia
tidak mengetahui bahwa dia seorang muslim, maka dia tidak
dikenai kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut
(membayar diva). Karena semestingya si pembunuh itu harus
melindunginya dari serangan panah itu jika dia mengetahuinya,
dan dia tidak harus melindunginya jika dia tidak mengetahuinya.

Abu Ishaq berkata: Apabila si pembunuh tersebut
membidikkan anak panahnya ke arah seorang muslim yang
menjadi tameng orang kafir, vaitu dia sejak awal sudah
mempunyai rencana memanahnya, maka dia harus menanggung
resiko pembunuhan tersebut. Apabila dia sejak awal tidak
mempunyai rencana memanah seorang muslim, maka dia tidak
harus menanggung resiko pembunuhan tersebut. Dia
mengarahkan kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut pada kedua
kasus ini.

Sumber rujukan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya mengenai
kewajiban membayar divat tersebut adalah hadits yang telah
diriwayatkannya dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Abu
Hudzifah Al Yamani adalah orang tua yang sudah lanjut usia,
sehingga dia diangkut dalam sejumlah tandu bersama-sama kaum
wanita pada saat perang Uhud. Tiba-tiba dia keluar karena ingin
mati syahid. Lalu dia datang dari arah kaum musyrikin, lalu kaum
muslimin segera menghadapinya, kemudian mereka mencacahnya
dengan pedang mereka seperti mengiris daging, dan Hudzaifah
berteriak: “(Dia) Ayahku, ayahku!.” Namun mereka tidak
mendengamya karena konsentrasi pada perang sampai mereka
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membunuhnya. Kemudian Hudzaifah berkata: “Semoga Allah
mengampuni kalian, Dia adalah Dzat Yang Maha penyayang di
antara para penyayang.” Lalu Nabi €% memutuskan dengan
membayar divatnya.

Masalah: Kewajiban membayar diyat berkenaan dengan
kedua kasus pembunuhan tersebut vaitu sengaja dan tersalah,
penjelasannya telah kami sampaikan dalam kitab Jjinayat
(pembahasan tindak kriminal). Sedangkan pembunuhan semi
sengaja, maka kewajiban divatnya itu telah diberlakukan

berdasarkan hadits Ibnu Umar @ yang berupa hadits marfu’, :3! y
SR G i G e iy £ D6 6 Gl i G 3 B
WYY @k 3 3l “Ingatiah, divat pidna pembunuhan tanpa
sengaja a;au pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuban dengan
cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta, yang

mana empat puluh di antaranya unta khalifah vang tengah
mengandung anak-anaknya..”

Para ulama telah sepakat, bahwa unta adalah jenis hewan
pertama yang dibuat divat Dimana dlyaf orang merdeka sebanyak
seratus ekor unta. Hadits-hadits yang telah disampaikan seperti
hadits Ibnu Umar, hadits Amru bin Hazm dan hadits Ibnu Mas'ud
telah menegaskan hal tersebut.

Kesimpulan yang nampak dari komentar Al Khiraqi dari
kalangan ulama madzhab Hanbali menyatakan, bahwa jenis hewan
yang dibuat djyat itu adalah unta bukan yang lain, dan ini
merupakan salah satu dari kedua riwayat dari Ahmad. Dengan ini
pula Thawus dan Ibnu Al Mundzir berpendapat.
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maka seorang wali berhak menuntut nukuman gishash
salah seorang dari mereka, dan meminta seperdua dari
diyat kepada pembunuh lainnya.

Apabila salah seorang dari mereka termasuk
pemicu adanya gishash, sedang pembunuh lainnya
termasuk pemicu adanya divaf, maka wali tersebut
berhak menuntut hukuman gishash seorang pembunuh
vang patut dikenai hukuman gishash, dan meminta
seperdua dari diyat kepada pembunuh lainnya.

Pasal: Kewajiban Membayar Divat Karena Sebab
Tertentu.

Apabila ada dua orang bersaksi atas seseorang
berkenaan dengan kasus pembunuhan, lalu dia dihukum
mati berdasarkan pertimbangan kesaksian mereka itu
dengan kesaksian yang tidak benar. Kemudian mereka
menarik kembali kesaksiannya, maka status hukum
divat mereka sama seperti dua orang rekanan yang
terlibat pembunuhan. Hal di atas ini sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan, bahwa ada dua orang saksi
memberikan kesaksian di hadapan Ali Karramallahu
Wajhah terhadap seseorang, bahwa dia telah
melakukan kejahatan pencurian. Kemudian Al
menghukumnya dengan hukuman potong tangan. Lalu
mereka menarik kesaksiannya, kemudian Ali berkata:
“Andaikan aku mengetahui kalian sengaja melakukan-
nya, pasti aku sudah menghukum kalian dengan
hukuman potong tangan.” Ali memerintah mereka
membayar diyat tangan orang yang dituduh mencuri
tersebut.
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Pasal: Apabila ada seseorang dipaksa untuk
membunuh orang lain, lalu dia membunuhnya, maka
wali korban berwenang menuntut hukuman mati
terhadap siapa saja di antara mereka (orang vang
memaksa atau orang yang dipaksa membunuh), dan
meminta seperdua dari divat dari pelaku yang lain.
Karena keduanya seperti dua orang yang sama-sama
terlibat melakukan pembunuhan secara langsung, jika
mereka termasuk pemicu adanya gishash.

Jika kami mengatakan, bahwa hukuman gishash
tidak wajib diberlakukan kecuali terhadap si pemaksa
yang menyuruh melakukan pembunuhan dan bukan
orang yang dipaksa, maka wali tersebut berwenang
menuntut hukuman mati orang yang memaksa
melakukan pembunuhan tersebut, serta meminta
seperdua dari divat dari pelaku lainnya. Karena
keduanya seperti dua rekanan yang terlibat melakukan
pembunuhan secara kolektif. Hanya saja gishash
tersebut gugur karena adanya syubhat (tersamar). Maka
gishash itu pun gugur darinya. Selain itu, divat tetap
tidak gugur karena tersamar, sehingga wajib membayar
seperdua dari divat atas kematiannya tersebut.

Penjelasan:

Apabila sekelompok orang melakukan pembunuhan
terhadap orang lain secara kolektif, maka wajib membayar satu

diyat atas kematiannya, dimana diyat tersebut dibagi secara merata
di antara mereka berdasarkan jumlah mereka.
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Karena dljyat itu merupakan uang kompensasi yang dapat
dibagi-bagi karena penghilangan nyawa seseorang. Dengan
demikian, uang kompensasi tersebut dibagi secara merata di
antara mereka berdasarkan jumlah mereka, sama halnya ganti rugi
(harta benda) yang dirusak.

Jika pembunuhan tersebut merupakan tindakan vyang
memicu adanya gishash, dan wali memilih menuntut hukuman
mati di antara mereka, dan memaafkan sebagian yang lain dengan
mengambil diyat yang harus ditanggung oleh mereka, maka wali
berwenang melakukan tuntutan tersebut.

Apabila ada dua orang bersaksi atas seseorang berkenaan
dengan kasus yang menyebabkan keluarnya vonis hukuman mati
maupun potong tangan dengan kesaksian yang tidak benar.
Karena mereka memberikan kesaksian yang salah, maka mereka
dikenai kewajiban membayar divat tersebut.

Hal di atas sesuai dengan keterangan yang telah kami
sebutkan sebelum pasal ini, yaitu hadits yang menjelaskan tentang
dua orang saksi yang memberikan kesaksian di hadapan Ali @
atas seseorang berkenaan dengan kasus kejahatan pencurian.

Apabila ada seseorang memaksa orang lain untuk
membunuh seseorang, lalu dia membunuhnya. Kemudian perkara
pembunuhan itu berubah menjadi tuntutan pembayaran divat.
maka divat tersebut harus ditanggung oleh mereka secara kolektif.
Karena mereka seperti dua orang yang terlibat bersama-sama
melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, apabila kita
mengatakan, bahwa gishash dapat dijatuhkan atas mereka (orang
yang memaksa atau orang yang dipaksa membunuh), maka wali
korban itu berwenang menuntut hukuman mati siapa saja di antara
mereka, dan meminta seperdua divat dari pelaku kedua.
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Namun jika kita mengatakan, bahwa hukuman gishash itu
tidak wajib diberlakukan kecuali terhadap si pemaksa (mukrih)
vaitu orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tidak
terhadap orang vang dipaksa (mukraf), maka gishash harus
ditanggung orang yang menyuruh melakukan pembunuhan
tersebut, dan seperdua dari divat harus ditanggung oleh orang
vang diperintah untuk membunuh. Karena keduanya, sekalipun
seperti dua rekan vang terlibat melakukan pembunuhan secara
bersama-sama, hanya saja gishash tersebut jika gugur karena
adanya syubhat (tersamar), maka diyat itu tetap tidak gugur karena
lantaran adanya syubhat (tersamar), sehingga orang vyang
diperintah membunuh itu dikenai kewajiban membayar seperdua
dari divat atas kematiannya tersebut.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang
melemparkan orang lain ke dalam api vyang
dimungkinkan baginya keluar dari api tersebut,
kemudian dia tidak pernah keluar sampai dia tewas,
maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Membayar divat tersebut
hukumnya wajib. Karena keengganan menyelamatkan
diri dari kematian itu tidak berakibat pada gugurnya
ganti rugi akibat tindakan kriminal tersebut. Ini sama
halnya dengan kasus jika dia melukai korban dengan
suatu luka, dan korban dapat mengobatinya, kemudian
korban enggan mengobati sampai dia meninggal dunia.

Pendapat Kedua: Membayar divat tersebut
hukumnya tidak wajib. Ini merupakan pendapat yang
shahih. Karena, dia melemparkannya ke dalam api,
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vang tidak mengakibatkan terjadinya kematian. Tetapi
kematian itu terjadi akibat dia memilih tetap diam di
dalam api tersebut. Maka ganti rugi kematiannya
tersebut gugur. Ini sama halnya seperti kasus jika orang
tersebut melukai dengan sedikit luka, vang tidak
mengancam keselamatannya, lalu sang korban
membiarkannya sampai luka tersebut meluas, hingga
merenggut jiwanya.

Apabila seseorang melemparkan orang lain ke
dalam air yang dimungkinkan baginya keluar dari air
tersebut. Kemudian dia tidak pernah keluar sampai
akhirnya dia meninggal dunia, maka dalam hal ini ada
dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i. Sebagian
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i, sama
halnya dengan kasus melemparkan seseorang ke dalam
api.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang
mengatakan dengan satu pendapat yang disepakati
para ulama yaitu membayar diyat tersebut hukumnya
tidak wajib. Karena tindakan melemparkan seseorang
ke dalam air itu bukanlah faktor kematian tersebut,
karena orang-orang biasa menceburkan dirinya ke
dalam air untuk berlatih renang dan kegiatan lainnya.
Akan tetapi kematian itu terjadi karena dia memilih
tetap diam di dalam air. Dengan demikian, ganti rugi
kematiannya gugur. Lain halnya dengan kasus api
tersebut.
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Pasal: Apabila seseorang mengikat kedua tangan
dan kedua kaki orang lain, dan dia melemparkannya di
tepi pantai. Kemudian air laut mengalami pasang, dan
dia mati, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih
dahuly; apabila kenaikan air laut itu wujudnya dapat
diketahui, seperti melihatnya sejauh mata memandang,
maka tindakan tersebut adalah pembunuhan secara
sengaja, dan wajib dihukum gishash akibat
perbuatannya tersebut. Karena sejak awal dia
berencana menenggelamkannya.

Apabila air laut tersebut terkadang mengalami
pasang dan terkadang surut, maka tindakan tersebut
adalah perbuatan semi sengaja, dimana berkenaan
dengan tindakan tersebut, sang pelaku wajib membayar
diyat yang diperberat.

Apabila korban yang terikat kedua tangan dan
kakinya itu dilemparkan di suatu tempat yang mana air
laut itu tidak pasang, tiba-tiba air semakin naik, dan dia
meninggal di tempat tersebut, maka tindakan tersebut
adalah perbuatan pembunuhan tanpa sengaja (tersalah),
sedangkan berkenaan dengan tindakan ini, sang pelaku
wajib membayar diyat yang diperingan pembayarannya.

Apabila seseorang mengikat kedua tangan dan
kedua kaki seseorang, lalu dia melemparkannya ke
tempat penangkaran binatang buas, lalu binatang buas
tersebut membunuhnya hingga tewas, maka tindakan
tersebut adalah pembunuhan semi sengaja. Berkenaan
dengan tindakan ini, maka pelakunya wajib membayar
divyat yang diperberat pembayarannya. Jika korban
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membiarkan ikatan melilit tubuhnya, sekalipun dia dapat
melepaskannya, atau dia melukainya, lalu dia tidak mengobati
lukanya. Api berbeda dengan air, karena kematian yang terjadi
tidak murni akibat air itu sendiri. Karena itu, banyak orang masuk
ke dalam air untuk mandi, berlatih renang dan berburu ikan.

Sedangkan terkait dengan api, maka sedikit maupun
banyak dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Untuk
mengetahui kemampuan orang tersebut dalam menyelamatkan
diri, itu diperoleh dari perkataannya, “Aku mampu menyelamatkan
diri,” atau perkataan yang serupa lainnya.

Asy-Syirazi @  berkata: Apabila seseorang
menyerahkan anak kecil kepada pelatih renang untuk
berlatih belajar berenang, lalu dia tenggelam, maka
pelatih renang itu harus menanggung kematiannya.
Sebab, orang tersebut menyerahkan sang anak kepada
pelatih itu agar dia berhati-hati dalam menjaganya.
Dengan demikian, jika dia mati akibat latihan renang
tersebut, maka kematiannya tersebut akibat kelalaian si
pelatih dalam mengajar renang, seperti seorang guru
vang menghukum anak didiknya hingga mati.

Jika ada orang baligh menyerahkan dirinya
(meminta belajar renang) kepada pelatih renang, lalu
dia tenggelam, maka pelatih renang tidak harus
menanggung kematiannya. Sebab, kematiannya itu
akibat kelalaian si orang baligh tersebut. Maka, tuduhan
kelalaian yang mengakibatkan kematiannya tersebut
tidak dapat ditujukan kepada orang lain.
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Pasal: Apabila anak kecil berdiri di pinggir loteng,
lalu seseorang berteriak (ke arah anak tersebut), dan dia
terkejut kemudian terjatuh dari loteng, dan tewas
seketika, maka dia harus menanggung kematian sang
anak karena teriakan itu penyebab utama jatuhnya si
anak. Jika teriakannya itu sengaja ditujukan ke arahnya,
maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan semi
sengaja. Sedangkan jika teriakannya itu tidak ditujukan
ke arahnya, maka teriakan tersebut merupakan
pembunuhan tersalah.

Apabila ada orang baligh berdiri di pinggir loteng,
lalu dia mendengar suara teriakan di saat dia sedang
lalai, kemudian dia terjatuh dan tewas seketika, maka
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia seperti permasalahan
anak kecil. Karena orang yang baligh itu, saat dia lalai,
maka dia akan terkejut akibat teriakan itu, ini seperti
terkejutnya anak kecil tersebut.

Pendapat Kedua: Pelaku tidak harus menanggung
kematiannya, karena si orang baligh itu mempunyai
kesadaran yang mengakibatkan dia tidak terpengaruh
oleh teriakan tersebut dalam kondisi lalai sekalian.

Pasal: Apabila seorang penguasa mengirimkan
surat yang ditujukan kepada seorang perempuan yang
berisi keburukan si perempuan tersebut, tiba-tiba dia
tekejut lalu melahirkan bayinya dalam kondisi tewas,
maka (penguasa tersebut) wajib menanggung
kematiannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang
meriwayatkan, bahwa Umar mengirimkan utusan
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kepada seorang perempuan yang ditinggal suaminya,
dimana laki-laki lain mendatanginya, lalu perempuan itu
berkata: “Celakalah diriku, apa yang sebenarnya terjadi
- padaku dan Umar.” Pada suatu hari perempuan itu
berada di tengah jalan, dia mendadak terkejut, lantas
rasa sakit hendak melahirkan mendera dirinya. Tiba-
tiba dia melahirkan seorang anak. Baru saja menjerit
dua kali jeritan, kemudian anak tersebut tewas. Umar
pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi.
Sebagian sahabat memberikan isyarat, “Bahwa tuan
tidak berkewajiban menanggung apapun, karena tuan
adalah penguasa dan pengatur.” Sementara Ali tetap
diam (tak berkomentar), lalu Umar menghadap padanya
lalu berkata: “Bagaimana pendapatmu wahai Abu Al
Hasan?” Lalu Ali berkata: “Jika mereka berbicara
berdasarkan logika, pendapat mereka tidak tepat. Jika
mereka berbicara sesuai dengan keinginanmu, mareka
tidak memberi nasehat kepadamu. Sesungguhnya divat
anak itu menjadi tanggunganmu, karena kamu telah
membuat si perempuan itu terkejut, lalu melahirkan.”

Penjelasanf

Hadits perempuan vang mana rasa sakit hendak
melahirkan tiba-tiba menderanya telah diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dari Al Hasan. Hadits tersebut sanadnya munqgathi’ antara
Al Hasan dan Umar. Abdurrazaq telah meriwayatkannya dari
Ma’'mar dari Mathar Al Warraq dari Al Hasan. Asy-Syafi'i telah
meriwayatkan hadits di atas berupa sanad yang bersambung
sampai Umar serta berupa ringkasan.
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Hukum: Apabila seseorang mempercayakan anaknya yang
masih kecil kepada pelatih renang untuk berlatih renang, lalu anak
kecil tersebut tenggelam, maka divatnya harus ditanggung oleh
ahli waris ashabah pelatih renang tersebut (Agilah). Karena dia
telah menerimanya untuk dilatih renang. Dengan demikian, jika
anak yang dipercayakan kepada pelatih renang itu meninggal di
tengah-tengah lathan renang, maka dia harus menanggung
kematiannya, seperti guru yang menghukum anak didiknya hingga
tewas. Alasan lain, bahwa umumnya anak yang berlatih renang ini
tidak akan tenggelam kecuali akibat kelalaian pelatih renang
tersebut. Maka, kelalaian pelatih renang yang mengakibatkan
hilangnya nyawa orang itu adalah pembunuhan semi sengaja.

Apabila ada orang baligh itu mempercayakan dirinya
kepada seorang pelatih renang untuk berlatih renang, lalu dia
tenggelam, maka dia tidak harus menanggung kematiannya.
Sebab, kematiannya itu akibat kelalaian si orang balfigh tersebut.
Maka tuduhan kelalaian yang mengakibatkan kematiannya itu tidak
dapat ditujukan kepada orang lain. Dengan demikian, pelatih
renang itu tidak harus menanggung kematiannya.

Masalah: Apabila seorang anak atau orang baligh yang
kurang akal (ma fuf) berdiri di dekat pagar atau pinggir sungai, lalu
ada seseorang berteriak dengan teriakan yang sangat keras,
kemudian dia terkejut karena teriakan tersebut, lalu dia terjatuh
hingga tewas atau hilang akalnya, maka divat kematiannya itu
wajib ditanggung oleh ahli waris ashabah dari orang yang berteriak
itu. Karena teriakannya itu penyebab utama terjatuhnya si anak
tersebut.
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Jika teriakannya itu sengaja ditujukan ke arahnya, maka
divat harus ditanggung oleh ahli waris ashabah orang vang
berteriak tersebut. Karena teriakannya itu merupakan penyebab
utama terjatuhnya si anak tersebut. Jika teriakannya itu sengaja
ditujukan ke arahnya, maka teriakan tersebut merupakan
pembunuhan semi sengaja, sedangkan jika teriakannya itu tidak
ditujukan ke arahnya, maka teriakan itu merupakan pembunuhan
tersalah.

Apabila ada orang baligh serta berakal (berdiri di pinggir
loteng), lalu dia mendengar suara teriakan kemudian dia terjatuh
dan tewas seketika, atau hilang akalnya, maka jika dia orang yang
mempunyai kesadaran penuh, maka tidak wajib menanggung
kematiannya. Karena Allah & tidak memberlakukan adat yang ada
di masyarakat; baik yang umum terjadi maupun yang langka,
seseorang yang sudah dewasa serta berakal terpengaruh oleh
teriakan tersebut yang mengakibatkan dia terjatuh. Dengan
demikian, jika dia mati, kita dapat menyimpulkan bahwa
teriakannya itu bertepatan dengan masa kematiannya. Kasus
tersebut sama seperti jika seseorang melempar orang lain dengan
pakaian, lalu dia meninggal dunia.

Apabila dia dalam kondisi lalai, lalu dia mendengar teriakan
keras hingga tewas seketika atau hilang akalnya, maka ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang di-nash
oleh Asy-Syafi'i, vaitu tidak wajib menanggung kematiannya. Ini
sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abi Ali bin Abu
Hurairah, vaitu wajib menanggung kematiannya. Orang baligh
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sedang dalam kondisi lalai yang terkadang akan terkejut akibat
teriakan itu.

Apabila ada seseorang menghunuskan pedang ke arah
orang baligh serta berakal, tiba-tiba akalnya hilang, maka orang
tersebut tidak wajib menanggung resiko hilangnya akal itu. Apabila
dia menghunuskan pedang ke arah seorang anak atau orang
baligh yang kurang akalnya, tiba-tiba akalnya hilang, maka yang
bersangkutan wajib memanggung resiko hilangnya akal tersebut.

Abu Hanifah berkata: Tidak wajib menanggung resiko
hilangnya akal tersebut. Menurut kami, tindakan pelaku vyang
menghunuskan pedang ini merupakan penyebab utama hilangnya
akal tersebut. Dengan demikian, karena kelalaiannya itu
mengakibatkan akal orang lain hilang, maka dia harus
menanggung resiko hilangnya akal tersebut. Ini sama seperti
halnya jika ada seseorang yang menggali sumur, lalu orang lain
terjatuh ke dalam sumur tersebut.

Ahmad berkata: Jika seseorang menghunuskan pedang
tepat di muka orang lain, atau dia mendorong seseorang dari tepi
jurang, lalu dia tewas karena katakutan atau akalnya hilang akibat
tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus menanggung
divat kematian itu.

Kemudian Ahmad dan kami dalam kaitannya mengenai
seorang anak yang sudah baligh, menurutnya hanya ada satu
pendapat yang disepakati ulama (yaitu wajib menanggung divat
kematiannya), begitu pula menurut seluruh ulama pengikut
madzhab Ahmad.
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Masalah: Apabila seorang penguasa mengirimkan surat
vang ditujukan kepada seorang perempuan yang berisi keburukan
si perempuan tersebut, dan dia seorang wanita yang tengah
mengandung, tiba-tiba dia terkejut lalu melahirkan bayinya dalam
kondisi tewas, maka penguasa tersebut wajib menanggung resiko
kematiannya itu. Sementara Abu Hanifah mengatakan, bahwa
tidak wajib menanggung kematiannya itu.

Yang menjadi dall kami adalah, hadits yang telah
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dan Abdurrazaq “Bahwa
keburukan seorang perempuan itu diutarakan di hadapan Umar,
lalu dia mengirimkan utusan kepadanya, kemudian perempuan itu
berkata: “Celakalah diriku, apa yang sebenarmya terjadi padaku
dan Umar.” Pada suatu hari perempuan itu berada di tengah jalan,
dia mendadak terkejut, lantas rasa sakit hendak melahirkan
mendera dirinya. Tiba-tiba dia melahirkan seorang anak. Baru saja
menjerit dua kali jeritan, kemudian anak tersebut tewas. Umar pun
bermusyawarah dengan para sahabat Nabi g}. Utsman dan
Abdurrahman lalu berkata padanya, “Kamu tidak berkewajiban
menanggung apapun karena kamu adalah penguasa dan
pengatur.” Sementara Ali tetap diam (tak berkomentar), lalu Umar
bertanya padanya: “Bagaimana pendapatmu?” Lalu Ali menjawab:
“Jika mereka berbicara berdasarkan ijtihad akal mereka, pendapat
mereka tidak tepat. Jika mereka tidak pernah melakukan ijtihad,
mereka telah memperdayaimu (tidak memberi nasehat kepadamu).
Sesungguhnya djivat anak itu menjadi tanggunganmu, karena kamu
telah membuat si perempuan itu terkejut, lalu melahirkan.” Lalu
Umar berkata: “Aku bertekad akan berpegang pada pendapatmu,
kamu tidak berhenti bicara sampai kamu selesai berpisah dari
kaummu” yaitu kaum Umar.
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Utsman dan Abdurrahman tidak menolak pendapat Ali
tersebut. Dengan demikian, tidak adanya penolakan itu
membuktikan, bahwa keduanya menarik kembali pendapatnya

serta beralih pada pendapat Ali, dan hukum tersebut menjadi jma’
sahabat.

Apabila si perempuan tersebut terkejut, lalu dia tewas
seketika, maka tidak wajib menanggung resiko kematiannya.
Karena pengiriman surat yang berisi keburukannya itu bukanlah
penyebab utama kematiannya.

Ahmad berkata: Wajib membayar diyat berkenaan dengan
perempuan itu juga. Karena perempuan itu adalah orang yang
tewas akibat tindakan penguasa mengirimkan surat yang ditujukan
kepadanya. Dengan demikian, dia harus menanggung
kematiannya sama halnya dengan bayinya. Atau (perempuan) itu
adalah orang vang tewas disebabkan tindakan penguasa tersebut,
sehingga dia harus memberikan ganti rugi kematiannya. Hal ini
sama seperti kasus jika penguasa menghukumnya hingga dia
tewas.

Penyebab kematian yang menentukan keharusan
menanggung resiko kematian, itu tidaklah harus penyebab yang
sudah menjadi adat di suatu masyarakat. Sebab, sekali atau dua
kali pemukulan itu bukan penyebab utama kematian, namun ketika
tindakan itu berimbas pada kematian, maka yang bersangkutan
wajib menanggung resiko kematian tersebut.

Asy-Svirazi & berkata: Pasal: Apabila ada
seseorang mencari orang lain sambil menghunuskan
pedang, lalu orang vang dicari terjatuh (karena takut) ke
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dalam sumur atau menjatuhkan diri dari atas tebing
hingga tewas, maka si pencari tidak berkewajiban
menanggung resiko kematiannya. Karena proses
pencarian itu hanya faktor pendorong terjadinya
kematian, sementara faktor utama kematiannya adalah
saat dia menjatuhkan diri ke dalam sumur atau dari atas
tebing. Ketika dua faktor itu berkumpul, maka
ketentuan hukum faktor pertama itu digugurkan dengan
faktor kedua (tindakan langsung; menjatuhkan diri ke
dalam sumur atau dari tebing).

Karena si pencari tersebut tidak memaksanya
untuk menjatuhkan diri. Karena jika dia mendapatkan
orang tersebut, maka tentunya dia tidak akan
melakukan tindakan itu kepada orang yang dicarinya.
Dengan demikian, kasus tersebut sama seperti jika
seseorang melakuinya, lalu orang yang dilukai itu bunuh
diri. Jika seseorang mencari orang buta, lalu dia
terjatuh ke dalam sumur atau terjun dari atas tebing,
dan tewas, maka jika orang buta itu seorang yang
mengetahui posisi tebing atau sumur, maka si pencari
itu tidak  berkewajiban  menanggung resiko
kematiannya, karena status orang buta itu sama seperti
orang yang dapat melihat.

Apabila orang buta itu tidak mengetahui (posisi
sumur atau tebing), maka si pencari itu berkewajiban
menanggung resiko kematiannya karena dia telah
memaksanya melakukan tindakan tersebut (menjatuh-
kan diri ke dalam sumur atau dari atas tebing). Dengan
demikian, adanya unsur ini (pemaksaan) si pencari ini
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terikat dengan tanggungan diyat seperti para saksi yang
memberikan kesaksian terkait pembunuhan, kemudian
mereka menarik kesaksian tersebut.

Apabila orang yang dicari itu adalah seorang
anak atau orang gila, maka ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i, sesuai dengan dua pendapat Asy-
Svafi’, yang terkait dengan unsur kesengajaan yang
datang dari keduanya. Maka apakah unsur sengaja dari
keduanya itu merupakan tindakan sengaja atau
tersalah? Jika kita mengatakan, bahwa unsur sengaja
dari keduanya itu merupakan tindakan sengaja
(terencana), maka si pencari itu tidak berkewajiban
menanggung resiko kematiannya. Namun jika kami
mengatakan, bahwa unsur sengaja dari keduanya itu
merupakan tindakan tersalah, maka si pencari itu
berkewajiban menanggung resiko kematiannya.

Apabila ada seseorang yang mencari orang lain,
lalu binatang buas menghadangnya di tengah jalan,
maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila
si pencari itu memaksanya mendekati tempat binatang
buas itu berada, maka dia berkewajiban menanggung
resiko kematiannya. Jika dia tidak memaksanya
mendekati tempat binatang buas itu, maka dia tidak
berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Sebab,
dia tidak memaksanya mendekati tempat binatang buas
itu.

Apabila atap rumah itu runtuh dari atas dirinya,
tiba-tiba dia terjatuh hingga tewas seketika, maka ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Dia tidak berkewajiban
menanggung resiko kematiannya, sebagaimana dia
tidak berkewajiban menanggung resiko kematian jika
binatang buas menghadangnya di tengah jalan.

Pendapat Kedua: Dia berkewajiban menanggung
resiko kematiannya, karena dia telah memaksa
melakukan suatu tindakan yang tidak mungkin
dihindarinya.

Pasal: Apabila seseorang melemparkan orang lain
dari atas tebing, lalu ada seseorang menyambutnya
dengan sabetan pedang hingga memotong tubuhnya
menjadi dua bagian, maka masalah ini perlu ditinjau
terlebih dahulu; apabila orang yang jatuh dari atas
tebing itu ada kemungkinan selamat dari kematian,
maka si pemotong tubuh itu berkewajiban menanggung
resiko kematiannya. Karena si pelempar itu sama
seperti orang yang melukai, sedangkan si pemotong
sama seperti penyembelih. Namun jika orang yang
terjatuh dari atas tebing itu tidak mungkin selamat dari
kematian, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i:

Pendapat Pertama: Mereka (pelempar dan
pemotong tubuh) berkewajiban menanggung resiko
kematiannya tersebut. Karena masing-masing dari
mereka adalah penyebab terjadinya penghilangan
nyawa tersebut. Maka kasus ini sama seperti jika
mereka melukai sang korban secara bersama-sama.

Pendapat Kedua: Si pemotong itu berkewajiban
menanggung resiko kematian. Karena si pelempar itu
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hanya faktor pendorong terjadinya kematian,
sementara faktor utama kematiannya itu adalah saat
orang vang dilemparkan itu terjatuh di atas tanah.
Dalam kasus ini, orang yang dilemparkan itu belum
terjatuh di atas tanah, dan si pelempar itu faktor
pendorong, sementara si pemotong tubuh itu
merupakan pelaku yang melakukan tindakan langsung
(faktor utama). Maka si pemotong itu berkewajiban
menanggung resiko kematian sang korban.

Pasal: Apabila seseorang berzina dengan seorang
perempuan, dan dia termasuk wanita yang dipaksa
untuk melakukannya, dimana orang itu menghamilinya,
dan sang wanita itu tewas akibat persalinan, maka di
sini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Si pemaksa itu berkewajiban
menanggung divatnya. Karena perempuan tersebut
tewas akibat suatu faktor yang berawal dari pihak
pemaksa tersebut, yang mana karena kelalaiannya itu
mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Dengan
demikian, dia harus menanggung kematiannya.

Pendapat Kedua: Dia tidak berkewajiban
menanggung resiko kematiannya tersebut. Karena,
faktor penyebab kematian itu ketentuan hukumnya
telah digugurkan dengan peniadaan garis keturunan
darinya. |

48 || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




Penjelasan:

Apabila seseorang mencari orang lain yang dapat melihat
sambil menghunuskan pedang, lalu orang yang dicari itu berlari
menjauh darinya, kemudian dia menjatuhkan dirinya (karena takut)
dari atas loteng, dan dia melihat (mengetahui) posisi loteng atau
dia sengaja menggulingkan diri ke dalam sumur atau api, dan dia
mengetahui posisi sumur atau api tersebut, kemudian dia tewas
seketika, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung
resiko kematiannya. Sebab, kematian itu terjadi berawal dari si
pencari akibat faktor pendorong yang dilakukannya tanpa ada
unsur pemaksaan, sementara si pemotong adalah faktor utama
kematiannya (yang melakukan tindakan langsung), maka ketentuan
hukum tersebut terkait dengan faktor utama (tindakan langsung;
menjatuhkan diri dari atas loteng, ke dalam sumur atau api) tidak
terkait dengan faktor pendukung. Sebagaimana jika orang yang
dicari itu takut terhadap si pencari tersebut, lalu dia bunuh diri.

Apabila seseorang mencari orang buta, lalu orang buta itu
berlari menjauh darinya, kemudian terjatuh dari atas loteng, atau
ke dalam sumur atau api, lalu dia tewas seketika, maka jika orang
buta itu seorang yang mengetahui posisi loteng, sumur atau api
tersebut, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung
resiko kematiannya, ini sesuai dengan alasan vang telah kami
sebutkan berkenaan dengan orang yang dapat melihat. Namun,
jilka orang buta yang dicari tersebut tidak mengetahui (posisi
loteng, sumur atau api), atau orang yang dicari itu orang yang
dapat melihat, namun dia tidak mengetahui pososi loteng, sumur
atau api tersebut, dan dia berlari menjauh darinya di atas loteng
vang dikiranya kuat, temyata dia terperosok dari atas loteng
tersebut, maka ahli waris ashabah (Agilah) si pencari itu
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berkewajiban membayar divat Karena, dia telah memaksa orang
vang itu untuk berlari.

Apabila orang yang dicari itu berlari menjauh dari si
pencari, lalu binatang buas menghadangnya di tengah jalan, maka
si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya.
Sebab, si pencari itu tidak pernah memaksa binatang buas itu
untuk membunuhnya, walaupun si pencari itu memaksa orang
vang dicari itu untuk berlari. Namun, pemaksaan itu faktor
pendukung, sedangkan terkaman binatang buas itu adalah
tindakan (yang mengakibatkan hilangnya nyawa). Dengan
demikian, adanya unsur ini (pemaksaan) dan tindakan itu
berkumpul, maka tanggungan tersebut terikat dengan tindakan
tersebut bukan dengan faktor pendukung yang ada.

Apabila seseorang mencari seorang anak atau orang gila
sambil menghunuskan sebilah pedang, lalu orang yang dicari itu
berlari menjauh darinya, dan menjatuhkan dirinya dari loteng,
kemudian dia tewas seketika, maka jika kita mengatakan bahwa
unsur sengaja dari keduanya itu adalah tindakan sengaja
(terencana), maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung
divat tersebut. Sedangkan jika kita mengatakan, bahwa unsur
sengaja dari keduanya itu merupakan tindakan tersalah, maka si
pencari itu berkewajiban menanggung diyat tersebut.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: “Apabila seseorang
melemparkan orang lain dari atas tebing, ...,” Asy-Svirazi ingin
meletakkan pernyataannya itu pada kasus jika seseorang
melemparkan orang lain dari atas tebing yang tinggi, yang
umumnya dia akan mati akibat pelemparan tersebut jika dia jatuh
ke tanah, tiba-tiba seseorang memotongnya menjadi dua bagian,
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Apabila ada seseorang yang menggali sumur di
tengah jalan umum yang tidak membahayakan nyawa
orang lain, maka jika orang itu menggalinya untuk
kepentingan pribadi, maka hukumnya sama seperti
jalan yang membahayakan orang lain akibat penggalian
sumur di tengah jalan tersebut. Karena dia tidak berhak
memonopoli sedikitpun jalan umum tersebut. Namun
jika dia menggalinya untuk kepentingan umum; jika
penggalian sumur itu dengan seizin penguasa, tiba-tiba
seseorang tewas akibat galian sumur tersebut, maka dia
tidak berkewajiban menanggung divat si korban tewas
tersebut. Karena perbuatan yang dilakukannya itu
berdasarkan izin dari penguasa untuk kepentingan
umum dan itu hukumnya diperbolehkan. Dengan
demikian, adanya unsur ini dia tidak terikat dengan
tanggungan tersebut.

Lain halnya jika penggalian sumur itu tanpa seizin
penguasa, maka ada dalam perkara ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berkewajiban
menanggung divat si korban yang tewas tersebut.
Karena dia menggalinya untuk kepentingan umum
tanpa membahayakan nyawa orang lain. Hal ini sama
seperti jika orang itu menggali sumur tersebut dengan
seizin penguasa.

Pendapat Kedua: Dia berkewajiban menanggung
diyat si korban yang tewas itu. Karena kebijakan yang
berhubungan dengan kepentingan umum, kewenangan-
nya hanya ada di tangan penguasa. Jadi, orang vang
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menghilangkan kewenangan penguasa yang berkenaan
kebijakan tersebut, maka dialah orang vang telah
melakukan kelalaian (melampui batas kewenangan).
Dengan demikian, dia harus menanggung divat si
korban tewas tersebut akibat perbuatannya itu.

Apabila ada seseorang membangun masjid yang
sama sekali tidak mengandung bahaya. Atau dia
meletakkan lampu gantung di dalam masjid. Atau dia
menggelar karpet di dalam masjid tanpa seizin
penguasa, tiba-tiba seseorang tewas akibat perbuatan-
nya tersebut, maka perbuatan tersebut sama seperti
penggalian sumur untuk kepentingan kaum muslimin.

Apabila ada seseorang menggali sumur di
kawasan bumi mati, karena dia hendak memilikinya
atau supaya orang lain memanfaatkannya, maka dia
tidak berkewajiban menanggung divat si korban tewas
akibat penggalian sumur tersebut. Sebab, dia bukan
orang yang lalai dalam penggalian sumur itu.

Apabila ada sumur di dalam rumahnya, yang
bibirnya benar-benar ditutupi, atau ada anjing galak,
lalu seseorang masuk rumahnya tanpa seizinnya, tiba-
tiba dia terperosok ke dalam sumur tersebut hingga
tewas seketika atau anjing itu menerkamnya hingga dia
tewas seketika, maka dalam masalah kewajiban
menanggung diyat si korban tewas tersebut ada dua
pendapat Asy-Syafi’i, sama seperti dua pendapat Asy-
Syafi’i, dalam kasus seseorang vang menyuguhkan
makanan yang telah diracun kepada orang lain, lalu
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orang lain itu memakannya, hingga akhirnya dia tewas
keracunan makanan tersebut.

Apabila ada seseorang mendesak seorang anak
untuk maju ke sasaran tembak, lalu anak panah tepat
mengenai tubuhnya hingga dia tewas, maka orang itu
berkewajiban menanggung diyvat si korban tewas.
Karena, si pemanah sama seperti penggali sumur,
sedang orang yang mendesak anak itu sama seperti
orang yang melemparkannya ke dalam sumur. Dengan
demikian, orang yang mendesaknya itu berkewajiban
menanggung divat kematian sang anak.

Apabila ada seseorang meletakkan tempayan air
di atas pagar tembok, lalu angin meruntuhkannya
menimpa seseorang hingga dia tewas seketika, maka
dia tidak berkewajiban menanggung divat si korban
tewas tersebut, karena dia meletakkannya di tempat
miliknya, dan tempayan air itu runtuh bukan karena
perbuatannya.

Apabila ada seseorang membangun pagar
tembok, lalu pagar itu miring ke jalan umum, dan
menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ishaq: Si pembangun pagar itu berkewajiban menang-
gung divat korban tersebut. Karena tatkala pagar itu
miring ke jalan umum, maka pemilik pagar itu
berkewajiban meruntuhkannya. Dengan demikian, jika
dia terus-menerus membiarkannya dalam kondisi
miring, maka dia tergolong orang yang lalai dengan
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membiarkannya miring. Maka dari itu, dia berkewajiban
menanggung divat si korban tewas tersebut. Hal ini
sama seperti kasus jika ada seseorang meruntuhkan
pagar yang miring ke jalan umum, dimana dia tidak
merusaknya sampai akhirnya seseorang tewas terbentur
pagar tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abi
Sa’id Al Ishthakhri, yaitu bahwa dia tidak berkewajiban
menanggung divat si korban tewas, karena dia
membangunnya di lahan miliknya, dan pagar itu runtuh
bukan karena perbuatannya, maka hal ini menyerupai
kasus jika pagar itu runtuh bukan karena posisinya yang
miring.

Pasal: Apabila pemilik rumah mengeluarkan
jendela ke jalan umum, lalu jendela itu jatuh menimpa
seseorang dan tewas seketika, maka pemilik rumah itu
berkewajiban menanggung seperdua dari diyat
kematiannya. Karena sebagian jendela berada di atas
lahan miliknya dan sebagian yang lain berada di luar
lahan miliknya (lahan umum). Dengan demikian, maka
seperdua dari diyat tersebut itu gugur, karena
mempertimbangkan jendela yang berada di atas lahan
miliknya, dan dia harus menanggung seperdua dari
divatnya tersebut karena mempertimbangkan jendela
vang berada di luar lahan miliknya (lahan umum).

Apabila sebagian balok kayu yang berada di atas
lahan umum patah, lalu menimpa seseorang korban
hingga tewas seketika, maka pemilik rumah harus
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menanggung semua diyat tersebut. Karena korban
tewas akibat kayu yang berada di atas lahan umum.

Apabila ada seseorang mengeluarkan saluran air
vang tinggi, lalu saluran air jatuh menimpa seorang
korban hingga tewas seketika akibat tertimpa saluran
air tersebut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Asy-Syafi’i dalam gaul gqadim menyatakan, bahwa
pemilik saluran air itu tidak harus menanggung divat-
nya. Karena dia terpaksa mengeluarkannya, dan dia
tidak menemukan cara lain untuk mengalirkan air
tersebut, lain halnya dengan jendela.

Sementara dalam qaul jadid, Asy-Syafi’i
mengatakan, bahwa pemilik saluran air itu harus
menanggung diyvat-nya, karena dia bukanlah orang yang
terpaksa mengeluarkannya, sebab dia dapat menggali
sumur di atas lahan miliknya, tempat dimana dia
mengalirkan air itu ke dalam sumur tersebut. Jadi,
saluran air itu sama seperti jendela. |

Pasal: Apabila ada binatang tunggangan beserta
seseorang (di jalan umum), lalu binatang itu menyerang
orang lain hingga mengkibatkan korban tersebut tewas,
atau (menyerang) harta benda hingga rusak dengan kaki
depannya atau kaki belakangnya, atau tanduknya, atau
binatang tunggangan itu kencing di tengah jalan umum,
lalu dia terpeleset akibat kencingnya itu dan korban
tewas seketika, maka pemilik binatang tunggangan itu
harus menanggung diyvat-nya. Karena binatang tersebut
berada di bawah kendali dan arahannya. Dengan
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demikian, tindakan binatang tunggangan itu sama
seperti tindakan krimimal pemiliknya.

Penjelasan:

Apabila ada seseorang meletakkan batu. Ini adalah salah
satu dari sekian banyak masalah yang dijelaskan dalam pasal ini.
Yaitu di tengah jalan umum atau di atas lahan milik orang lain
tanpa seizin pemiliknya, lalu seseorang yang tidak mengetahui batu
itu jatuh terpeleset dan tewas seketika akibat batu tersebut, maka
ahli waris ashabah (Aqilah) si peletak batu itu berkewajiban
membayar djvatnya. Dan kewajiban membayar 4afarah
dibebankan ke dalam hartanya. Karena, korban tewas akibat faktor
kelalaiannya meletakkan batu tersebut. Dengan demikian, dia wajib
menanggung resiko kematiannya itu. Begitu juga seterusnya, jika
ada seseorang meletakkan pisau, lalu ada orang lain terpeleset dan
jatuh menimpa pisau tersebut hingga korban tewas seketika, maka
dia harus membayar divat itu, sesuai dengan alasan vang telah
kami sebutkan dalam masalah peletakkan batu tersebut.

Jika ada seseorang meletakkan batu atau pisau, lalu ada
orang lain mendorong seseorang hingga jatuh menimpa batu atau
pisau tersebut dan korban tewas seketika, maka resiko kematian
itu harus ditanggung si pendorong tersebut. Karena si peletak batu
itu hanya merupakan faktor pendukung, sedangkan si pendorong
adalah faktor utama terjadinya kematian tersebut. Oleh karena itu,
dengan adanya unsur ini, maka ketentuan hukum penanggungan
divat ini terikat dengan faktor utama tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di tengah jalan
umum atau di atas lahan milk orang lain, dan ada orang lain
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meletakkan pisau di dekat batu tersebut, lalu seseorang terantuk
batu, dan jatuh menimpa pisau tersebut serta dia tewas seketika
akibat batu tersebut, maka si peletak batu itu berkewajiban
menanggung resiko kematiannya.

Abu Al Fayyadh Al Bashri berkata: Apabila pisau itu benda
tajam yang biasa digunakan alat pemotong, maka pihak yang
berkewajiban menanggung resiko kematiannya adalah si peletak
pisau tersebut. Jika pisau itu bukanlah benda yang biasa digunakan
sebagai alat pemotong, maka si peletak batu itu berkewajiban
menanggung divat korban. Karena pisau pemotong itu merupakan
alat yang dapat mematikan. Pendapat pertama adalah pendapat
vang masyhur. Karena, si peletak batu itu sama seperti si
pendorong korban hingga jatuh menimpa pisau tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di tengah jalan
umum, dan ada dua orang meletakkan batu di sampingnya, lalu
orang lain membentur kedua batu itu hingga terpeleset dan tewas
seketika, maka ulama madzhab Asy-Syafi’i tidak mempunyai nash
pendapat berkenaan dengan masalah ini, terkecuali para ulama
pengikut madzhab Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai
masalah ini.

Zufar berkata: Si peletak batu yang sendirian itu harus
menanggung seperdua divat tersebut. Karena perbuatannya sama
seperti perbuatan mereka berdua. Sementara seperdua yang
tersisa itu harus ditanggung oleh dua orang peletak batu yang lain.

Abu Yusuf berkata: Djyat tersebut wajib ditanggung mereka
bertiga masing-masing sepertiga. Jadi, resiko kematiannya itu
harus ditanggung oleh mereka secara kolektif.
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Ibnu Qudamah dari kalangan ulama madzhab Hanbali
berkata: Ini merupakan hasil analogi giyas madzhab Ahmad. Ibnu
Ash-Shabbagh dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Ini
merupakan hasil analogi qiyas madzhab Asy-Syafi'i. Al Imrani telah
mengukuhkannya dalam A/ Bayan. Karena faktor kematian itu
muncul dari ketiga orang tersebut.

Dengan demikian, resiko kematiannya itu wajib ditanggung
oleh mereka secara kolektif, sekalipun perbuatan mereka itu
berbeda-beda. Hal ini sama seperti jilka ada seseorang yang
melukai korban dengan sebuah luka, dan orang lain dua luka, dan
dia tewas karena luka-luka tersebut.

Cabang: Jika ada seseorang meletakkan batu di atas lahan
milik dirinya sendiri, atau memasang pisau, lalu seseorang terantuk
batu atau pisau dan korban tewas seketika, maka baik si peletak
batu maupun ahli waris ashabahnya (Agilah) tidak harus
menanggung resiko apapun. Karena dia bukan orang yang lalai
dengan meletakkan batu maupun pisau tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di atas lahan milik
orang lain tanpa seizin pemiliknya, dimana pemilik lahan juga
meletakkan pisau di dekat batu tersebut, lalu seseorang terantuk
batu hingga terpeleset dan jatuh menirripa pisau tersebut dan
tewas seketika, maka resiko kematiannya itu wajib ditanggung oleh
ahli waris ashabah si peletak batu tersebut. Karena dia sama
seperti si pendorong korban yang terpeleset menimpa pisau
tersebut.

Jika ada seseorang vang meletakkan batu di atas lahan
miliknya dan ada orang lain yang meletakkan pisau di dekat batu
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tersebut, lalu ada orang lainnya lagi terantuk batu tersebut hingga
terpeleset, dan jatuh menimpa pisau tersebut hingga korban itu
tewas seketika, maka diyat kematiannya itu wajib ditanggung oleh
ahli waris ashabah si peletak pisau tersebut bukan si peletak batu.
Karena orang yang lalai hanya si peletak pisau bukan si peletak
batu.

Cabang: Apabila ada seseorang yang menggali sumur lalu
orang lain terperosok ke dalam sumur tersebut dan dia tewas
seketika, maka masalah tersebut . tidak lepas adakalanya dia
menggali sumur itu di atas lahan miliknya atau di atas lahan milik
orang lain, di tengah jalan umum atau di lahan tak bertuan; jika dia
menggalinya di atas lahan miliknya, maka jika sumur itu nampak
terlihat, lalu orang itu masuk ke lahan miliknya dan tiba-tiba dia
terperosok ke dalam sumur tersebut hingga dia tewas seketika,
maka resiko kematiannya tidak wajib ditanggung oleh si penggali
sumur tersebut; baik dia masuk ke lahan miliknya itu dengan seizin
pemiliknya atau tanpa izin pemiliknya. Karena si penggali sumur
itu bukanlah orang yang lalai terkait penggalian sumur tersebut.

Lain halnya jika kondisi sumur itu tidak nampak terlihat,
misalnya bibir sumur itu tertutup rapat, tiba-tiba seseorang
terperosok ke dalam sumur tersebut hingga korban tewas seketika;
jika dia masuk ke lahan miliknya itu tanpa seizin pemiliknya, maka
resiko kematiannya itu tidak waijib ditanggung oleh si penggali
sumur tersebut. Karena korban itu orang yang lalai dengan
memasuki lahan milik orang lain tanpa izin.

Demikian juga, jika di rumah seseorang ada anjing galak,
lalu seseorang masuk ke rumahnya tanpa seizin pemilik rumah
tersebut, kemudian anjing itu menyerangnya dan dia tewas

62 || 41 Majmu’ Syarah 41 Muhadsdzab




seketika, maka resiko kematiannya itu tidak wajib ditanggung oleh
si pemilik rumah tersebut, sesuai dengan alasan yang telah kami
sebutkan.

Apabila pemilik rumah itu mengundangnya masuk, dan
orang yang diundang tidak mengetahui posisi sumur dan anjing
tersebut, lalu dia terperosok ke dalam sumur tersebut atau anjing
galak itu menyerangnya dan orang yang diundang itu tewas
seketika, maka kasus tersebut sama seperti kasus jika ada
seseorang yang menyuguhkan kepada orang lain makanan yang
beracun lalu orang itu memakannya, dalam hal ini ada dua
pendapat Asy-Syafi'i: Dalil kedua pendapat tersebut telah
disampaikan sebelumnya.

Sementara jika ada orang menggali sumur di atas lahan
milik orang lain; maka jika penggalian sumur itu dilakukan dengan
seizin pemilik lahan tersebut, maka resiko kematian orang yang
terperosok ke dalam sumur itu tidak wajib ditanggung oleh si
penggali sumur tersebut. Karena dia bukan orang vang lalai terkait
penggalian sumur tersebut. Sementara itu, jika dia menggalinya
tanpa seizin pemilik lahan tersebut, maka resiko kematian orang
vang terperosok ke dalam sumur itu wajib ditanggung oleh si
penggali sumur tersebut. Karena dia adalah orang yang lalai terkait
penggalian sumur tersebut.

Apabila pemilik lahan itu membebaskannya dari resiko
kematian orang yang terperosok ke dalam sumur tersebut, lantas
apakah si penggali sumur itu bebas dari resiko yang harus
ditanggungnya? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Svafi’i:
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Pendapat Pertama: Si penggali sumur itu belum bebas dari
resiko yang harus ditanggungnya, karena dia membebaskannya
dari resiko tanggungan yang belum wajib.

Pendapat Kedua: Si penggali sumur itu bebas dari resiko
vang harus ditanggungnya. Hal ini sama seperti kasus jika pemilik
lahan itu mengizinkannya dalam penggalian sumur tersebut.

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Apabila pemilik lahan itu
berkata: “Penggaliannya dengan seizinku,” maka pemyataannya
itu tidak dapat dibenarkan, lain halnya dengan pendapat Abu
Hanifah dan sesuai dengan pendapat Ahmad.

Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan
umum, dan kondisi badan jalan itu relatif sempit, maka resiko
kematian orang vang terperosok ke dalam sumur itu wajib
ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Karena penggalian
sumur jtu membahayakan nyawa kaum muslimin. Namun jika
kondisi badan jalan itu lebar, yang tidak membahayakan kaum
muslimin akibat penggalian sumur di tengah jalan umum tersebut,
seperti jalan umum kawasan yang lapang. Maka jika dia
menggalinya dengan seizin penguasa, maka resiko kematian orang
yang terperosok ke dalam sumur itu tidak wajib ditanggung oleh si
penggali sumur tersebut; baik penggalian sumur itu untuk
kepentingan pribadi si penggali sumur itu sendiri atau untuk
kepentingan kaum muslimin. Karena penguasa berwenang
memutuskan pemanfaatan jalan umum (yang dilalii kaum
muslimin) jika kondisi badan jalan itu lebar, sebagaimana penguasa
berwenang memutuskan pemanfaatan lahan tanah vang tak
bertuan.

Apabila dia menggalinya tanpa seizin penguasa, namun
penguasa itu telah memperkenankan penggalian sumur itu
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terhadap si penggali sumur tersebut, maka resiko kematian orang
vang terperosok ke dalam sumur itu gugur dari tanggungannya.

Ahmad dan para pengikutnya berkata: Apabila kondisi
badan jalan itu lebar, lalu orang itu menggalinya di atas sebagian
lokasi dari badan jalan tersebut, yaitu lokasi penggalian yang
membahayakan kaum muslimin, maka si penggali sumur itu harus
menangung resiko kematian orang yang terperosok ke dalam
sumur tersebut.

Apabila dia menggali di lokasi yang tidak mengandung
bahaya sama sekali maka kami perlu meninjau kembali
permasalahan tersebut; apabila dia menggalinya untuk
kepentingan pribadi, maka dia harus menanggung resiko kematian
vang terjadi akibat adanya sumur tersebut. Baik dia menggalinya
dengan seizin penguasa atau tanpa seizin penguasa.

Para pengikut Ahmad berkata: Karena korban tewas itu
akibat penggalian sumur di atas lahan milik bersama tanpa seizin
pemiliknya untuk kepentian lain selain kepentingan mereka.
Dengan demikian, si penggali sumur itu harus menanggung resiko
kematian korban tersebut. Hal ini sama seperti jika penguasa itu
tidak pemah mengizinkannya. Lain halnya dengan penggalian
sumur (untuk kepentingan mereka).

Sedangkan menurut ulama madzhab kami, bahwa jika dia
menggalinya dengan seizin penguasa, maka dia tidak harus
menanggung resiko kematian orang yang terperosok ke dalam
sumur tersebut, karena penguasa berwenang memberi izin
pemanfaatan lahan yang tidak mengandung bahaya sama sekali,
ini terbukti bahwa penguasa berwenang memberi izin pemanfaatan
ruang kosong di samping kanan kiri jalan umum tersebut untuk
kegiatan perekonomian dan memutuskan kegiatan apa saja yang
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boleh dikembangkan di atas lahan kosong tersebut terhadap siapa
saja, vyaitu orang-orang vyang ingin melakukan kegiatan
perekonomian seperti jual beli.

Apabila ada seseorang menggali sumur tanpa seizin
penguasa, maka jika penggalian sumur itu untuk kepentingan
pribadi si penggali itu sendiri, maka resiko kematian orang vang
terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan si penggali
sumur tersebut. Karena dia berwenang memonopoli lahan yang
menjadi milik jamaah kaum muslimin tanpa seizin penguasa, sebab
penggalian sumur di tengah jalan umum itu lokasi hasil ijtihad
penguasa.

Jika penggalian sumur itu untuk kepentingan kaum
muslimin, maka apakah resiko kematian orang yang terperosok ke
dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur
tersebut?

Asy-Syaikhani Abu Hamid dan Abu Ishaq menyampaikan
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafii dalam masalah itu.
Sementara ulama lain selain mereka menyampaikannya dengan
istilah dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Al Qadhi Abu Hamid Al Marwazi telah
menceritakannya dari gaw/ gadim, bahwa resiko kematian orang
yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si
penggali sumur tersebut. Sebab, dia menggalinya tanpa seizin
penguasa. Dengan demikian, hal ini sama seperti jika orang itu
menggalinya untuk kepentingan pribadi.

Pendapat Kedua: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah
menceritakannya dari gau/ jadid, bahwa resiko kematian orang
yang terperosok ke dalam sumur itu tidak menjadi tanggungan
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waijib si penggali sumur tersebut. Sebab, dia menggalinya untuk
kepentingan kaum muslimin. Dan mereka terkadang memang
memerlukan penggalian sumur itu. Dengan demikian, hal ini sama
seperti jika orang itu menggalinya dengan seizin penguasa.

Apabila ada seseorang menggali sumur di atas lahan tak
berpemilik (Mawaal), karena dia hendak menjadikannya sebagai
hak milik, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam
sumur itu tidak menjadi tanggungan wajib si penggali sumur
tersebut. Karena dia memilikinya melalui /Ava’ (aktivitas
pengelolaan lahan kosong dengan mendirikan bangunan, usaha
perkebunan, atau pengelolaan tanah secara produktif lainnya).
Dengan demikian, hal ini sama seperti jika orang itu menggalinya
di atas lahan tanah miliknya.

Begitu pula, jika ada seseorang menggali sumur di atas
lahan tak berpemilik (Mawaa), bukan karena dia hendak
menjadikannya sebagai hak milik, tetapi karena dia hendak
mengambil manfaat sumur itu selama dia tinggal di lokasi tersebut.
dJadi, jika dia pergi meninggalkannya, maka lahan tanah tersebut
menjadi milik kaum muslimin, sehingga tidak ada resiko apapun
vang harus ditanggung si penggali sumur tersebut. Karena dia
berhak memanfaatkan lahan tak bertuan tersebut (Mawaa).
Dengan demikian, dia bukan orang yang lalai terkait penggalian
sumur tersebut.

Cabang: Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah
jalan umum, dan ada orang lain meletakkan batu di tengah jalan
tersebut, kemudian seseorang terantuk batu itu hingga terpeleset
dan terperosok ke dalam sumur tersebut, dan dia tewas seketika,
maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu
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menjadi tanggungan wajib si peletak batu tersebut. Karena dia
sama seperti si pendorong korban itu terperosok ke dalam sumur.

Jika banjir bandang membawa material batu sampai ke
bibir sumur tersebut, dan seseorang terantuk batu itu hingga
terpeleset lalu terperosok ke dalam sumur dan tewas seketika,
maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang yang terperosok
ke dalam sumur itu tidak menjadi tanggungan wajib si penggali
sumur tersebut. Karena dia tewas akibat terpeleset di atas jalan
yang berbatu, dan tidak ada kelalaian sama sekali dari si penggali
sumur itu terkait dengan keberadaan batu tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah,
bahwa resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu
menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Karena
dialah orang vyang lalai (terkait penggalian sumur vyang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang). Dengan demikian, resiko
kematian orang vyang terperosok ke dalam sumur itu menjadi
tanggungan waijib si penggali sumur tersebut.

Hal ini sama seperti jika ada seseorang meletakkan batu di
atas lahan miliknya dan ada orang lain meletakkan pisau di dekat
batu tersebut, lalu seseorang terantuk batu itu hingga terpeleset,
lalu dia terjatuh menimpa pisau itu dan dia tewas seketika, maka
resiko kematian orang yang jatuh menimpa pisau itu menjadi
tanggungan wajib si peletak pisau tersebut.

Jika ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum,
dan ada orang lain meletakkan pisau di dasar sumur tersebut, lalu
seseorang terperosok ke dalam sumur itu dan jatuh menimpa
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pisau tersebut, lalu pisau itu membunuhnya hingga tewas, maka
dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang vang jatuh
menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur
tersebut. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Hal ini sama
seperti keterangan yang telah kami sampaikan dalam kasus dua
orang yang mana salah satunya meletakkan batu dan yang lainnya
meletakkan pisau, dan seseorang terantuk batu hingga terpeleset
jatuh menimpa pisau tersebut, maka resiko kematian orang yang
jatuh menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si peletak batu
tersebut.

Pendapat Kedua: Resiko kematian orang vyang jatuh
menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si peletak pisau
tersebut. Karena kematiannya itu terjadi akibat si korban itu
terjatuh menimpa pisau tersebut, sebelum dia jatuh ke dasar
sumur.

Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan
umum, lalu dia menguruk sumur itu dengan tanah, dan kemudian
ada orang lain mengeluarkan urukan sumur tersebut, maka dalam
kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang yang terperosok
ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur
tersebut. Karena dia pertama yang berbuat lalai.

Pendapat Kedua: Resiko kematian orang yang terperosok
ke dalam sumur itu tanggungan wajib orang kedua, karena unsur
kelalaian orang pertama benar-benar hilang dengan adanya
pengurukan sumur itu dengan tanah.
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Jika ada seseorang menggali sumur di atas lahan milik
bersama antara dia dan dua orang rekanan yang lain tanpa seizin
mereka, dan seseorang tewas akibat sumur tersebut, Ibnu Ash-
Shabbagh berkata: Qiyas madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa
semua diyat itu harus ditanggung oleh si penggali sumur tersebut.
Demikian, Ahmad dan para pengikutnya berpendapat.

Abu Hanifah berkata: Si penggali itu harus menanggung
resiko yang sepadan dengan bagian kedua rekan vang lain.
Dengan demikian, jika dia mempunyai dua rekan, tentunya dia
harus menanggung resiko dua pertiga korban tewas tersebut.
Karena dia telah berbuat kelalaian di atas bagiannya yang menjadi
milik bersama.

Abu Yusuf berkata: Seperdua dari resiko kematian orang
vang teperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan si
penggali sumur, karena korban tewas akibat kelalaian dari kedua
belah pihak, sehingga resiko kematian yang harus ditanggung
itupun dibagi dua. Hal ini sama seperti jika seseorang melukai

korban dengan sebuah luka, lalu ada orang lain melukai korban
dengan dua buah luka.

Yang menjadi dalil kami adalah bahwa si penggali sumur itu
adalah orang yang berbuat kelalaian terkait penggalian sumur di
atas lahan milik bersama tersebut. Dengan demikian, dia harus
menanggung resiko orang yang jatuh terperosok ke dalam sumur
tersebut. Hal ini sama seperti kasus jika penggalian sumur itu di
atas lahan milik orang lain, dimana perserikatan itu menetapkan
adanya kelalaian terkait dengan semua galian sumur tersebut.
Dengan demikian, penggalian sumur itu menjadi faktor yang
menetapkan semua resiko kematian tersebut.

70 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yusuf terbantah
dengan kasus jika dia menggalinya di tengah jalan umum milik
bersama. Sebab si penggali sumur itu mempunyai hak berkenaan
dengan jalan tersebut, sekalipun demikian dia tetap harus
menanggung resiko kematian korban yang terperosok ke dalam
sumur tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus sebagian mitra
vang memberinya izin terkait penggalian sumur tersebut —tidak
sebagian yang lainnya—, hal ini sama seperti ketentuan hukum
vang berlaku dalam kasus jika dia menggalinya di atas lahan milik
bersama antara dia dan rekan yang lain, karena dia tidak
diperkenankan melakukan penggalian sumur dan tidak pula
kewenangan lainnya sampai dengan semua mitra tersebut
mengizinkan.

Cabang: Apabila ada seseorang mendirikan masjid di
tengah jalan umum, yang tidak memabahayakan kaum muslimin
akibat penyempitan jalan tersebut; jika dia mendirikan masjid itu
untuk kepentingan pribadinya, maka itu tidak boleh. Apabila
bangunan masjid itu runtuh menimpa seseorang, maka dia harus
menanggung resiko kematiannya tersebut. Namun jika dia
mendirikannya untuk kepentingan kaum muslimin; jika pendirian
bangunan masjid itu dengan seizin penguasa, maka pendirian
bagunan masjid di tengah jalan umum itu diperbolehkan, dimana
tidak ada resiko apapun yang harus ditanggunnya.

Apabila dia mendirikan masjid itu tanpa seizin penguasa,
maka hal ini sama seperti jika dia menggali sumur di tengah jalan
umum untuk kepentingan kaum muslimin, permasalahan ini pun
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sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah kami sebutkan
dalam masalah penggalian sumur tersebut.

Apabila di jalan umum itu berdiri sebuah masjid yang
diperuntukan bagi kaum muslimin, lalu atapnya runtuh, dimana
seseorang mengembalikannya seperti semula dengan material yang
sama atau material yang lain, dan atap itu kembali runtuh
menimpa seseorang, maka resiko kematiannya itu tidak menjadi
tanggungan wajib orang yang mengembalikan atap masjid yang
runtuh tersebut. Karena masjid itu untuk kaum muslimin.

Apabila ada seseorang menggelar karpet di dalam masjid
kaum muslimin atau dia memasang lampu gantung di dalam
masjid, lalu seseorang terpeleset akibat karpet itu atau lampu itu
jatuh menimpanya hingga dia tewas seketika; jika dia melakukan
itu dengan seizin penguasa, maka tidak ada resiko apapun yang
harus ditanggungnya. Namun jika dia melakukan perbuatan itu
tanpa seizin penguasa (atas inisiatif sendiri), maka hal ini sama
seperti jika seseorang menggali sumur di tengah jalan umum yang
lebar untuk kepentingan kaum muslimin tanpa seizin penguasa,
perkara ini sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah
disebutkan dalam masalah penggalian sumur tersebut.

Ahmad berkata: Tidak ada resiko apapun yang harus
ditanggungnya, baik perbuatan itu dilakukan dengan seizin
penguasa atau tanpa seizin penguasa. Abu Hanifah berkata:
Apabila dia menggelar karpet dan memasang lampu gantung di
dalam masjid, maka dia harus menanggung resiko kematian orang
tersebut selama tetangga masjid itu tidak memberi izin
dilakukannya perbuatan itu.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa dia melakukan
perbuatan yang terbaik terkait masjid tersebut, dan dia tidak
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pernah berbuat lalai, di samping itu pembangunan masjid itu
termasuk ibadah yang paling agung. Alasan lain, perbuatan ini
(penggelaran karpet masjid dan pemasangan lampu gantung)
adalah perbuatan yang diizinkan ditinjau dari segi adat kebiasaan
vang berlaku, karena ketentuan adat itu membolehkan melakukan
perbuatan ini secara sukarela tanpa proses perizinan, sehingga
orang vang melakukan perbuatan itu tidak wajib menanggung
resiko apapun, sama seperti perbuatan yang diberikan izin secara
lisan.

Cabang: Apabila ada seseorang membangun pagar di atas
lahan miliknya dengan posisi berdiri tegak, tiba-tiba pagar itu
runtuh menimpa seseorang tanpa membiarkannya dalam posisi
miring sebelumnya dan tidak pula dibiarkan runtuh sedikit demi
sedikit, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggung si
pembangun pagar tersebut. Karena dia tidak bertindak lalai.

Jika orang itu membangun pagar tersebut dengan posisi
berdiri tegak, lalu pagar miring ke lahan miliknya atau dia
membangunnya dengan posisi miring ke lahan miliknya, tiba-tiba
pagar runtuh menimpa seseorang dan menewaskannya, maka si
pendiri pagar itu tidak wajib menanggung resiko kematian orang
itu. Karena, dia berhak melakukan apa saja di atas lahan miliknya.

Apabila orang itu membangun pagar dengan posisi miring
ke jalan umum, tiba-tiba pagar itu runtuh menimpa seseorang dan
menewaskannya, maka ahli waris ashabafrnya wajib menanggung
diyat tersebut, sedangkan kafarahnya dibebankan ke dalam harta
si pembangun pagar tersebut. Karena dia berhak memanfaatkan
ruang udara dari jalan umum tersebut dengan syarat tetap harus
menjamin keselamatan orang lain. Dengan demikian, jika
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seseorang tewas akibat pembanguan pagar yang miring ke jalan
umum tersebut, maka resiko kematiannya itu wajib ditanggungnya.

Apabila dia membangun pagar dengan posisi berdiri tegak
di atas lahan miliknya, dimana pagar itu miring ke jalan umum,
kemudian runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya,
maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Abu Ishaq berkata: Ahli waris ashabahnya waijib
menanggung resiko kematian sang korban, karena dia telah
bertindak lalai dengan membiarkan pagar itu dalam posisi miring.
Dengan demikian, maka orang itu wajib menanggung resiko
kematiannya. Hal ini sama seperti jika dia membangunnya dengan
posisi miring ke jalan umum.

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata: Tidak wajib menanggung
resiko kematiannya tersebut. Ini merupakan pendapat yang di-
nash oleh Asy-Syafi'i. Karena kemiringan itu terjadi bukan berawal
dari perbuatannya. Maka hal ini sama seperti jika pagar itu runtuh
menimpa seseorang tanpa ada kemiringan sebelumnya.

Apabila pagar seseorang miring ke ruang udara rumah
orang lain, maka tetangganya itu berhak menuntutnya agar
menghilangkan pagar tersebut, karena ruang udara tersebut hak
milik tetangganya. Dengan demikian, tetangganya itu berhak
menuntutnya agar menghilangkan bangunan tersebut dari hak
miliknya. Hal ini sama seperti keterangan vang telah kami
sampaikan berkenaan dengan masalah pohon yang dahannya
menjalar ke ruang udara milik orang lain.

Apabila pagar yang miring ke ruang udara tetangganya itu
tetap terus dibiarkan sampai runtuh menimpa seseorang hingga
menewaskannya, lantas apakah si pembangun pagar itu waijib
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menanggung resiko kematiannya tersebut? Jawabannya sama
seperti dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i dalam masalah pagar
yang miring ke jalan umum.

Jika pagar seseorang runtuh sedikit demi sedikit bukan
karena kemiringan pagar tersebut, Abu Sa’id Al Ishthakhri dan
Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Maka tetangganya itu tidak
berhak menuntutnya agar merusak pagar tersebut, karena pagar
itu berdiri di atas lahan miliknya. Dengan demikian, apabila pagar
itu runtuh menimpa seseorang (hingga tewas), maka tidak ada
resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jawaban ini perlu ditinjau
ulang terlebih dahulu, karena si pemilik lahan itu dilarang menaruh
di atas lahan miliknya sesuatu yang dia ketahui akan berdampak
buruk pada lahan milik orang lain, sebagaimana dia tidak boleh
menyalakan api di atas lahan miliknya yang dapat menjalar ke
lahan milik orang lain disertai adanya tiupan angin, dan tidak boleh
membuang di atas lahan sekitar rumahnya sesuatu yang akan
berdampak buruk pada lahan sekitar rumah orang lain. Demikian
juga dalam kasus ini sama seperti itu (berdampak buruk pada lahan
milik orang lain). Karena kenyataannya jika pagar itu runtuh sedikit
demi sedikit, maka akan berdampak buruk pada lahan milik orang
lain. Inilah yang menjadi pendapat ulama madzhab kami.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membangun
pagar dengan posisi berdiri tegak, kemudian miring ke lahan
sekitar rumah orang lain, maka jika orang lain itu menuntut agar
merusaknya, dan dia telah memperlihatkan kemiringan pagar itu
kepada si pembangun pagar tersebut, namun dia belum juga
merusaknya sampai pagar itu runtuh hingga menewaskan
seseorang, maka si pembangun pagar itu harus menanggung
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resiko kematian korban. Lain halnya jika pemilik pagar itu pergi
karena hendak mendatangkan para pekerja bangunan untuk
merusaknya, tiba-tiba pagar itu runtuh menimpa sesuatu hingga
rusak, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Ahmad tidak menjawab masalah ini. Namun para
pengikutnya memilih berpendapat, bahwa pembangunan pagar itu
harus menanggung resiko kematian orang yang tewas tertimpa
reruntuhan pagar tersebut. Mereka juga berkata: Ahmad telah
memberi isyarat jawaban seperti ini. Demikian pula, Al Hasan, An-
Nakha'i dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa pagar itu adalah
bangunan yang pondasinya diletakkan di atas lahan miliknya.
Dengan demikian, si pembangun pagar itu tidak wajib
menanggung resiko kematian orang vang tertimpa reruntuhan
bangunan tersebut, hal ini sama seperti jika kondisi pagar itu
runtuh tanpa ada kemiringan sebelumnya, atau sama seperti jika
pagar itu posisinya sudah miring dan runtuh tanpa ada permintaan
untuk merusak pagar itu dari tetangganya dan memperlihatkan
kemiringinan itu kepadanya.

Jika ada seseorang menaruh beberapa tempat air dari kulit
(withaab; galon air) di atas pagarnya, lalu tempat air itu jatuh ke
samping rumah orang lain atau ke jalan umum, atau pagarnya
runtuh ke samping jalan umum atau ke samping rumah orang lain,
lalu seseorang terantuk tempat air atau reruntuhan bangunan
pagar tersebut hingga terpeleset dan tewas seketika, maka apakah
si penaruh tempat air (pemilik pagar) itu wajib menanggung resiko
kematiannya tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i:
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Apabila ada seseorang mengeluarkan jendela atau atap
beranda rumah yang membahayakan pengguna jalan umum ke sisi
jalan umum, maka dia boleh dicegah untuk melakukan perbuatan
tersebut dan disuruh menghilangkannya. Apabila dia tetap
membiarkannya seperti itu sampai runtuh menimpa seseorang
hingga menewaskannya, maka resiko kematiannya itu wajib
ditanggungnya. Karena dia adalah orang yang telah bertindak lalai
terkait perbuatannya itu (yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain).

Apabila dia mengeluarkan jendela atau atap beranda rumah
vang tidak membahayakan pengguna jalan umum ke sisi jalan
umum, maka dia tidak boleh dicegah untuk melakukan perbuatan
tersebut. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Penjelasannya
telah disampaikan dalam pembahasan shulh (mediasi). Jika kayu
vang terpasang di atas pagar itu jatuh menimpa seseorang dan
menewaskannya, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu;
apabila sebagian kayu yang terpasang di atas pagar tidak runtuh,
bahkan kayu yang terpasang di atas pagar itu patah mulai dari
bagian yang keluar dari pagar itu tersebut dan runtuh menimpa
seseorang dan menewaskannya, maka ahli waris ashabahnya
wajib menanggung resiko semua diyat vang ada. Karena
kewenangannya memanfaatkan ruang udara jalan umum itu harus
disertai jaminan keselamatan nyawa orang lain.

Apabila bagian-bagian kayu yang diletakkan di atas pagar
miliknya itu runtuh dan menewaskan seseorang, maka ahli waris
ashabahnya wajib menanggung resiko seperdua dari divat
tersebut. Karena korban tewas itu akibat sesuatu yang dia letakkan
di atas lahan miliknya dan di ruang udara jalan umum tersebut.
Dengan demikian, resiko kematian yang harus mereka tanggung

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 77



itu dibagi dua. Resiko yang menjadi perimbangan bangunan yang
berada di atas miliknya gugur, dan dia wajib menanggung resiko
bangunan yang berada di ruang udara jalan umum tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyampaikan pendapat lain,
harus dilihat berapa jumlah kayu yang diletakkan di atas pagar
tersebut, dan berapa jumlah kayu yang berada di ruang udara jalan
umum atau bagian kayu yang keluar dari pagar tersebut, ketentuan
hukum yang berkenaan dengan kasus ini semuanya sama, karena
korban tewas akibat semua kayu itu. Pendapat pertama
merupakan pendapat yang masyhur.

Para pengikut madzhab Ahmad berkata: Pihak vang
mengeluarkan kayu ke sisi jalan itu harus menanggung resiko
kematiannya korban itu. Karena korban tewas itu akibat bangunan
vang dia keluarkan ke area pengguna jalan umum. Dengan
demikian, dia harus menanggung resiko kematiannya. Hal ini sama
seperti jika dia membangun pagar dengan posisi miring ke jalan
umum, lalu runtuh hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang
lain, atau dia mendirikan balok kayu di atas lahan miliknya dengan
posisi miring. Alasan lain, bahwa mengeluarkan bangunan ke sisi
jalan umum itu adalah tindakan yang mengakibatkan dia harus
menanggung sebagian resiko, sehingga akibat perbuatannya itu,
dia harus menanggung resiko seluruhnya sesuai dengan hukum
asalnya.

Cabang: Jika ada seseorang berinisiatif mengeluarkan
saluran air (Miizab) ke jalan umum, maka inisiatif itu boleh
dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah utarakan dalam
kitab Adh-Dhaman (Resiko yang wajib ditanggung), vaitu bahwa
Umar & suatu hari melintas di bawah saluran air milk Al
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Abbas @, lalu tetesan air menimpa dirinya, kemudian dia
menyuruh melepasnya, tiba-tiba Al Abbas keluar sembari berkata:
“Apakah kamu hendak melepas saluran air yang dibuat oleh
Rasulullah 4%.” Lalu Umar berkata: “Tidak boleh meninggikannya
kecuali setinggi orang yang naik di atas punggungku.” Lalu Umar
membungkuk dan Al Abbas naik ke atas punggungnya, lalu dia
meletakkan saluran air tersebut. Kewenangan mengeluarkan
saluran air ke jalan umum itu adalah jima’ tidak ada perbedaan
pendapat mengenai hal ini.

Dengan demikian, jika saluran air itu runtuh menimpa
seseorang hingga menewaskannya atau (menimpa) bintang ternak
hingga mengakibatkan binatang ternak itu mati, maka Asy-Syirazi
dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i menyampaikan dua
pendapat Asy-Syafi’i berkenaan dengan kasus ini.

Dalam qau/ gadim, Asy-Svafi'i menyatakan, bahwa pemilik
saluran air tidak harus menanggung divatnya. Demikian pula
Malik berpendapat. Karena dia bukan orang yang bertindak lalai
terkait perbuatannya mengeluarkan saluran air tersebut. Hal ini
sama seperti jika dia mengeluarkannya ke sisi lahan miliknya.
Alasan lainnya adalah, bahwa dia adalah orang yang terpaksa
mengeluarkannya, dimana dia tidak menemukan cara lain untuk
mengalirkan air tersebut. Dengan demikian, resiko kerusakan
(kematian) akibat tertimpa saluran air itu tidak wajib
ditanggungnya.

Sementara dalam qau/ jadid, Asy-Syafi'i berkata: Pemilik
saluran air harus menanggung resiko kematiannya (divatnya).
Demikian pula Abu Hanifah berpendapat. Ini merupakan
pendapat madzhab menurut Ahmad, serta tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan para pengikutnya. Sebab, dia hanya boleh
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memanfaatkan ruang udara jalan umum tersebut. Dengan
demikian, jika seseorang tewas akibat tertimpa saluran air tersebut,
resiko kerusakan (kematian) akibat tertimpa saluran air itu wajib
ditanggungnya, hal ini sama seperti jawaban kami dalam masalah
jendela.

Alasan pendapat pertama adalah, karena pemilik rumah itu
tidak menemukan cara lain untuk mengalirkan air dan juga tidak
tepat, karena dia dapat saja menggali sumur di atas lahan miliknya,
vang mana dia dapat mengalirkan air tersebut ke sumur itu.
Dengan demikian, jika kita menjawab masalah tersebut dengan
pendapat kedua, dimana kesemua saluran air itu berada di atas
lahan miliknya dan yang keluar dari lahan miliknya itu runtuh dan
menewaskan seseorang, maka dia wajib menanggung resiko
kematian korban itu. Lantas berapa diyat vang waijib
ditanggungnya?

Berdasarkan pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-
Syafi'i, bahwa dia wajib menanggung seperdua dari divat korban
itu. Sedangkan jika kita berpedoman pada pendapat kedua yang
telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, maka divat itu
dibagi-bagi sesuai dengan posisi saluran air tersebut. Dengan
demikian, Sebagian diyat itu gugur sesuai dengan kadar saluran air
vang berada di atas lahan miliknya, kemudian sebagian divaf yang
lainnya itu wajib ditanggung sesuai dengan kadar saluran air yang
keluar dari lahan miliknya tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila saluran air seseorang yang
berada di ruang udara jalan umum tersebut menimpa orang lain,
maka dia wajib menanggung semua diyatnya. Sedangkan jika
saluran air itu menimpanya dengan bagian yang berada di atas
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pagamya tersebut, maka dia tidak wajib menanggung resiko
kematiannya tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa korban tewas itu
akibat adanya pergeseran posisi semua saluran air tersebut bukan
sebagiannya. Jika saluran air itu dibagi dua, lalu sebagian yang
keluar dari lahan miliknya itu runtuh dan menewaskan seseorang,
maka kesemua dlivat sang korban itu wajib ditanggung oleh ahli
waris ashabahnya. Dengan demikian jalan keluar dari masalah ini
dan masalah sebelumnya dapat dikatakan, “Seseorang telah
membunuh orang lain dengan balok kayu, maka akibat
perbuatannya itu, dia wajib menangung sebagian divat korban
yang dibunuh. Namun jika dia dengan sengaja membunuhnya
dengan menggunakan balok kayu itu, maka dia wajib menanggung
semua diyat korban yang dibunuhnya itu.”

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Jika saluran air itu runtuh
menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka ada tiga

pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i.

Pendapat Pertama: Pemilik saluran itu harus menanggung
resiko kematiannya.

Pendapat Kedua: Tidak ada resiko apapun yang harus
ditanggungnya.

Pendapat Ketiga: Seperdua dari divat tersebut harus
ditanggung oleh ahli waris ashabahnya tanpa ada perincian

apapun (apakah saluran air itu berada di atas lahan miliknya atau
keluar dari lahan miliknya).
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Cabang: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Jika ada
seseorang membuang di depan pintu rumahnya kulit buah yang
licin, kacang yang basah atau buah badam, atau dia mencipratinya
dengan air, lalu seseorang terpeleset akibat perbuatannya itu
hingga tewas seketika, maka divatnya itu harus ditanggung oleh
ahli waris ashabahnya dan kafarah sang korban itu dibebankan ke
dalam harta si pembuang kulit buah tersebut. Karena dia
mempunyai kewenangan memanfaatkan barang yang mubah
dengan syarat menjamin keselamatan orang lain. Dengan
demikian, jika pemanfaatan barang yang mubah itu mendatangkan
akibat berupa kematian seseorang, maka dia harus menanggung
resiko kematiannya itu.

Jika ada seseorang menaiki binatang tunggangan, lalu
kencing di tengah jalan umum atau buang kotoran dan seseorang
terpeleset akibat menginjak kencing atau kotoran binatang
tersebut, dan dia tewas seketika, maka dia harus menanggung
resiko kematiannya.

Begitu juga, apabila ada binatang tunggangan menyerang
seseorang hingga mengkibatkan korban tewas dengan kaki depan,
kaki belakang, atau tanduknya, maka pemilik binatang tunggangan
itn harus menanggung resiko kematian sang korban. Karena
dirinya harus menanggung resiko binatang tunggangannya.
Dengan demikian, jika ada suatu benda rusak akibat ulah binatang
tunggangannya itu, maka hal itu seperti kasus jika kerusakan suatu
benda itu akibat perbuatan pemiliknya.

Apabila ada seseorang meletakkan gentong air di atas
pagar tembok, lalu angin meruntuhkannya menimpa seseorang
hingga dia tewas seketika, maka dia tidak berkewajiban
menanggung divat si korban tewas tersebut, karena dia bukan
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orang yang bertindak lalai dengan meletakkannya di atas pagar
miliknya, dan gentong air itu runtuh bukan karena perbuatannya.

Begitu juga, jika seseorang menyalakan tungku perapian di
atas lahan miliknya dimana percikan apinya membumbung tinggi
ke rumah orang lain, lalu mengakibatkan rumabh itu terbakar, maka
tidak ada resiko yang harus ditanggungnya sesuai alasan yang
telah kami sebutkan.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila kedua
penunggang kuda (pengendara), atau kedua pejalan
kaki bertabrakan, dan keduanya tewas seketika, maka
masing-masing dari mereka wajib menanggung resiko
seperdua dari divat korban yang lainnya.

Al Muzani berkata: Apabila salah seorang dari
mereka tewas dengan kondisi berbaring, lalu yang lain
tewas dengan kondisi tubuh terlungkup, maka orang
vang terlungkup itu harus menanggung divat orang
yang tewas dengan kondisi terlungkup, sedangkan divat
orang vang tewas dengan kondisi tengkurap itu
terbuang sia-sia. Karena kenyataannya orang vang
tewas dengan posisi menelungkup itu adalah si
pembunuh dan orang yang tewas dengan posisi
berbaring itu adalah yang dibunuh.

Pendapat Al Muzani ini tidak tepat, karena
masing-masing dari mereka tewas akibat tindakannya
sendiri dan tindakan kawannya. Dengan demikian,
maka seperdua divat sang korban terbuang sia-sia
akibat tindakannya sendiri tersebut, dan seperdua
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sisanya tetap wajib dibayar akibat tindakan kawannya
tersebut. Hal ini sama seperti jika masing-masing dari
mereka itu melukai dirinya sendiri, dan kawannya pun
turut melukainya.

Argumen pendapat Al Muzani tidak benar, karena
bisa jadi korban yang tewas dengan posisi berbaring itu
menabrak dengan tabrakan yang sangat keras, lalu dia
jatuh dengan posisi berbaring akibat tabrakan yang
sangat keras.

Apabila ada dua orang anak menaiki kendaraan
hewan, atau walinya menaikkan mereka di atas dua
kendaraan hewan miliknya, mereka bertabrakan dan
keduanya tewas seketika, maka keduanya sama seperti
orang vang sudah cukup umur untuk kawin (baligh).

Apabila ada seorang yang bukan wali mereka
menaikkan kedua anak itu di atas dua kendaraan hewan
lalu kedua anak itu bertabrakan, dan keduanya tewas
seketika, maka orang yang menaikkan kedua anak itu di
atas dua kendaraan itu wajib menanggung divat masing-
masing dari mereka, vaitu seperdua sebagai
implementasi dari tindakan pembunuhan yang
dilakukan oleh masing-masing dari kedua anak tersebut
atas dirinya, dimana seperdua divat lainnya itu adalah
akibat tindakan yang dilakukan oleh anak yang lain
kepada kawannya.

Apabila dua perempuan hamil bertabrakan hingga
keduanya tewas seketika, dimana kedua janin mereka
itu mati keguguran, maka ketentuan hukum mereka
berkenaan dengan resiko yang harus ditanggung
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keduanya sama seperti ketentuan hukum dua orang
laki-laki.

Terkait dengan masalah kehamilan tersebut,
maka masing-masing dari kedua perempuan hamil itu
wajib menanggung resiko seperdua dari divat janinnya
dan seperdua dari diyvat janin perempuan hamil yang
lain, karena kematian kedua janin itu dikaitkan dengan
tindakan kedua perempuan hamil tersebut.

Apabila ada seseorang berdiri di atas lahan
miliknya atau di tengah jalan umum yang lebar, lalu
seseorang menabraknya, hingga keduanya tewas
seketika, maka divat si penabrak itu terbuang sia-sia.
Sebab, dia tewas akibat perbuatannya itu, yang mana
dia telah bertindak lalai melakukan perbuatan tersebut,
dan diyat korban yang ditabrak wajib ditanggung oleh
ahli waris ashabah si penabrak tersebut. Karena si
penabrak itu telah menewaskannya akibat tabrakan
yang mana dia telah bertindak lalai melakukan
perbuatan tersebut.

Apabila ada seseorang berdiri di tengah jalan
umum yang sempit, lalu seseorang menabraknya dan
keduanya tewas seketika, maka ahli waris ashabah
masing-masing dari mereka wajib menanggung diyat
korban lainnya. Sebab, si penabrak telah membunuh
korban yang berdiri di tengah jalan akibat tabrakan,
yvang mana dia telah bertindak lalai melakukan
perbuatan tersebut, sedangkan korban yang ditabrak itu
juga telah membunuh si penabrak lantaran suatu faktor,
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dimana dia bertindak lalai terkait faktor tersebut, vaitu
berdiri di tengah jalan yang sempit.

Apabila ada seseorang duduk di tengah jalan
umum yang sempit, lalu seseorang terpeleset akibat
perbuatannya itu (duduk di tengah jalan) hingga
keduanya tewas seketika, maka ketentuan hukum dalam
kasus ini sama seperti ketentuan hukum vyang
berkenaan dengan si penabrak dan yang dltabrak Kami
telah men]elaskan ini sebelumnya.

Penjelasan:

Apabila kedua penunggang kuda (pengendara), atau kedua
pejalan kaki bertabrakan hingga keduanya tewas seketika, maka
masing-masing dari mereka wajib menanggung resiko seperdua
dari djyat korban yang lain. Imam Malik juga berpendapat dengan
pendapat ini. Abu Hanifah, kedua pengikutnya, Ahmad dan Ishaq
berkata: Ahli waris ashabah masing-masing dari mereka wajib
menanggung resiko semua diyat korban yang lain. Kedua madzhab
ini telah diriwayatkan dari Ali 8.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kedua pengendara
itu saling bertabrakan, dan masing-masing dari mereka tewas
akibat perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain selain
dirinya. Dengan demikian, seperdua divatnya itu gugur akibat
perbuatannya sendiri, dimana seperdua sisanya tetap wajib dibayar
akibat perbuatan orang lain selain dirinya. Hal ini sama seperti jika
ada orang lain selain dirinya yang turut serta melakukan
pembunuhan dirinya.
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Asy-Svafi'i @ berkata: (Ketentuan hukum itu berlaku) baik
kedua kendaraan itu berupa hewan dimana mereka dapat
mengendalikannya atau tidak dapat mengendalikan mereka, atau
baik tindakan itu mereka lakukan tanpa ada unsur kesengajaan
atau ada unsur kesengajaan, atau kedua hewan mereka itu berbalik
arah ke belakang lalu kedua hewan itu bertabrakan, atau salah
satunya berbalik arah ke belakang dan hewan yang lainnya maju
ke depan. Demikian komentar Asy-Syafi'i.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya adalah,
bahwa kedua pengendara itu jika kedua kendaraan hewannya itu
mengendalikan mereka atau orang itu tidak dapat mengendalikan
sang hewan, namun mereka itu bertabrakan tanpa ada unsur
kesengajaan, maka ahli waris ashabah masing-masing dari mereka
itu harus menanggung seperdua divat mukhaffafah korban tewas
lainnya.

Apabila kedua pengendara itu dengan sengaja bertabrakan,
maka tindakan pengendara itu bukan mumi kesengajaan, tetapi
semi sengaja. Dengan demikian, ahli waris ashabah masing-masing
dari mereka harus menanggung seperdua divat mughallazhah
(divat yang diperberat) korban tewas lainnya.

Abu Ishag Al Marwazi berkata: Seperdua divat
mughallazhah korban tewas lainnya dibebankan ke dalam harta
masing-masing dari mereka. Karena tindakan tersebut murmni
kesengajaan, namun gishash itu tidak wajib dilakukan, karena
masing-masing dari korban tewas itu adalah orang yang turut
menyertai orang yang perbuatannya itu tidak mengandung resiko
vang harus ditanggung.

Pendapat pertama adalah pendapat yang di-nash oleh Asy-
Syafi'i. Karena tabrakan itu umumnya tidak menyebabkan matinya
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orang lain. Jika tabrakan tersebut kedudukannya seperti itu (yaitu
murni kesengajaan), maka tentunya berkenaan dengan gishash
tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi’i.

Tidak ada perbedaan antara apakah kedua pengendara
hewan itu sama-sama searah atau berbalik arah, atau salah satunya
maju ke depan dan yang lainnya berbalik arah (melawan arus),
namun kenyataannya tabrakan itu benar-benar terjadi, sekalipun
perbuatan pengendara ke arah depan lebih kuat menabraknya.
Tidak pula ada perbedaan antara apakah kedua tunggangan
hewan itu berupa kuda, keledai, baghal atau salah satunya
menaiki tunggangan kuda dan yang lainnya menaiki bagha/ atau
keledai, karena kenyataannya tabrakan itu benar-benar telah terjadi
akibat perbuatan mereka. Walaupun perbuatan salah seorang dari
mereka itu lebih kuat daripada perbuatan yang lain, hal ini sama
seperti halnya ada seseorang melukai orang lain berkali-kali, dan
ada orang lain melukai korban sebanyak satu kali, dan karena luka-
luka itu telah menyebabkan matinya orang lain.

Asy-Syafi'i #% berkata: Tidak ada perbedaan antara apakah
keduanya sama-sama orang yang dapat melihat, sama-sama orang
yang buta, atau salah satunya buta dan yang lainnya dapat melihat.
karena kenyataannya tabrakan itu benar-benar telah terjadi akibat
perbuatan mereka. Tidak ada perbedaan antara apakah keduanya
jatuh dengan posisi terlengkup atau berbaring, atau salah satunya
terlungkup dan yang lainnya berbaring.

Al Muzani berkata: Apabila salah seorang dari mereka
tewas dengan kondisi tubuh terlungkup, dan vang lain tewas
dengan kondisi berbaring, maka si pembunuh adalah orang jatuh
terlungkup, maka ahli waris ashabahnya itu harus menanggung
divat orang yang tewas dengan kondisi berbaring, tidak ada resiko
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apapun yang harus ditanggung oleh ahli waris ashabah korban
vang jatuh dengan posisi berbaring. Pendapat yang di-nash oleh
Asy-Syafii adalah pendapat yang pertama. Karena keduanya
benar-benar bertabrakan, sebab bisa jadi korban yang tewas
dengan posisi jatuh berbaring itu akibat tabrakannya yang sangat
keras. Apakah engkau tidak tahu, bahwa seseorang jika
melontarkan batu ke batu yang lain, maka batu yang dilontarkan
itu akan berbalik ke arah belakang akibat jatuhnya yang keras dan
kokohnya batu yang lain. Dengan demikian, kasus tabrakan ini
juga sama seperti itu.

Apabila kedua kendaraan hewan itu mati, maka masing-
masing dari mereka wajib membayar seperdua dari harga
kendaraan hewan milik yang lainnya. Karena kendaraan hewan itu
mati akibat perbuatan sendiri dan perbuatan kawannya. Ahli waris
ashabah tidak menanggungnya, karena ahli waris ashabah itu tidak
menanggung (ganti rugi) harta benda.

Apabila salah seorang dari mereka yang bertabrakan itu
seorang pengendara dan yang lainnya seorang pejalan kaki, maka
ketentuan hukum berkenaan dengan kedua orang tersebut sama
seperti jika keduanya sama-sama pengendara atau sama-sama
pejalan kaki. Namun kasus ini hanya terjadi jika pejalan kaki itu
bertubuh tinggi dan pengendara bertubuh pendek.

Cabang: Apabila ada dua anak kecil yang menaiki
kendaraan dan bertabrakan, maka masalah ini perlu ditinjau
terlebih dahulu; apabila kedua anak itu menaiki tunggangan itu
atas inisiatif sendiri, atau wali anak tersebut yang menaikkan
mereka di atas hewan tunggangan, maka kedua anak itu sama
seperti dua orang yang telah sempurna (baligh; sudah cukup umur
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untuk kawin). Karena wali menaikkan anak kecil di atas hewan
tunggangan itu lantaran dia hendak melatihnya.

Apabila ada dua orang lain menaikkan kedua anak itu di
atas hewan, maka ahli waris ashabah masing-masing dari mereka,
vaitu kedua orang yang menaikkan kedua anak di atas kendaraan
hewan, harus menanggung divat masing-masing dari kedua anak
tersebut, karena masing-masing dari kedua orang yang menaikkan
kedua anak itu di atas hewan itu adalah orang yang melakukan
tindak pidana terhadap anak yang dia naikkan di atas hewan
tersebut, dan juga terhadap anak yang tertabrak.

Apabila dua perempuan hamil bertabrakan hingga
keduanya tewas seketika, dan kedua janin mereka mati keguguran,
maka ahli waris ashabah masing-masing dari mereka wajib
menanggung seperdua divat korban tewas vang lain. Demikian
juga, ahli waris ashabah masing-masing dari mereka wajib
menanggung seperdua diyat janinnya dan sekaligus divat janin
korban tewas vyang lain. Karena masing-masing dari kedua
perempuan hamil itu menanggung divat lantaran perbuatannya itu
menyebabkan janinnya dan janin wanita yang lain mati keguguran.

Jika janin salah seorang dari mereka lahir darinya sebelum
dia mati, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari djvat
janinnya tersebut, karena dia statusnya sebagai wanita pembunuh
janin tersebut. Masing-masing dari kedua perempuan hamil itu
wajib membayar empat kafarah sekaligus, karena masing-masing
dari mereka adalah pembunuh dirinya, janinnya, wanita hamil yang
lain berikut janinnya. Dengan demikian, kedua perempuan hamil
itu wajib membayar empat kafarah sekaligus.

Apabila kedua wanita yang bertabrakan itu hamba sahaya
vang telah mempunyai anak dari pemiliknya (ummi walad) atau
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hamba sahaya yang belum mempunyai anak, maka keduanya
memiliki ketentuan hukum tersendiri, yang tidak berlaku dalam
kasus ini. Karena kami ingin memberikan penjelasan yang singkat
mengenai berbagai masalah berikut cabang-cabang ilmiyah lainnya,
dan juga meringkas pembahasan selain itu, atau selintas
membahasnya karena memang diberi kemudahan.

Masalah: Asy-Syafi'i # berkata: Apabila ada salah
seorang dari mereka berdiri, lalu yang lain menabraknya, hingga
keduanya tewas seketika, maka diyat si penabrak itu terbuang sia-
sia, sedangkan diyat kawannya (yang ditabrak) harus ditanggung
ahli waris si penabrak.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya adalah
bahwa jika ada seseorang berdiri di sebuah tempat, lalu ada orang
lain menabraknya hingga keduanya tewas seketika, maka masalah
ini perlu ditinjau kembeali; apabila si orang berdiri itu berdiri di atas
lahan miliknya, atau di tengah jalan umum yang lebar dimana
berdirinya dia di tengah jalan umum itu tidak membahayakan
pengguna jalan, maka diyat orang yang tertabrak, yaitu orang yang
berdiri wajib ditanggung oleh ahli waris ashabah si penabrak.
Sebab, karena perbuatannya itu menyebabkan matinya orang lain.

Sementara divat si penabrak itu terbuang sia-sia. Karena
orang yang berdiri itu tidak bertindak lalai terkait perbuatannya
berdiri di tempatnya berdiri. Baik orang yang berada di tempat itu
posisinya berdiri, duduk, tidur miring, atau tidur terlentang. Baik
dia dapat melihat atau orang buta, yang ada peluang baginya
untuk menghindari tabrakan, sehingga dia tidak melakukan
penabrakan, atau tidak ada peluang baginya untuk menghindari
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tabrakan, karena perbuatan si penabrak itu mengandung resiko
vang harus ditanggung.

Apabila orang yang ditabrak itu mempunyai kesempatan
menghindar dari penabrakan tersebut, hal ini sama seperti jika
seseorang mencari orang lain karena hendak membunuhnya, dan
orang yang dicari itu mempunyai kesempatan menghindar dari
pembunuhan tersebut, lalu dia tidak melakukannya hingga dia
membunuhnya. Maka jika si orang yang berdiri itu telah
menghindar, namun ternyata perbuatannya menghindar itu
waktunya bertepatan dengan penabrakan si penabrak itu, hingga
keduanya tewas seketika, maka masing-masing dari mereka tewas
akibat perbuatan sendiri dan perbuatan kawannya itu.

Dengan demikian, keduanya sama seperti dua orang yang
saling bertabrakan. Oleh karena itu, seperdua diyat korban yang
lain dan seperdua harga mobil wajib ditanggung ahli waris ashabah
masing-masing dari mereka (si penabrak dan yang ditabrak). Jika
masing-masing dari mereka menyetir mobil.

Apabila salah seorang dari mereka menyetir mobil dan yang
lain pejalan kaki, dan pengendara mobil menabrak pejalan kaki;
jika si pejalan kaki itu orang yang lalai membiarkan dirinya ditabrak
mobil tersebut, sementara si penabrak itu mempunyai kesempatan
untuk menghindari tabrakan, lalu dia tidak melakukan perbuatan
tersebut, maka si pengendara mobil itu harus menanggung
seperdua divat pejalan kaki tersebut, karena dia tewas akibat
perbuatan sendiri dan perbuatan pengendara mobil tersebut.

Apabila si pengendara mobil itu tidak mempunyai
kesempatan untuk menghindari tabrakan bukan karena faktor yang
dikategorikan sebagai sebuah kelalaian darinya, atau kerusakan
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pada onderdil mobil, maka si penabrak itu tidak harus
menanggung divat.

Apabila si pengendara mobil itu bukan orang vang
bertindak lalai dalam menaatai peraturan berlalu lintas di jalan,
hanya saja dia berkeinginan menghindari kekhawatiran yang
muncul dalam dirinya secara tiba-tiba, lalu terjadilah benturan
(tabrakan) dari arah belakang dengan mobil yang berkecepatan
tinggi di belakangnya akibat dia berhenti mendadak, lalu sopir
mobil itu tewas seketika, maka jika dia mempunyai kesempatan
memberi isyarat lampu merah terhadap pengendara di
belakangnya, lalu dia tidak melakukan hal itu, maka divat sopir
mobil tersebut bentuknya divat mukhaffafah.

dJika si pengendara mobil itu telah memberi isyarat lampu
merah, maka dia tidak harus menanggung divat yang ada. Karena
pengendara di belakangnya itu mati akibat perbuatan sendiri yang
tidak patut menuntut divat

Asy-Syafi'i # berkata: Apabila si orang yang berdiri di
tengah jalan itu telah berbelok sembari menghindari tabrakan, (lalu
dia ditabrak) hingga tewas seketika, maka ahli waris ashabah si
penabrak itu harus menanggung divat yang sempurna.

Contoh kasusnya adalah, tujuan si orang yang berdiri di
tengah jalan itu untuk menyebrang ke arah depan, lalu tatkala dia
melihat pengendara mobil tersebut, dia berbelok sembari
menghindari tabrakan, karena hendak menjauh dari jalan yang
akan dilaluinya itu, lalu si pengendara mobil tepat sekali
menabraknya hingga dia tewas, maka semua divafnya itu harus
ditanggung ahli waris ashabah si penabrak. Karena orang yang
ditabrak tidak mempunyai perbuatan yang menyebabkan kematian
dirinya, sementara diyat si penabrak itu terbuang sia-sia.
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Apabila jika dia berdiri di tengah jalan umum yang sempit,
maka ahli waris ashabah masing-masing dari mereka wajib
menanggung djyat korban lainnya. Sebab, si penabrak itu
statusnya sebagai pembunuh (korban yang berdiri di tengah jalan),
sedangkan korban vyang ditabrak menjadi faktor tewasnya si
penabrak yaitu diam berdiri di tengah jalan vang sempit. Karena
dia tidak berhak diam berdiri di sana.

Perbedaan antara kasus ini dan kasus dua orang yang saling
bertabrakan, bahwa masing-masing dari kedua orang yang
bertabrakan itu tewas akibat perbuatan sendiri dan perbuatan
kawannya, sedangkan di dalam kasus ini masing-masing dari kedua
orang itu statusnya adalah pembunuh kawannya yang mana
pembunuhannya itu akibat perbuatan sendiri-sendiri, karena si
penabrak itu sendirian melakukan penabrakan dan orang vang
ditabrak itu sendirian melakukan faktor vang karena kesalahannya
itu menyebabkan matinya si penabrak tersebut.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata: Ahli
waris ashabah korban yang ditabrak itu tidak harus menanggung
resko apapun karena alasan apapun. Pendapat pertama
merupakan pendapat yang lebih shahih. Inilah jawaban yang
dikutip oleh ulama fikih Asy-Syafi'i vaitu kelompok ulama
Baghdad.

Al Mas’udi berkata: Asy-Syafi'i @ telah menyatakan secara
tegas (nas/), jika ada seseorang berdiam diri di tengah jalan umum,
Jalu ada orang lain menabraknya, hingga keduanya tewas seketika,
dimana diyat si penabrak itu terbuang sia-sia, sementara diyat
korban yang berdiam diri di tengah jalan harus ditanggung ahli
waris si penabrak.
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Asy-Syafi'i menjawab masalah seseorang yang tiduran di
tengah jalan umum, lalu ada orang lain menabraknya hingga
keduanya tewas seketika, maka sungguh nyawa orang vang
tiduran di tengah jalan itu melayang sia-sia, sedangkan divat si
penabrak itu harus ditanggung oleh ahli waris orang yang tidur di
tengah jalan tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang meletakkan kedua
masalah ini berdasarkan kedua jawaban tersebut. Dimana sebagian
ulama madzhab kami lainnya juga ada yang memberlakukan kedua
jawaban Asy-Svafi'i sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari
kedua jawaban tersebut. Perbedaan antara keduanya adalah
seseorang terkadang berdiam diri di tengah jalan untuk memenuhi
panggilan orang yang memanggil dan tujuan serupa lainnya,
sedangkan tidur dan duduk di tengah jalan umum, maka dia sama
sekali tidak berhak melakukan perbuatan itu.

‘Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila ada dua
kapal laut bertabrakan, dan kedua kapal beserta isinya
mengalami kerusakan. Maka jika tabrakan itu akibat
kelalaian dari kedua kapten kapal, misalnya mereka
bertindak lalai terkait kondisi peralatan kedua kapal
tersebut, atau keduanya dapat mengendalikan kapal itu,
lalu mereka tidak dapat mengendalikannya, atau
keduanya berlayar di tengah gelombang yang sangat
besar, dimana kapal-kapal laut tidak akan berlayar di
tengah kondisi gelombang laut seperti itu.

Jika kedua kapal laut beserta isinya itu milik
mereka, maka masing-masing dari kedua kapten kapal
itu wajib menanggung seperdua harga kapal kawannya
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dan seperdua harga muatan kapalnya, sedang seperdua
sisanya itu terbuang sia-sia.

Jika kedua kapal laut beserta isinya itu bukan
milik mereka, maka masing-masing dari kedua kapten
kapal itu wajib menanggung seperdua harga kapalnya,
seperdua harga muatannya, seperdua harga kapal
kawannya dan seperdua harga muatan kapal kawannya.
Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami paparkan
dalam kasus dua penunggang kuda.

Apabila di dalam kapal itu ada beberapa orang
penumpang kapal, lalu mereka semua tewas, maka ahli
waris ashabah masing-masing dari kedua kapten kapal
itu harus menanggung resiko seperdua diyat para
penumpang kapalnya tersebut dan para penumpang
kapal kawannya.

Apabila kedua kapten kapal itu dengan sengaja
bertabrakan, dan ahli transportasi laut menyatakan
dalam kesaksiannya, bahwa tabrakan seperti ini
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka
masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib
dijatuhi hukuman gishash karena kematian para
penumpang kapalnya dan para penumpang kapal
kawannya.

Apabila kedua kapten kapal itu tidak pernah
bertindak lalai (yang menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain), maka dalam masalah resiko kematian yang
harus ditanggungnya, ada dua pendapat Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Kedua kapten kapal itu waijib
menanggung resiko kematian para penumpang kapal
tersebut. Sama seperti resiko yang wajib ditanggung
dalam kasus tabrakan kedua penunggang kuda, jika
mereka kesulitan mengendalikan kedua kuda tersebut.

Pendapat Kedua: Kedua kapten kapal itu tidak
wajib menanggung resiko kematian para penumpang
kapal tersebut. Karena para penumpang kapal itu tewas
bukan akibat kelalaian dari mereka. Dengan demikian,
kasus tewasnya para penumpang kapal itu menyerupai
kasus jika mereka tewas akibat tersambar petir.

‘Ulama madzhab kami berbeda pendapat
mengenai kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut.
Sebagian mereka ada yang berkata, bahwa kedua
pendapat Asy-Svafi’i berlaku ketika tidak ada suatu
prilaku yang timbul dari kedua kapten kapal tersebut,
misalnya kapal laut sedang dalam posisi diam, tiba-tiba
datang gelombang besar, yang lalu menghempaskan-
nya. Sedangkan jika kedua kapal laut itu telah mulai
berlayar, tiba-tiba angin datang hingga mengendalikan
kedua kapal tersebut, kemudian keduanya bertabrakan,
maka ulama sepakat tetap wajib menanggung resiko
kematian para penumpang kapal tersebut. Karena
pelayaran itu dimulai dari mereka, sehingga resiko
kematian itu tetap harus ditanggung mereka, sama
seperti dua pengendara hewan kuda.

Abu Ishaq dan Abu Sa’id berkata: Ada dua
pendapat Asy-Svyafi’i dalam kedua kasus tersebut,
dimana mereka memilah-milah antara kasus kedua
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kapten kapal dan kedua pengendara hewan kuda,
dimana pengedara hewan kuda mempunyai kesempatan
mengendalikan kuda dengan tali pengendali, sementara
kapten kapal tidak mempunyai kesempatan
mengendalikan kapal.

Dengan demikian, jika kita mengatakan resiko
kematian itu tetap wajib ditanggungnya, maka
ketentuan hukum dalam kasus ini sama seperti
ketentuan hukum jika keduanya bertindak lalai kecuali
dalam masalah gishash, karena gishash itu tidak wajib,
di samping memang tidak ada unsur kelalaian (vang
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain) tersebut.

Jika kita mengatakan tidak wajib menanggung
resiko kematian tersebut, maka masalah ini perlu
ditinjau terlebih dahulu; apabila kapal laut beserta
muatannya itu milik mereka (kedua kapten kapal), maka
masing-masing dari mereka tidak wajib menanggung
resiko apapun. Apabila kapal laut itu merupakan
barang sewaan dan muatannya adalah barang amanah
seperti wadi’ah (barang titipan) dan harta mudharababh,
maka dia tidak harus menanggungnya, karena kesemua
itu adalah amanah, sehingga kesemua itu tidak harus
ditanggung saat membawanya tidak disertai unsur
kelalaian.

Apabila kapal laut itu barang sewaan, sementara
barang muatannya dibawa dengan memberi uang sewa,
maka resiko kerusakan kapal itu tidak wajib ditanggung,
karena kapal itu merupakan barang amanah. Terkait
dengan soal muatan harta, maka harta itu adalah harta
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vang berada dalam kekuasaan kapten kapal yang
disewa dan menjadi mitra bersama dalam penyewaan
kapal laut tersebut. Dengan demikian, jika pemilikinya
itu turut serta bersama kapten kapal tersebut, maka
harta itu tidak harus ditanggung. Lain halnya jika
pemilik harta itu tidak turut serta bersama kapten kapal
tersebut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi’i
berkenaan dengan pekerja yang sekaligus menjadi mitra
bersama.

Apabila salah seorang dari kedua kapten kapal itu
orang vang bertindak lalai, dan kapten lain orang yang
tidak bertindak lalai, maka ketentuan hukum berkenaan
dengan kapten kapal yang bertindak lalai ini sama
seperti ketentuan hukum yang telah kami sebutkan
dalam kasus ketika keduanya sama-sama orang yang
bertindak lalai. Sementara ketentuan hukum berkenaan
dengan kapten kapal yang tidak bertindak lalai itu sama
seperti ketentuan hukum vyang telah kami sebutkan
dalam kasus ketika keduanya sama-sama orang yang
tidak bertindak lalai.

Pasal: Jika kapal laut itu berisi muatan harta
benda milik seseorang, lalu kapal laut itu keberatan
muatan, dimana kemudian seseorang berkata kepada
pemiliknya: “Buanglah harta bendamu ke laut, dan aku
berjanji akan menggantinya,” lalu si pemilik harta
benda itu membuangnya, maka dia wajib menepati
janjinya untuk mengganti harta benda penumpang
kapal tersebut.
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Abu Tsaur berkata: Itu tidak wajib dilakukan,
karena itu merupakan penjaminan harta benda yang
tidak wajib ditanggung. Pendapat Abu Tsaur ini tidak
tepat, karena kasus tersebut bukanlah bentuk
penjaminan, sebab penjaminan itu memerlukan syarat
adanya pihak yang ditanggung (madhmuun anhu),
sementara dalam kasus ini pihak yang ditanggung itu
(madhmuun anhu) itu tidak ada. Tetapi hal itu hanyalah
permohonan untuk memusnahkan harta benda dengan
janji memberi uang pengganti lantaran suatu tujuan
vang benar, yaitu menyelamatkan penumpang kapal
yang jiwanya dilindungi.

Apabila seorang penumpang kapal berkata:
“Buanglah harta bendamu, dan para penumpang kapal
berjanji akan menggantinya sebesar seribu,” lalu si
pemilik harta benda itu membuangnya, maka masing-
masing penumpang harus menepati janjinya untuk
mengganti harta benda itu sesuai dengan porsinya
masing-masing. @ Dengan demikian, jika para
penumpang kapal itu berjumlah sepuluh orang, maka
masing-masing dari penumpang kapal itu harus
memberi uang pengganti sebesar seratus. Apabila
mereka berjumlah lima orang, maka masing-masing
harus memberi uang pengganti sebesar dua ratus.
Karena dia berjanji bahwa uang pengganti sebesar
seribu itu akan diganti oleh semua penumpang kapal.
Oleh karena itu, masing-masing penumpang kapal tidak
harus memberi uang pengganti melebihi porsinya.
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Apabila penumpang kapal berkata: “Aku akan
membuangnya, dan aku berserta mereka adalah
penjaminnya,” lalu orang tersebut membuangnya, maka
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia wajib memberi pengganti
sesuai dengan porsinya. Hal ini sesuai dengan alasan
yang telah kami sebutkan.

Pendapat Kedua: Resiko semua harta benda yang
dibuang itu wajib ditanggungnya. Karena dia adalah
faktor utama penghilangan harta benda tersebut.

Penjelasan:

Apabila ada dua kapal laut yang bertabrakan, lalu kedua
kapal itu hancur dan muatannya mengalami kerusakan, maka itu
tidak lepas adakalanya kedua kapten kapal, sama-sama orang yang
bertindak lalai terkait peristiwa tabrakan tersebut, atau keduanya
sama-sama bukan orang yang bertindak lalai, atau salah satunya
orang yang bertindak lalai dan kapten kapal lainnya tidak bertindak
lalai.

Jdika kedua kapten kapal itu bertindak lalai, misalnya
mereka mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal
tersebut, atau berbelok (menghindari tabrakan), namun mereka
tidak melakukan tindakan tersebut, maka status keduanya adalah
orang yang sama-sama melakukan tindakan pidana yang karena
kesalahannya menyebabkan kedua kapal itu bertabrakan.

Apabila kedua kapal laut beserta isinya itu milik mereka,
maka masing-masing dari kedua Kkapten kapal itu wajib

Al Majmu’ Syarah Al Muhadsdzab || 101



menanggung seperdua harga kapalnya serta seperdua harga
muatan kapalnya dan seperdua harga kapal kawannya serta
seperdua harga muatan kapalnya. Karena masing-masing dari
kedua kapal berserta muatannya itu rusak akibat perbuatan
mereka. Baik kedua kapal laut itu merupakan barang titipan,
pinjaman, atau sewaan. Baik harta benda yang dimuat dalam
kedua kapal itu adalah barang titipan, harta giradh, atau dimuat
dengan memberi uang sewa. Karena kesemuanya itu harus
ditanggung akibat kelalaian.

Jika di dalam kedua kapal itu terdapat beberapa orang
merdeka dan semuanya tewas, sementara kedua kapten kapal itu
dengan sengaja bertabrakan, dan para ahli transportasi laut
menyatakan dalam kesaksiannya, bahwa tabrakan seperti ini
umumnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka
tindakan kedua kapten kapal itu adalah kejahatan pembunuhan
dengan sengaja. Dengan demikian, masing-masing dari kedua
kapten kapal itu wajib dijatuhi hukuman gishash karena kematian
para penumpang kedua kapal dalam waktu yang bersamaan.

Namun jika para ahli transportasi laut menyatakan, bahwa
tabrakan seperti ini umumnya tidak menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain. Atau peristiwa tabrakan itu terjadi tanpa ada unsur
kesengajaan, namun mereka telah bertindak lalai, maka ahli waris
ashabah masing-masing dari kedua kapten kapal itu waijib
menanggung resiko seperdua divat para penumpang kedua kapal
laut tersebut.

Apabila kedua kapten kapal atau kedua kapten kapal itu
tidak bertindak lalai, misalnya gelombang angin laut sangat
kencang, dan ombak laut berbenturan, sehingga mereka tidak
mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal tersebut
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dengan membanting kemudi (perkakas pada buritan kapal untuk
mengatur arah perjalanan seperti membelokkan), dan tidak (pula
mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal itu), misalnya
dengan membelokkan kapal dari lintasan kapal yang lain, sehingga
kedua kapal itu bertabrakan dan mengalami kerusakan, maka
dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Resiko kerusakan kedua kapal itu harus
ditanggung kedua kapten kapal tersebut. Karena kedua kapal itu di
bawah kendali mereka. Dengan demikian, segala resiko yang
muncul akibat perbuatannya itu, maka resikonya harus ditanggung
mereka, sekalipun mereka tidak bertindak lalai, ini sama seperti
kedua pengendara hewan kuda yang bertabrakan dan kedua kuda
itu mengendalikan mereka.

Alasan lain adalah, bahwa setiap orang vyang suatu
perbuatan itu bermula darinya, maka dia harus menanggung resiko
perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu telah berubah menjadi suatu
kejahatan, sekalipun perbuatan itu terjadi lantaran bantuan orang
lain selain dirinya, maka hal ini sama seperti kondisi seseorang
vang melemparkan anak panah ke sasaran, lalu angin membawa
anak panah itu ke orang lain dan menyebabkan hilangnya nyawa
orang tersebut.

Pendapat Kedua: Tidak ada resiko apapun yang harus
ditanggung oleh mereka, karena mereka tidak memiliki tindakan
sebagai suatu permulaan dan tidak pula sebagai tujuan akhir. Jadi,
kasus tersebut sama seperti jika kondisi petir itu menyambar, lalu
membakar kedua kapal tersebut.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai sisi
kedua pendapat Asy-Svafi’i tersebut. Sebagian mereka ada yang
mengatakan, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i itu tepat untuk
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diberlakukan ketika kedua kapten kapal itu tidak memiliki suatu
perbuatan; tidak sebagai permulaan dan tidak pula sebagai suatu
tujuan akhir, yaitu berkenaan dengan segala kapal yang mana
kedua kapten kapal memasang layar kapal, melepas tali layar dan
mengembangkannya searah dengan hembusan angin, sehingga
ketika angin bertiup kencang, maka layar itu mendorong kapal
sehingga berlayar.

Mengenai kapal api, maka kecepatannya berjalan
membelah air laut didorong menggunakan motor penggerak yang
posisinya sama seperti dayung dalam perahu-perahu kecil. Kapal
laut seperti ini, kecepatan jarak tempuh perjalanannya dapat
diukur secara matematis. IImu-ilmu kelautan telah membuat
standar kecepatan jarak tempuhnya, yang menetapkan aturan bagi
setiap kapal dari segi daya angkut kapal, bobot kapal dan segi
kecepatannya, yang dipastikan dapat menempuh perjalanan dan
dapat menghindari tabrakan dengan kapal lain selain kapal seperti
ini hingga jarak tempuh yang telah ditentukan. Dengan demikian,
jika tabrakan itu sulit dihindari, maka tidak ada resiko apapun.

Sementara sampan-sampan kecil yang berlayar dengan
dayung atau perahu mesin, maka wulama sepakat waijib
menanggung resiko tersebut. Karena tindakan tersebut bermula
dari mereka.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan,
bahwa kedua pendapat Asy-Syafi’i diberlakukan ketika tidak ada
tindakan permulaan dari kedua kapten kapal tersebut. Misalnya
kedua kapal sedang dalam kondisi diam (berlabuh), atau kedua
kaptennya tidak permnah menjalankannya, tiba-tiba angin datang
lalu menariknya hingga bergerak sendiri. Sementara jika kedua
kapten kapal menjalankannya, lalu angin menariknya hingga
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bergerak sendiri, maka hanya ada satu pendapat yang disepakati
para ulama, yaitu wajib menanggung resiko tabrakan tersebut, dan
tidak membedakan antara kapal vyang berlayar dengan
mengembangkan layar atau kapal yang berlayar menggunakan
mesin uap, atau perahu-perahu kecil yang berlayar dengan
dayung.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang
berkata: Kedua pendapat Asy-Syafi’i itu bisa diberlakukan dalam
semua kasus; baik kedua kapal itu dalam kondisi diam atau kedua
kapten kapal itu menjalankannya. Baik kedua kapal itu berlayar
dengan layar, mesin uap atau dayung. Karena pengendara kuda
mempunyai kesempatan mengendalikan dirinya dengan tali
pengendali kuda. Sementara kedua kapal itu adalah, kapten kapal
tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankannya dengan
tingkat kecepatan yang sesuai dengan aturan yang ada, dimana
kekuatan angin tidak dapat mengendalikannya. Bahkan faktor-
faktor internal dan gelombang laut mempunyai pengaruh kuat
mengendalikan kemudi kapal dan membebaskan segala bentuk
kekhawatiran.

Dengan demikian, jika kami katakan, bahwa resiko
kerusakan tersebut wajib ditanggung oleh kedua kapten kapal,
maka jika kedua kapal berikut muatannya itu milik mereka, maka
resiko kerusakan tersebut tidak wajib ditanggung oleh mereka.
Begitu juga, jika kedua kapal yang mereka bawa itu adalah kapal
titipan, dimana harta benda dalam kedua kapal itu dibawa mereka
dengan disertai upah membawanya, maka tidak ada resiko
kerusakan yang harus ditanggung mereka berkenaan dengan kapal
tersebut.
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Terkait soal harta benda dalam kapal, maka jika pemilik
harta benda itu turut serta bersamanya, maka kapten kapal yang
disewa itu tidak wajib menanggung resiko kerusakan harta benda
tersebut, karena penguasaan harta benda oleh pemiliknya itu
membuktikan dia siap menanggung resikonya.

Apabila pemilk harta benda itu tidak turut serta
bersamanya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena kapten
kapal yang disewanya itu adalah orang yang turut andil melakukan
suatu tindakan (tabrakan). Demikian juga, jika kapten kapal itu
disewa untuk membawa kedua kapala itu berikut muatannya,
maka kedua kapten kapal itu adalah orang yang turut andil
melakukan suatu tindakan (tabrakan).

Apabila pemilik kapal dan harta benda itu turut serta
bersama kapten kapal (menumpang kapal tersebut), maka tidak
ada resiko apapun vang harus ditanggung. Apabila pemilik kapal
dan harta benda itu tidak turut serta bersama kapten kapal, maka
ada dua pendapat Asy-Syafi’i.

Jika salah seorang dari kedua kapten kapal itu orang telah
bertindak lalai, dan kapten kapal yang lain orang yang tidak
bertindak lalai, maka Syaikh Abu Hamid berkata: Kapten kapal
yang bertindak lalai adalah orang yang bersalah, sedangkan kapten
kapal yang tidak bertindak lalai bukanlah orang yang bersalah.

Apabila kedua kapal berikut muatannya adalah milik
mereka, maka kapten kapal yang bertindak lalai itu harus
menanggung harga kapal kawannya berikut muatannya. Karena
kapal kawannya berikut muatannya itu mengalami kerusakan
akibat perbuatannya. Adapun perahunya sendiri berikut
muatannya, maka resikonya tidak dikembalikan kepada siapapun,
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karena kedua kapal itu mengalami kerusakan akibat perbuatan
kapten kapal yang bertindak lalai tersebut.

Apabila kedua kapal beserta muatannya milik orang lain
selain mereka, maka kapten kapal yang bertindak lalai itu harus
menanggung harga kapal beserta harga muatannya, dan dia harus
menanggung harga kapal kawannya serta harga muatannya.
Pemilk kapal yang tidak pernah bertindak lalai berhak
mendapatkan perimbangan harga kapalnya, dan dia berhak
menuntut kapten kapal yang bertindak lalai agar menanggung
resiko tersebut.

Apabila pemilik kapal berniat menuntut kapten kapal yang
tidak bertindak lalai, maka jika kami katakan, “Kapten kapal harus
menanggung resiko kerusakan kapal, walaupun dia tidak bertindak
lalai,” maka dalam kasus ini, kapten kapal yang tidak bertindak
lalai itu boleh menanggungnya, kemudian kapten kapal yang tidak
bertindak lalai menuntut pengembalian ganti rugi itu kepada
kapten kapal yang bertindak lalai. Namun jika kami katakan,
“Kapten kapal tidak harus menanggung resiko kerusakan kapal,
jika dia tidak bertindak lalai”; jika kapal yang dikemudikannya
merupakan kapal titipan (wadiiah) atau harta yang dibawanya
adalah harta giradh, maka tidak ada resiko apapun yang harus
ditanggungnya.

Apabila harta itu ada di tangan pemiliknya, dimana kapten
kapal disewa untuk membawanya, maka dia adalah kapten kapal
vang disewa dan turut andil melakukan suatu tindakan (tabrakan),
sekalipun pemilik harta itu tidak turut serta bersamanya. Jika kami
katakan, “Kapten kapal yang tidak bertindak lalai tidak harus
menanggung resiko kerusakan harta benda tersebut,” maka
pemilik harta itu pun tidak berhak menuntutnya. Lain halnya jika
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Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglah
harta bendamu ke laut, aku berjanji akan menjamin penggantinya,
begitu juga setiap orang dari semua penumpang kapal,” lalu dia
membuangnya, maka si pemohon tersebut wajib menanggung
pengganti semuanya, karena dia berjanji menanggung setiap
orang.

Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglah
harta bendamu ke laut, dan para penumpang kapal berjanji
menjamin penggantinya, dimana mereka telah memberitahuku
mengenai hal itu”, jika mereka membenarkannya, maka setiap
orang dari mereka itu wajib menanggung pengganti sesuai dengan
porsinya masing-masing. Sedangkan jika mereka mengingkarinya,
maka mereka harus bersumpah, dan si pemohon itu wajib
menanggung pengganti semuanya.

Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglaﬁ
harta bendamu, aku dan para penumpang yang lain berjanji akan
menjamin penggantinya, dan aku berjanji akan mendapatkannya
dari mereka,” kemudian dia membuangnya, maka si pemohon itu
wajib menanggung semua penggantinya.

Apabila pemilik harta benda berkata kepada penumpang
vang lain, “Aku akan membuang harta bendaku, dan kami berjanji
untuk menanggung penggantinya,” dimana Kkemudian dia
mengiyakannya, dan lalu membuang harta bendanya itu, maka dia
wajib menepati janjinya untuk menanggung pengganti tersebut.
Karena perkataan tersebut sama seperti permohonan darinya.

Apabila penumpang kapal berkata: “Buanglah harta
bendamu, dan aku berjanji akan menanggung pengganti seperdua
harganya, si fulan sepertiganya, dan si fulan seperenamnya,” lalu
orang itu membuangnya, maka jika kedua penumpang yang lain
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itu membenarkan permnyataannya, bahwa mereka mengizinkan si
pemohon itu untuk menanggung pengganti harta benda yang
dibuang tersebut, maka si pemohon tersebut wajib menanggung
pengganti seperdua harganya, dimana seperdua sisanya lagi
ditanggung kedua penumpang vang lain. Apabila kedua
penumpang Vyang lain itu mengingkari, maka mereka harus
bersumpah, dan semua pengganti itu wajib ditanggung oleh si
pemohon.

Apabila si pemohon berkata: “Aku akan membuang harta
bendamu, dan aku berjanji akan menanggung penggantinya,” lalu
pemilik harta benda itu mengiyakannya, dan kemudian membuang
harta benda itu, maka pemilik harta itu bukanlah orang yang
disalahkan, dan si pemohon itu wajib menanggung penggantinya.

Apabila si pemohon berkata, “Aku akan membuang harta
bendamu, dimana aku beserta para penumpang yang lain berjaniji
akan menanggung penggantinya,” lalu pemilik harta benda itu
mengiyakannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syalfi’i:

Pendapat Pertama: Si pembuang harta benda tidak wajib
menanggung pengganti kecuali sesuai dengan porsi yang wajib
ditanggungnya. Karena dia telah menentukan estimasi yang akan
ditanggungnya.

Pendapat Kedua: Resiko semua harta benda yang dibuang

itu wajib ditanggungnya. Karena dia adalah faktor utama
penghilangan harta benda tersebut.

Apabila seorang penumpang kapal berkata kepada
penumpang lain, “Buanglah harta benda si fulan, dan aku adalah
penjaminmu, jika dia menuntutmu,” maka penjaminan ini tidak
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sah, dan jaminan itu tetap harus ditanggung oleh pembuang harta
benda tersebut. Karena dia adalah faktor utama penghilangan
harta benda itu.

Masalah: Pada masa sekarang ini, bermunculan
perusahaan-perusahaan vyang didirkkan bekenaan dengan
kewajiban memberikan jaminan kerusakan, seperti kerusakan
kapal dan mobil. Berbagai peraturan perundang-undangan
dikeluarkan sebagai pedoman untuk mengatur kewajiban para
pemilik mobil, kapal dan berbagai produk lainnya untuk membayar
sejumlah dana tertentu (premi) kepada perusahan-perusahaan
penanggung kewajiban tersebut, yang disebut dengan perusahaan
asuransi (Svarikaatu Ta ‘miin).

Perusahaan asuransi ditinjau dari segi penanggungan suatu
kewajiban, tidak ada kekhawatiran sama sekali, hukumnya
diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah kami
sampaikan dalam kasus seseorang yang berkata, “Buanglah harta
bendamu, dan aku adalah penanggungnya,” maka dia
berkewajiban memberikan jaminan ganti rugi sepenuhnya kepada
pemilik harta benda tersebut.

Sementara terkait dengan dana yang diberikan kepada
perusahan asuransi, maka apakah diberlakukan sebagai upah jasa
penanggungan kewajiban tersebut? Atau dana tersebut adalah
dana bantuan dan pertolongan yang disediakan sebagai dana
cadangan selamanya untuk membayar tanggungan kewajiban di
saat terjadi kerusakan? Atau dana tersebut adalah formula
(pertukaran dana) yang mengandung praktik riba yang dilarang?
Atau dana tersebut termasuk kategori perjudian yang diharamkan?
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Tentang semua pertanyaan ini, jawabannya telah disampaikan
secara detail dalam &itab syirkah dan kitab qgiradh, juz tiga belas.

Cabang: Apabila ada seseorang melubangi kapal, lalu
muatannya itu tenggelam, maka jika muatan kapal itu berupa harta
benda, maka dia berkewajiban menanggung ganti rugi harta benda
tersebut; baik dia dengan sengaja melubanginya atau tanpa sengaja
melubanginya. Karena harta benda itu harus ditanggung akibat
kesalahan yang disengaja atau kesalahan tanpa sengaja.

Apabila di dalam muatan kapal itu ada beberapa orang
merdeka, lalu mereka tenggelam dan semuanya tewas, maka jika
dia termasuk orang yang sengaja melakukan penenggalaman kapal
itu, misalnya dia membongkar paksa sebagian papan kapal, yang
pada umumnya sejenis kapal itu akan tenggelam akibat
pembongkaran sebagian papannya tersebut, maka dia wajib
dihukum gishash karena tindakannya itu menyebabkan hilangnya
nyawa mereka. Dengan demikian, dia boleh dijatuhi hukuman mati
sebagai balasan kematian salah seorang dari mereka, dimana diyat
korban tewas lainnya wajib dibebankan pada harta sang pelaku itu.

Apabila dia merupakan orang yang tidak sengaja
melakukan penenggelaman kapal tersebut, misalnya dia
menjatuhkan sebuah batu atau kampak dari tangannya, hingga
menyebabkan bagian kapal berlubang, lalu mereka tenggelam,
maka ahli waris ashabahnya itu harus menanggung divat
mukhaffafah bagi para korban. Namun jika penenggelaman kapal
itu merupakan tindakan yang semi sengaja, misalnya dalam kapal
tersebut ditemukan celah (lubang kecil), lalu dia berkeinginan
memperbaikinya, tiba-tiba celah itu menjadi berlubang, maka ahli
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waris ashabahnya itu harus menanggung divat mughallazhah bagi
para korban.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila ada sepuluh
orang melontarkan batu dengan manjaniq (senjata
pelontar batu). Lalu batu manjaniq kembali dan
membunuh salah seorang dari mereka, maka sepuluh
persen divatnya gugur, dan sembilan puluh persen
diyat tersebut wajib ditanggung oleh para pelontar lain
vang masih hidup. Karena dia tewas akibat perbuatan
sendiri dan juga perbuatan mereka, sehingga sepuluh
persen divatnya itu terbuang sia-sia akibat
perbuatannya sendiri, dan sisanya wajib ditanggung
oleh kesembilan orang tersebut. |

Pasal: Apabila ada seseorang yang terperosok ke
dalam sumur, dan ada orang lain di belakangnya yang
juga ikut terperosok tanpa ada penarikan dan tidak pula
dorongan. Maka, jika orang pertama mati seketika,
maka diyat-nya wajib ditanggung oleh orang kedua.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan oleh Ali bin Rabah Al Lakhmi, bahwa ada
seseorang vang berpenglihatan . sempurna menuntun
orang buta, lalu keduanya terperosok jatuh ke dalam
sumur, dimana si orang buta itu jatuh di atas orang
yang berpenglihatan sempurna itu, hingga menewas-
kannya. Maka, Umar # memutuskan untuk mewajibkan
kepada si orang buta itu membayar divat orang vang
berpenglihatan sempurna itu. Lalu si orang buta itu
membacakan sebuah syair dalam sebuah pekan raya.
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ol peiiall 81 s e # 08 S a0 @
PRARA A A
Hai manusia, aku telah menjumpai kemungkaran,

Patutkah si orang buta menangqung diyat orang yang
sehat serta dapat melihat,

Mereka jatuh bersamaan, keduanya sama terluka.

Alasan lainnya adalah, bahwa orang pertama itu
tewas akibat ter-perosoknya orang kedua dan jatuh
menimpanya. Dengan demikian, divatnya wajib
ditanggung oleh orang pertama. Apabila orang kedua
mati, maka diyat-nya itu terbuang sia-sia. Karena tidak
ada perbuatan orang lain yang berkenaan dengan
kematiannya.

Apabila keduanya mati semua, maka diyat orang
pertama wajib ditanggung oleh orang kedua, dan diyat
orang kedua itu terbuang sia-sia. Hal ini sesuai dengan
alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila orang pertama menarik orang kedua
(hingga terperosok ke dalam sumur bersama-sama), dan
orang pertama tewas, maka diyvat-nya itu terbuang sia-
sia, karena dia tewas akibat perbuatan sendiri. Apabila
orang kedua mati, maka diyat-nya itu wajib ditanggung
oleh orang yang pertama, karena dia mati lantaran
penarikan orang yang pertama itu.
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Apabila orang pertama terperosok jatuh ke dalam
sumur, kemudian orang kedua itu tiba-tiba terperosok
jatuh, dan menyusul orang ketiga terperosok jatuh, jika
mereka terperosok tanpa disertai penarikan dan tidak
pula dorongan, maka diyat orang pertama wajib
ditanggung oleh orang kedua dan ketiga.

Karena orang pertama itu tewas akibat mereka
terperosok dan menimpanya. Diyat orang kedua wajib
ditanggung oleh orang ketiga, karena orang yang ketiga
itu jatuh terperosok menimpa orang kedua, sehingga
dia harus menanggung divatnya sendirian. Sedangkan
diyat orang ketiga, maka itu terbuang sia-sia, karena dia
mati akibat perbuatan sendiri (terperosok ke dalam
lubang).

Apabila sebagian mereka menarik sebagian yang
lain, misalnya orang pertama jatuh terperosok seraya
menarik orang kedua, dan orang kedua jatuh seraya
menarik orang ketiga, dan mereka semua tewas, maka
seperdua diyat orang pertama itu wajib ditanggung
orang kedua, karena dia mati akibat perbuatan
penarikan orang kedua, dan juga akibat perbuatan
orang kedua yang juga melakukan penarikan orang
ketiga, sehingga seperdua divatnya itu terbuang sia-sia
akibat perbuatan sendiri (menarik orang kedua).
Seperdua diyat orang kedua itu wajib ditanggung oleh
orang pertama, karena dia telah menariknya, dan
seperdua divat-nya gugur, karena dia menarik orang
ketiga. Sedangkan orang ketiga berhak mendapatkan
divat secara penuh, karena tidak ada perbuatan yang
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bekenaan dengan kematian dirinya. Lantas siapakah
vang  wajib menanggung divat-nya? Dalam
permasalahan ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi’i:

Pendapat Pertama: Diyat orang ketiga itu wajib
ditanggung oleh orang kedua, karena dialah orang yang
telah menarik hingga dia jatuh dan tewas.

Pendapat Kedua: Divatnya itu wajib ditanggung
oleh orang pertama dan kedua; masing-masing
menanggung seperdua dari divat tersebut. Sebab, orang
kedua telah menarik orang ketiga dan orang pertama
telah menarik orang kedua, sehingga penarikan orang
pertama itu memaksa orang kedua untuk menarik orang
ketiga. Dengan demikian, masing-masing dari kedua
orang itu posisinya sebagai faktor penyebab kematian
orang ketiga, sehingga diyat tersebut wajib ditanggung
oleh mereka berdua.

Pasal: Apabila ada dua orang saling melukai,
dimana masing-masing dari mereka itu menggugat
kawannya, bahwa dia berencana membunuhnya,
sehingga dia terpaksa melukainya lantaran membela
diri, maka pernyataan yang dibenarkan adalah
pernyataan masing-masing dari mereka dengan disertai
sumpah darinya, bahwa dia tidak berencana membunuh
kawannya itu. Dengan demikian, jika keduanya telah
bersumpah, maka masing-masing dari mereka waijib
menanggung luka akibat perbuatannya tersebut. Karena
tindakan melukai itu benar-benar terjadi, sedangkan
materi gugatan dari kedua belah pihak, yaitu rencana
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membela dirinya, tidak pernah terbukti. Dengan
demikian, wajib menanggung resiko luka akibat
perbuatannya tersebut.

Penjelasan:

Hadits Ali bin Rabaah Al Lakhmi telah diriwayatkan oleh
Ad-Daruquthni dari Isma’il Al Mahamili, Zaid bin Al Hubbab
menceritakan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabaah Al Lakhmi
menceritakan kepada kami. Al Baihaqgi telah meriwayatkannya
dalam Sunan Al Kubra dari riwayat Musa bin Ali bin Rabaah dari
ayahnya. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Di dalam hadits ini terjadi
keterputusan sanad, redaksinya: “Lalu Umar memutuskan untuk
mewajibkan si orang buta itu membayar divat si orang yang dapat
berpenglihatan sempuma. Lalu diceritakan bahwa si orang buta itu
melantunkan syair, kemudian dia menyebutkan beberapa bait
syair.”

Manjaniq adalah senjata pelontar batu. Kata ini kadang
diucapkan dengan membaca fathah Miim (manjaniq), dan
membaca kasrah Miim (minjaniq) datang dari Ibnu Qutaibah. Kata
pluralnya adalah majaanig, ini merupakan bahasa arab vyang
diserap dari bahasa asing (mu arrbah), asalnya dari bahasa Persia
“Man jai naik’ vaitu “Maa ajwadanii’ (apa yang membuat saya
supaya tampil lebih bagus).

Manjaniq pada masa kita sekarang ini hampir sama dengan

meriam vang digunakan untuk meletakkan peluru kendali yang
akan diluncurkan. Telah diriwayatkan bahwa Nabi @ pernah

mengepung Tha "if dengan manjaniq.
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Mengenai Ali bin Rabah Abu Abdullah Al Mishri, menurut
Ali bin Umar Al Hafizh: Nama panggilannya adalah Uliy dengan
membaca dhammah huruf alif. An-Nasaa'i menilai dia seorang
periwayat yang tepercaya. Dalam A/ Khulashah disebutkan, bahwa
dia meninggal dunia setelah tahun 110 H. Sedangkan dalam At
Tahdzib, disebutkan bahwa dia meninggal tahun 17 H.

Hukum: Apabila ada sepuluh orang melontarkan batu
dengan manjanig, lalu lemparan mereka itu tepat mengenai
seseorang selain para pelontar batu, hingga mereka
membunuhnya, maka mereka turut serta melakukan pembunuhan-
nya. Namun jika mereka tidak berencana melempar seseorang,
maka mereka wajib membayar divat mukhaffafah yang menjadi
tanggungan ahli waris ashabah masing-masing dari mereka yaitu
sebesar sepuluh persen dari divatnya tersebut.

Apabila mereka berencana melontarkan batu manjaniq, lalu
lontaran mereka mengenai seseorang, maka perbuatannya itu
bukanlah semi sengaja, karena rencana melontar seseorang
dengan manjaniq itu tidak mungkin tepat mengenai dirinya, tetapi
lontaran dari mereka ada yang tepat mengenainya. Dengan
demikian, maka wajib membavyar divat mughallazhah yang menjadi
tanggungan ahli waris ashabah masing-masing dari mereka, yaitu
sebesar sepuluh persen dari divatnya tersebut. Namun jika batu
manjaniq itu kembali ke salah seorang dari mereka, hingga
menewaskannya, maka sepuluh persen bagian divatnya gugur,
dan sembilan puluh persen sisanya wajib ditanggung oleh para
pelontar yang lain. Karena dia tewas akibat perbuatan sendiri dan
perbuatan mereka, sehingga bagian divatnya yang menjadi
perimbangan perbuatannya itu terbuang sia-sia, dan bagian divar
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vang menjadi perimbangan perbuatan mereka tetap waijib
ditanggung oleh mereka yang sembilan orang.

Kewajiban membayar divat yang menjadi tanggungan si
penarik tali pelontar dan si pelontar batu di antara mereka itu
sama seperti seseorang yang meletakkan peluru kendali (rudal) ke
dalam meriam, yang lain bertugas menepatkan arah sasaran ketika
membidik dengan menggunakan meriam, dan selain orang yang
telah disebutkan memasukkan bahan peledak pada lubang bagian
depan meriam.

Apabila salah seorang dari mereka datang membawa peluru
kendali, kemudian dia menjauh, maka tidak ada resiko apapun
vang harus ditanggungnya, karena dia hanya faktor pendukung,
dan faktor utamanya orang lain selain dirinya, sehingga ketentuan
hukum penanggungan divat itu berkaitan dengan faktor utama
tersebut.

Permmyataan Asy-Syirazi: “Jika seseorang terperosok ke
dalam sumur,” secara general maksudnya adalah jika ada
seseorang vang terperosok ke dalam sumur atau zabivah, vaitu
lubang yang terdapat di dataran tinggi yang menjadi tempat
persembunyian macan dan sejenisnya saat diburu. Kata pluralnya
Zubaa, ini sama seperti kata Madyah yang menjadi plural: Mudhaa.

Di antara ungkapan kata Zabivah yang menunjukkan arti
dataran tinggi (A/ Mahall Al Murtafi} adalah perkataan Utsman
kepada Ali pada masa pengepungan di sebuah kawasan: “Qad
Balagha As-Sailu Az-Zubaa” (Banijir telah mencapai dataran tinggi).

Kemudian ada orang lain jatuh menimpanya, lalu orang
pertama mati, maka resiko kematian orang pertama itu wajib
ditanggung oleh orang kedua. Hal ini sesuai dengan hadits afsar
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yang telah kami sampaikan tentang orang buta dimana Umar &%
memutuskan mewajibkan kepadanya membayar diyat orang yang
dapat berpenglihatan sempumna itu.

Kemudian kasus ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila
orang kedua ini dengan sengaja mengarahkan dirinya ke arah
orang pertama, dan posisi jatuhnya tepat di atas orang pertama,
vang pada umumnya posisi jatuh seperti itu dapat menyebabkan
korban tewas, maka orang kedua itu wajib dijatuhi hukuman
qishash.

Namun jika orang kedua ini dengan sengaja mengarahkan
dirinya ke arah orang pertama, dan posisi jatuhnya tepat di atas
orang pertama, yang pada umumnya posisi jatuh seperti itu tidak
menyebabkan korban tewas, maka dalam kasus seperti ini wajib
membayar diyat mughallazah yang menjadi tanggungan ahli waris
ashabah orang kedua. Lain halnya orang kedua jatuh menimpanya
tanpa ada unsur kesengajaan, maka dia wajib membayar divat
mukhaffafah yang menjadi tanggungan ahli waris ashabahnya,
dimana divat orang kedua itu terbuang sia-sia dalam kondisi
apapun. Karena dia mati bukan akibat perbuatan seseorang.

Apabila orang- pertama jatuh ke dalam sumur, dan orang
kedua jatuh tepat menimpa orang pertama, dan orang ketiga jatuh
tepat di atas orang pertama dan kedua, dan mereka semuanya
mati. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid telah
menuturkan bahwa resiko kematian orang pertama harus
ditanggung orang kedua dan ketiga, karena dia mati akibat posisi
jatuh mereka yang menimpa orang pertama. Resiko kematian
orang kedua itu harus ditanggung orang ketiga, karena dia jatuh
sendirian dan menimpa orang kedua, dimana nyawa orang ketiga
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itu hilang sia-sia, karena dia mati bukan akibat perbuatan
seseorang.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menuturkan bahwa orang ketiga
harus menanggung seperdua dari diyat orang kedua, dan seperdua
sisanya terbuang sia-sia. Karena orang kedua tewas akibat dia
jatuh menimpa orang pertama dan akibat jatuhnya orang ketiga
yang menimpanya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Ini lebih mendekati giyas.
Karena jatuhnya seseorang yang menimpa orang lain itu sebagai
penyebab kematiannya, sama seperti jatuhnya orang lain yang
menimpa dirinya. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Berdasarkan
analogi givas ini, jika orang yang kedua itu jatuh menimpa orang
pertama, dan keduanya mati bersama, maka seperdua dari diyat
orang pertama terbuang sia-sia, karena dia mati akibat jatuh
terperosok ke dalam sumur dan akibat jatuhnya orang kedua yang
menimpa dirinya.

Apabila ada seseorang jatuh terperosok ke dalam sumur
seraya menarik orang kedua, dan keduanya mati seketika, maka
nyawa orang pertama itu hilang sia-sia. Karena dia mati akibat
perbuatannya - menarik orang kedua yang menimpa dirinya,
dimana divat orang kedua wajib ditanggung oleh orang pertama,
karena dia mati akibat penarikan orang pertama itu. Lain halnya
jika orang pertama menarik orang kedua, dan orang kedua itu
jatuh seraya menarik orang ketiga, dimana mereka semua tewas,
maka sesungguhnya orang pertama mati akibat perbuatan sendiri,
yaitu perbuatannya menarik orang kedua hingga jatuh
menimpanya dan akibat perbuatan orang kedua, yaitu menarik
orang ketiga. Dengan demikian, seperdua dari diyat orang yang
pertama itu gugur dan seperdua yang tersisa dari divat orang
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pertama itu wajib ditanggung oleh orang kedua. Orang kedua
berhak mendapatkan seperdua dari divatnya yang menjadi
tanggungan orang pertama, dimana seperdua lainnya yang tersisa
itu gugur, karena dia tewas akibat perbuatan orang pertama
(menarik dirinya) dan akibat penarikan orang ketiga oleh orang
kedua hingga menimpa dirinya. Sedangkan orang ketiga itu berhak
mendapatkan divat secara penuh, karena tidak ada perbuatannya
yang bekenaan dengan kematian dirinya. Lantas siapa yang wajib
menanggung divatnya itu? Dalam perkara ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dijvat orang ketiga itu wajib ditanggung
oleh orang kedua, karena dialah orang yang telah menariknya
(hingga dia jatuh dan mati).

Pendapat Kedua: Divatnya itu wajib ditanggung oleh orang
pertama dan, kedua masing-masing menanggung seperdua dari
diyat tersebut. Sebab, orang pertama telah menarik orang kedua,
dan orang kedua telah menarik orang ketiga, seakan-akan orang
ketiga mati akibat penarikan orang pertama dan kedua.

Apabila gambaran masalah itu demikian, dan orang ketiga
menarik orang keempat, dimana mereka semuanya tewas, maka
dalam kasus ini terjadi tiga penarikan. Terkait orang yang pertama,
dia tewas akibat perbuatan sendiri, perbuatan orang kedua dan
perbuatan orang ketiga, sehingga sepertiga divatnya gugur,
karena dia telah menarik orang kedua hingga menimpa dirinya,
namun dia tetap berhak mendapatkan sepertiga dari divatnya
yang menjadi tanggungan orang kedua, karena dia telah menarik
orang ketiga hingga menimpa dirinya, dan orang ketiga juga harus
menanggung sepertiga divat akibat dia menarik orang keempat.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 125



Sementara orang yang kedua itu tewas akibat perbuatan
sendiri, perbuatan orang pertama dan perbuatan orang ketiga,
sehingga dia tetap berhak mendapatkan sepertiga divat yang
menjadi tanggungan orang pertama, dan orang ketiga harus
menanggung sepertiga djvat tersebut, sementara sepertiga yang
tersisa dari djvat orang kedua itu gugur. Namun terkait dengan
orang vang ketiga, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi'i:

Pendapat Pertama: Seperdua dari divatnya itu gugur, dan
dia tetap berhak mendapatkan seperdua dari diyat yang menjadi
tanggungan orang kedua. Karena dia tewas akibat perbuatan
sendiri, yaitu menarik orang keempat, sehingga seperdua dari
divatnya itu gugur karena perbuatannya itu, serta juga akibat dari
perbuatan orang yang kedua yaitu penarikan dirinya oleh orang
kedua.

Pendapat Kedua: Sepertiga dari divatnya itu gugur, karena
itu akibat dari tiga perbuatan; penarikan orang keempat oleh
dirinya, penarikan dirinya oleh orang kedua, dan penarikan orang
kedua oleh orang pertama. Dengan demikian, dia berhak
mendapatkan sepertiga yang menjadi tanggungan orang pertama
dan sepertiga divat lainnya yang menjadi tanggungan orang yang
kedua.

Terkait dengan masalah orang yang keempat, maka dia
berhak mendapatkan semua divat tersebut. Karena, tidak ada
perbuatannya yang bekenaan dengan kematian dirinya. Lantas
siapa yang wajib menanggung divatnya? Dalam hal ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

126 || 4l Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Pendapat Pertama: Diyat orang yang keempat itu waijib
ditanggung oleh orang ketiga, karena dialah orang yang telah
menariknya (hingga dia jatuh dan tewas).

Pendapat Kedua: Dijyatnya wajib ditanggung oleh orang
pertama, kedua dan ketiga, karena jatuhnya orang keempat itu
akibat sejumlah penarikan tersebut.

Apabila dikemukakan sebuah argumen bahwa sesungguh-
nya Simak bin Harb telah meriwayatkan dari Hanasy bin Al
Mu'tamir dari Ali 4%, “Bahwa sekelompok kaum di Yaman
membuat perangkap (jebakan; lubang buatan) untuk memburu
macan dengan menggunakan perangkap tersebut, lalu macan jatuh
ke dalam perangkap tersebut, kemudian sejumlah orang
berkerumun di atas bibir perangkap tersebut karena hendak
melihatnya, tiba-tiba seseorang tergelincir hendak masuk ke dalam
perangkap tersebut, lalu dia berpegangan dengan orang kedua,
dan orang kedua berpegangan dengan orang ketiga, dan
kesepuluh orang itu berpegangan.

Ahli waris ashabah masing-masing dari kesembilan orang
itu diharuskan menanggung sepersepuluh dari diyat orang yang
pertama, karena orang ketiga mati akibat perbuatannya menarik
orang keempat, sehingga mereka semua jatuh ke dalam
perangkap tersebut, lalu macan membunuh mereka hingga tewas.
Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Ali &, tiba-tiba dia
memutuskan orang pertama berhak mendapatkan seperempat dari
diyatnya, karena di atasnya ada tiga orang, memutuskan orang
kedua berhak mendapatkan sepertiga divat karena di atasnya ada
dua orang, dimana orang ketiga berhak mendapatkan seperdua
dari divatnya, dan orang keempat berhak mendapatkan divat
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secara utuh, lalu Ali melaporkan keputusan itu kepada Nabi g,
dan beliau bersabda: “Keputusannya sama seperti keputusan Al.”

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa para ahli hadits
tidak dapat memastikan kebenaran hadits ini, karena hadits ini
dimuat dalam Musnad Ahmad, Sunan Al Baihaqi. Al Bazzar, dia
berkata: Sepengetahuan kami hadits ini tidak diriwayatkan kecuali
dari Ali, dimana sepengetahuan kami hadits ini tidak mempunyai
sanad kecuali dari jalur ini. Selain itu, Hansy merupakan periwayat
vang dha’if Abu Daud menilai bahwa dia merupakan periwayat
vang tepercaya. Penulis Majma’' Az-Zawaid berkata: Periwayat
lainnya merupakan para periwayat hadits shahih. Namun
ketentuan hukum fikih adalah ketentuan vyang telah kami
kemukakan.

Cabang: Seseorang menggali sumur di atas sebuah lahan,
vang mana dia tidak berhak melakukan penggalian sumur di atas
lahan tersebut, tiba-tiba ada seseorang tergelincir ke dalam sumur
itu seraya menarik orang yang ada di atasnya, dan keduanya
tewas, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i. Ath-Thabari telah menyampaikannya dalam A/ Uddah.

Pendapat Pertama: Orang vyang pertama berhak
mendapatkan seperdua dari divat yang menjadi tanggungan si
penggali sumur, dan seperdua sisanya terbuang sia-sia, karena dia
mati akibat dua faktor sekaligus, vaitu penggalian sumur dan
penarikan orang kedua oleh dirinya (hingga orang yang kedua itu
jatuh menimpanya), sehingga divat itu dibagi-bagi berdasarkan
kedua faktor tersebut, dan bagian divat yang menjadi perimbangan
perbuatannya itu gugur.
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Pendapat Kedua: Abu Ath-Thayyib telah menceritakannya
dari Abi Abdillah Al Juwaini, bahwa orang yang pertama tidak
berhak mendapatkan apapun yang menjadi tanggungan si penggali
sumur, karena perbuatannya yang menarik orang kedua hingga
menimpa dirinya, itu merupakan faktor utama kematiannya,
sedangkan penggalian sumur itu hanyalah faktor pendukung,
ketentuan hukum faktor pendukung itu digugurkan dengan adanya
faktor utama, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan
dalam kasus seseorang yang datang membawa peluru kendali dan
seketika itu juga dia menjauh.

Ath-Thabari berkata: Pendapat pertama merupakan
pendapat vang lebih shahih. Karena penarikan itu sendiri juga
merupakan faktor kematiannya, karena dengan adanya penarikan,
itu membuktikan bahwa orang yang pertama itu tidak berencana
menjatuhkan orang kedua hingga menimpa dirinya, tetapi adanya
penarikan itu membuktikan orang pertama berencana
menghindarkan dirinya dari jatuh ke dalam sumur tersebut, dengan
demikian salah seorang dari mereka tidak ada vyang lebih
diprioritaskan. Wallahu A ’lam.

Bab: Beragam Macam Diyat

Asy-Svirazi & berkata: Diyat dalam pembunuhan
orang merdeka yang muslim jumlahnya seratus ekor
unta. Hal ini sesuai dengan hadits vyang telah
diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru
bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa
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Rasulullah & mengirim surat kepada penduduk Yaman
vang berisi seputar fara‘idh, kesunahan dan divat, dan
surat itu dibacakan di hadapan penduduk Yaman,
“Sesungguhnya di dalam kasus penghilangan nyawa
seseorang terdapat hukuman diyat sebanyak seratus
ekor unta. Apabila diyat itu diberlukan berkenaan
dengan kasus pembunuhan secara sengaja atau semi
sengaja, maka wajib membayar diyat mughallazhah
sebanyak seratus ekor unta yang terbagi menjadi tiga
macam; tiga puluh ekor unta hiqqah (unta yang telah
sempurna berumur tiga tahun dan memasuki tahun
keempat), tiga puluh ekor unta jadz’ah (unta yang telah
sempurna berumur tiga empat dan memasuki tahun
kelima), dan empat puluh ekor unta khalifah (vang
sedang hamil).”

Abu Tsaur berkata: Diyat dalam pembunuhan
semi sengaja dibagi lima macam; dua puluh unta bintu
makhadh (unta yang telah sempurna berumur setahun
dan memasuki tahun kedua), dua puluh unta bintu Jabun
(unta yang telah sempurna berumur dua tahun dan
memasuki tahun ketiga), dua puluh unta ibnu labun, dua
puluh unta higqgah dan dua puluh ekor jadz’ah.

Karena tatkala diyat dalam pembunuhan semi
sengaja itu sama seperti pembunuhan secara tidak
sengaja dalam segi bentuk pembayarannya yang tidak
bersifat tunai dan menjadi tanggungan ahli waris
ashabah, maka tentunya diyat semi sengaja itu sama
seperti divat pembunuhan tidak sengaja dalam hal
pembayarannya yang dibagi menjadi lima macam.
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Pendapat Abu Tsaur ini keliru, hal ini sesuai
dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu
Umar #;,, bahwa Rasulullah & berkhutbah pada masa

penaklukan kota Makkah, beliau bersabda: (st & oy 3f
it S G oipi e e s B ey 0 B s £
@3yl \qa,iaf ¢ “Ingatlah, sesungguhnya diyat dalam
pembunuhan secara tidak sengaja dan semi sengaja,
vaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu
adalah divat mughallazhah, vaitu seratus ekor unta,
vang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang
sedang hamil..”

Mujahid telah meriwayatkan dari Umar &,
“Sesungguhnya diyat semi sengaja adalah tiga puluh
ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadz’ah, dan
empat puluh ekor unta khalifah.”

Pembunuhan secara semi sengaja berbeda dengan
pembunuhan secara tidak sengaja (tersalah), karena
pembunuhan secara tersalah itu sama sekali tidak ada
rencana melakukan pembunuhan dan tidak pula tindak
pidana lainnya, sehingga hukumannya diperingan dari
segala sisi.

Sementara dalam pembunuhan semi sengaja
sama sekali tidak ada rencana melakukan tindak
pembunuhan, sehingga diposisikan seperti pembunuhan
secara tersalah dalam segi bentuk pembayarannya yang
tidak bersifat tunai dan menjadi tangqungan ahli waris
ashabah, dimana adanya rencana melakukan tindak
pidana (vang menyebabkan hilangnya nyawa
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seseorang), sehingga pembunuhan semi sengaja itu
diposisikan sama seperti pembunuhan secara sengaja
dalam segi bentuk pembayarannya yang diperberat
(divat mughallazhah) dengan mempertimbangkan faktor
umur unta. Lantas apakah dalam unta khalifah itu
dipertimbangkan faktor umur unta berikut kandungan-
nya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Faktor umur unta khalifah
tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pembayaran
diyat tersebut, hal ini sesuai dengan sabda

Rasulullah @, %3¥3f @ik 8 &> 40 @i “(Seratus ekor
unta itu) terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah

vang sedang hamil” dan beliau tidak membeda-
bedakan keempat puluh unta khalifah tersebut.

Pendapat Kedua: Unta khalifah yang berumur dua
tahun ke atas menjadi bahan pertimbangan dalam
pembayaran diyat tersebut, karena unta khalifah itu
merupakan salah satu dari bagian total jumlah unta
divat tersebut. Sehingga harus dibedakan secara
spesifik dengan umur tersebut, sama seperti macam
unta diyat yang berjumlah tiga puluh ekor.

Apabila diyat itu berkenaan dengan pembunuhan
secara tersalah dimana pembunuhan itu terjadi di luar
tanah suci (Al Haram), serta di luar bulan-bulan yang
dimuliakan (diharamkan berperang), sementara korban
yang dibunuh itu juga bukan seorang kerabat yang
menjadi mahram si pembunuh, maka dia wajib
membayar divat mukhaffafah yang dibagi menjadi lima
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macam, yaitu dua puluh unta bintu makhadh, dua puluh
unta bintu labun, dua puluh unta ibnu labun, dua puluh
unta hiqgah dan dua puluh ekor jadz’ah.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Ibnu Mas’ud ;,
bahwa dia berkata: “Dalam pembunuhan secara
tersalah, divat-nya adalah dua puluh ekor jadz’ah, dua
puluh unta higgah, dua puluh unta bintu labun, dua
puluh unta ibnu labun, dan dua puluh unta bintu
makhadh..”

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa
para ulama berkata: Diyat pembunuhan secara tersalah
adalah seratus ekor unta, yang terdiri dari dua puluh
unta bintu makhadh, dua puluh unta bintu labun, dua
puluh unta ibnu labun, dua puluh unta higgah dan dua
puluh unta ekor jadz’ah.

Namun jika pembunuhan itu dilakukan di tanah
suci (Al Haram), atau pada bulan-bulan suci (yang
dimuliakan), yaitu bulan Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah,
Muharram dan Rajab, atau korban yang dibunuh itu
masih kerabat yang menjadi mahram si pembunuh,
maka dia wajib membayar divat mughallazhah. Hal ini
sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh
Mujahid, bahwa Umar &, “Memutuskan dalam kasus
seseorang yang membunuh di tanah suci atau pada
bulan-bulan yang dimuliakan, atau mahram, mewajib-
kan membayar divat secara utuh ditambah sepertiga
diyat.”
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Abu An-Najih telah meriwayatkan dari Utsman :;,
“Bahwa dia memutuskan dalam kasus seorang
perempuan yang dibunuh di tanah suci (Makkah), lalu
dia menetapkan pembayaran divat sebesar delapan
ribu; enam ribu sebagai divat dan dua ribu lantaran
membunuh di tanah suci.”

Nafi’ bin Jubair meriwayatkan, “Ada seseorang
vang dibunuh di tanah suci pada bulan yang dimuliakan,
lalu Tonu Abbas berkata: ‘Dijyatnya dua belas ribu,
rinciannya empat ribu karena membunuh pada bulan
suci, dan empat ribu lainnya karena membunuh di
tanah suci, lalu divatnya itu digenapkan menjadi dua
puluh ribu.”

Jika pembunuhan itu dilakukan di kota Madinah,
maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wajib membayar divat
mughallazhah, karena Madinah itu sama seperti tanah
suci Makkah dalam hal pelarangan membunuh binatang
buruan, maka demikian pula dalam memperberat
pembayaran diyat.

Pendapat Kedua: Tidak wajib membayar divat
mughallazhah, karena Madinah itu tidak memiliki
keistimewaan dibanding kota lainnya dalam hal
larangan melakukan pembunuhan, lain halnya dengan
tanah suci Makkah.

Asy-Syafi’i mempunyai pendapat yang beragam
mengenai kasus pembunuhan secara sengaja yang
dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.
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Pendapat Pertama: Dalam salah satu dari dua
pendapatnya, dia berkata: Pembunuhan secara sengaja
vang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila itu
dihukumi sebagai pembunuhan secara tersalah, karena
jilka pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh
mereka itu dihukumi pembunuhan secara sengaja, maka
tentunya pembunuhan itu menetapkan akibat hukum
gishash. Dengan demikian, berdasarkan pendapat ini,
akibat kesengajaan mereka melakukan pembunuhan,
mereka itu wajib membayar diyvat mukhaffafah.

Pendapat Kedua: Pembunuhan yang dilakukan
secara sengaja oleh mereka dihukumi pembunuhan
secara sengaja. Dengan demikian, berdasarkan
pendapat kedua ini, akibat kesengajaan mereka

melakukan pembunuhan wajib membayar divat
mughallazhah.

(Tindak pidana yang berkenaan dengan) organ
tubuh yang di dalamnya mengandung kewajiban
membayar diyat sama seperti (penghilangan) nyawa
dalam segi penentuan divat mughallazhah dan diyat
mukhaffafah, karena organ tubuh itu sama seperti
nyawa dalam penentuan kewajiban gishash dan diyat.
Dengan demikian, organ tubuh itu sama seperti nyawa
dalam penentuan divat mughallazhah dan diyat
mukhaffafah.
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Penjelasan:

Hadits Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm telah
diriwayatkan oleh An-Nasaa'i, dan dia berkata: Yunus telah
meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri secara mursal Abu Daud
juga meriwayatkannya dalam A/ Maraasil Sedangkan Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarud, Al Hakim dan Al Baihagqi
meriwayatkannya secara maushul

Asy-Syaukani berkata: Jamaah dari kalangan ulama ahli
hadits antara lain Al Hakim, Ahmad, Tonu Hibban, dan Al Baihaqi
menyatakan shahih sanad hadits ini. Malik dan Asy-Svafi'i juga
telah meriwayatkannya. Pembicaraan tentang hadits ini telah
disampaikan ketika membicarakan tentang pembunuhan seorang
lelaki (yang dibalas) dengan perempuan.

Hadits Tbnu Umar telah diriwayatkan oleh Abu Daud
dengan redaksi, “Rasulullah g} berkhutbah di atas tangga Baitullah
atau Ka'bah.” Para penulis As-Sunan kecuali At-Tirmidz telah
meriwayatkannya, dimana mereka mempunyai riwavat hadits
serupa yang bersumber dari hadits Abdullah bin Amru.

Afsar Mujahid vang diriwayatkan dari Umar telah
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan A/ Kubra, dimana itu
merupakan hadits mungathi’. Dalam sanadnya terdapat periwayat
bernama Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan periwayat vang
dha’if. Tbnu Al Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari
Umar, bahwa dia berkata: “Barangsiapa melakukan tindak
pembunuhan di tanah suci Makkah, atau membunuh seorang
mahram, atau melakukan tindak pembunuhan pada bulan suci,
maka dia harus menanggung djvat secara utuh ditambah sepertiga
divat.”
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Asy-Svafi'i dan Al Baihaqi juga telah meriwayatkan sebuah
hadits dari Umar melalui jalur Ibnu Abi Najih dari ayahnya,
“Bahwa ada seseorang yang menginjak-injak seorang perempuan
di Makkah hingga menewaskannya, lalu Umar memutuskan
berkenaan dengan pembunuhan perempuan itu kewajiban
membayar divat delapan ribu dirham dan ditambah sepertiga.”

Atsar Tonu Mas'ud telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasaa'i dan Ibnu Majah berupa hadits
marfu’ dari Al Hajjaj bin Artha"ah dari Zaid bin Jubair dari Hasyf
bin Malik Ath-Tha"i dari Ionu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah
bersabda:
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“Diyvat pembunuhan karena tersalah terdiri dari dua puluh
ekor unta higgah, dua puluh ekor unta jadzah, dua puluh ekor
unta binfu makhadh, dua puluh ekor unta bintu labun dan dua
puluh ekor unta ibnu labun jantan.”

Ibnu Majah dalam sebuah sanad miliknya dari Al Hajjaj,
berkata: Zaid bin Jubair menceritakan kepada kami, Abu Hatim
Ar-Razi berkata: Al Hajjaj melakukan fadlis (meriwayatkan hadits
dari orang yang semasa dengannya yang seolah-oleh dia pernah
mendengarnya, padahal dia tidak pernah mendengarnya) dari para
periwayat yang dha’if Jadi, jika dia berkata: Fulan Menceritakan
kepada kami, maka fadllis itu tidak diragukan lagi.
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Al Bazzar, Al Baihagi dan Ad-Daruquthni juga telah
meriwayatkannya, Ad-Daruquthni berkata: “Dua puluh ekor unta
banuu labun’ sebagai pengganti kata, “dua puluh ekor unta bnu

makhadh.”

Sementara hadits mauquf yang telah diutarakan oleh Asy-
Svirazi, sanadnya dalam Sunan Ad-Daruquthni yang bersumber
dari jalur periwayatan Abu Ubaidah dari ayahnya, vaitu Abdullah
bin Mas'ud, berupa sanad yang mauguf (terhenti pada level
sahabat). Ad-Daruquthni berkata: Ini adalah sanad vang hasan,
dimana dia menilai dha if sanad hadits marfu’tersebut ditinjau dari
banyak segi. Kemungkinan Asy-Syirazi terpengaruh oleh penilaian
Ad-Daruquthni yang menyatakan sanad hadits marfu’ itu dhaif
sanad hadits vang mauquf itu hasan, sehingga Asy-Syirazi
memilihnya sebagai dalil pendukung.

Namun, Al Baihagi menanggapi penilaian Ad-Daruquthni
tersebut, dia menilai Ad-Daruquthni telah salah melakukan
penilaian, dan dia berkata: Periwayat yang baik itu kadang khilaf.
Al Baihaqgi berkata: Aku telah melihatnya dalam Jami’ Sufyan Ats-
Tsauri dari Manshur, dari Ibrahim dari Abdullah dan dari Tonu
Ishaq dari Algamah dari Abdullah. Dan juga dari Abdurrahman bin
Mahdi, dari Yazid bin Harun, dari Sulaiman At-Taimi dari Abi
Mijlaz dari Abi Ubaidah dari Abdullah.

Asy-Svirazi didukung oleh pernyataan bahwa Al Hafizh Ibnu
Hajar itu mendukung penilaian Ad-Daruquthni tersebut, alasannya
karena dia menilai dha if riwayat yang marfu’itu lantaran sebagian
redaksinya, seperti misalnya ungkapan “Dua puluh ekor unta banu
makhadh,” lalu Ibnu Hajar berkata: Dengan demikian, penilaian
salah Ad-Daruquthni itu menjadi hilang.
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At-Tirmidzi telah membicarakan tentang hadits Ibnu
Mas'ud, dia berkata: Sepengetahuan kami hadits ini tidak
diriwayatkan dengan sanad marfu’ kecuali dari jalur ini.
Diriwayatkan pula dari Abdullah berupa hadits mauquf Abu Bakar
Al Bazzar berkata: Hadits ini, sepengetahuan kami tidak
diriwayatkan berupa hadits marfu’kecuali dengan sanad seperti ini.

Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa Hasyf bin Malik
merupakan periwayat yang majhul (tidak diketahui identitasnya,)
vang tidak dikenal namanya kecuali dengan hadits ini. Asy-Syafi'i
mencoba menghindari berpendapat dengan memegangi hadits ini
karena alasan tersebut. Di samping itu, dalam hadits ini terdapat
redaksi, “Dua puluh ekor unta banu makhadh,” dan tidak ada
pintu masuk bagi banu makhadh untuk dijadikan bagian dari unta
zakat yang ditinjau dari faktor umur.

Terkait dengan atsar Utsman, Asy-Syafi'i berkata: Sufyan
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya,
“Sesungguhnya ada seseorang yang menginjak-injak seorang
perempuan di Makkah, lalu Utsman memutuskan berkenaan
dengan kematian perempuan tersebut dengan mewajibkan
membayar delapan ratus ribu dirham dan ditambah sepertiga.”

Al Jauzajani telah meriwayatkan dari Abi Az-Zunad, Bahwa
Umar bin Abdul Aziz selalu mengumpulkan para pakar fikih, di
antara diskusi yang coba dia hidupkan kembali dengan meminta
pendapat tujuh pakar fikih Madinah dan pandangan mereka
tentang beragam perkara sunah itu, adalah bahwa sekelompok
ulama (sahabat) berkata: “Bahwasanya divat vang diperberat
(mughallazhah) dalam kasus pembunuhan pada bulan suci adalah
sebesar empat ribu, lalu berubah menjadi enam belas ribu dirham.”
Lalu dia mengabaikan pendapat tersebut dengan mengambil
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pendapat para pakar fikih tersebut dan menetapkannya sebesar
dua belas ribu dirham, baik (pembunuhan itu dilakukan) pada bulan
suci, tanah suci maupun di luar keduanya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ketentuan divat seperti ini tidak
pernah terbukti benar diriwayatkan dari sahabat. Kalau itu benar,
maka pendapat Umar bin Abdul Aziz itu bertentangan dengan
pendapat sahabat tersebut. Pendapat sahabat lebih diprioritaskan
dari pada pendapat penentangnya. Padahal pendapat Umar itu
riwayatnya lebih diunggulkan disamping pendapatnya itu sesuai
dengan ketentuan Al Qur'an, Sunnah dan Qiyas. Dalam
penjelasan tentang hukum ini, akan disampaikan pendapat yang
unggul dari perbedaan pendapat yang ada.

Dari surat Amru bin Hazm dapat disimpulkan, bahwa divat
dalam pembunuhan orang merdeka yang muslim adalah seratus
ekor unta. Keputusan ini sudah menjadi jima’ulama. Apabila divat
itu berkenaan dengan kasus pembunuhan secara sengaja atau semi
sengaja, maka sang pelaku wajib mengeluarkan seratus ekor yang
diperberat pembayarannya (mughallazhah), vaitu terdiri dari tiga
puluh ekor unta higgah, tiga puluh ekor unta jadzah, dan empat
puluh ekor unta khalifah. Demikian, Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Al
Mughirah bin Syu’bah, Atha® dan Muhammad bin Al Hasan
berpendapat.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: Seratus ekor unta itu
wajib dibagi empat macam, yaitu dua puluh lima ekor unta binfu
makhadh, dua puluh lima ekor unta bintu /abun, dua puluh lima
ekor unta higgah dan dua puluh lima ekor unta jadz ah. Sementara
Abu Tsaur berkata: Djyat pembunuhan semi sengaja bentuknya
divat mukhaffafah, vyang sama dengan pembayaran divat
pembunuhan secara tersalah.
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Yang menjadi dalil kami adalah hadits vang telah
diriwayatkan, bahwa Nabi & pada masa penaklukan kota Makkah
bersabda:
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“Ingatlah, sesungguhnya divat dalam pembunuhan secara

tidak sengaja dan semi sengaja, vaitu pembunuhan dengan

cambuk dan tongkat kayu adalah divat mughallazhah, vaitu seratus

ekor unta, yang terdini dari empat puluh ekor unta khalifah yang
sedang hamil.”

!

Dalil lainnya adalah, hadits yang diriwayatkan dari Ubadah
bin Ash-Shamit #;, bahwa Nabi €& bersabda,
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“Ingatlah. Sesungguhnya dalam divat vang sempurna itu
(ada kewajiban membayar) seratus ekor unta, vang terdiri dari
empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil.”

Al Imrani dalam A/ Bavan berkata: Apabila timbul
pertanyaan apa makna sabda Nabi: “Empat puluh ekor unta
khalifah yang sedang hamil,” padahal sudah maklum bahwa unta
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khalifah tidak ada kecuali unta hamil. Menurut kami, perkataan
tersebut mempunyai dua interpretasi.

Interpretasi Pertama: Beliau ingin menguatkan pemyataan
sebelumnya, dimana klausa kata yang secara gramatikal
menyempumnakan itu diperbolehkan, sama seperti firman

& 2% s -
Allah 8,56 T2 G S g s i o U &8 S “Maka
wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi)

apabila kamu telah pulang kembali. ltulah sepuluh (hari) vang
sempurna.”(Qs. Al Baqgarah [2]: 196).

Pendapat Kedua: Kata “khalifah” adalah kata benda vang
menunjukkan sifat untuk unta hamil yang belum melahirkan, dan
kata benda yang menunjukkan sifat untuk unta yang telah
melahirkan dan anaknya selalu mengekomya. Dengan demikian,
beliau ingin membedakan antara kedua sifat unta tersebut.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka apakah
unta khalifah (yang hamil) itu harus dibatasi umur atau tidak?
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak harus dibatasi dengan umur,
bahkan jika unta khalifah itu tengah hamil, maka berapapun
umurnya, boleh dijadikan unta divat.

Pendapat Kedua: Harus dibatasi dengan umur, yaitu tiga
tahun lebih. Hal ini sesuai dengan hadits Ugbah bin Aus dari
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sesungqguhnya divat dalam pembunuhan secara dan semi sengaja,
vaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu adalah diyat
mughallazhah, vaitu seratus ekor unta, yang terdiri dari empat
puluh ekor unta khalifah vang sedang hamil vaitu unta yang
umumya antara dua tahun memasuki tahun berikutnya seluruhnya
itu adalah unta khalifah..” HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa'i,
Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al Bukhari dalam 7arikh A/
Kabir. Marasil Ash-Shahabah adalah hujjah (dalil pendukung),
karena mereka adalah orang-orang yang tepercaya tidak dicurigai
melakukan kebohongan.

Masalah: Apabila kejahatan itu dilakukan secara tidak
sengaja (tersalah), dan pembunuhan itu tidak terjadi di tanah suci
Makkah dan tidak pula pada bulan-bulan suci, tetapi korban yang
dibunuh itu seorang kerabat yang menjadi mahram si pembunuh,
maka jenis divatnya adalah divat mukhaffafah yang terdiri dari
lima macam, vaitu sebanyak seratus ekor unta, terdiri dari dua
puluh unta bintu makhadh, dua puluh unta bintu labun, dua puluh
unta fbnu labun, dua puluh unta higgah dan dua puluh ekor
Jjadz'ah. Demikianlah, sebagian sahabat antara lain Ibnu Mas'ud
berpendapat, dari kalangan tabi'in ada Umar bin Abdul Aziz,
Sulaiman bin Yasar dan Az-Zuhri, dari kalangan pakar fikih ada
Malik, Rabi’ah, Al Laits dan Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berkata: Diyatnya itu
terdiri dari lima macam, hanya saja dia wajib mengeluarkan dua
puluh ekor unta ibnu makhadh sebagai pengganti unta banuu
labun.

Diriwayatkan Utsman dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka
berkata: “Dijyat tersebut harus terdiri dari empat macam, yaitu tiga
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puluh ekor unta jadz ah, tiga puluh ekor unta higgah, dua puluh
ekor unta bintu labun dan dua puluh ekor unta bintu makhadh.”

Asy-Sya’bi dan Al Hasan Al Bashri berkata, bahwa divat
tersebut harus terdiri dari empat macam, yaitu dua puluh lima ekor
unta jadz'ah, dua puluh lima ekor unta higgah, dua puluh lima
ekor unta binfu labun dan dua puluh lima ekor unta binfu
makhadh.” Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali ;.

Sementara yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang
telah diriwayatkan oleh Al Hajjaj dari Ibonu Mas'ud, “Sesungguhnya
Nabi € memutuskan divat pembunuhan secara tersalah sebanyak
seratus ekor unta, vang terdiri dari dua puluh unta higgah, dua
puluh ekor jadz ah, dua puluh unta binfu makhadh, dua puluh unta
bintu labun, dan dua puluh ekor unta ibnu makhadh..” (HR.
Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah),
pembahasan mengenai hadits ini telah disampaikan sebelumnya.

Hadits ini juga telah diriwayatkan secara mauquf pada Ibnu
Mas'ud. Al Mundziri setelah ‘dia menyebutkan perbedaan sanad
hadits ini yang ditujukan pada Al Hajjaj, berkata: Al Hajjaj
merupakan periwayat yang tidak dapat dijadikan pegangan.
Demikian juga Al Baihaqi berpendapat. Namun yang shahih,
bahwa hadits tersebut sanadnya mauquf pada Abdullah bin
Mas'ud.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa para ulama
berkata: Divat pembunuhan secara tersalah adalah seratus ekor
unta, yang terdiri dari dua puluh unta binfu makhadh, dua puluh
unta binfu /fabun, duva puluh unta ibnu /abun, dua puluh unta
higgah dan dua puluh unta ekor jadz ah.
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Apabila pembunuhan itu dilakukan di tanah suci (Al
Haram), atau pada bulan-bulan suci (yang dimuliakan), yaitu bulan
Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab, atau korban yang
dibunuh itu merupakan kerabat yang menjadi mahram si
pembunuh, maka diyat pembunuhan karena tersalah itu berupa
divat mughallazhah sama seperti pembunuhan secara sengaja.
Oleh karena itu, sang pelaku wajib membayar diyat tiga puluh ekor
unta higgah, tiga puluh ekor unta jadzah dan empat puluh ekor
unta khalifah yang hamil.

Umar #%, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dari jalur periwayatan Mujahid dari Umar, berkata, bahwa
dia memutuskan dalam kasus seseorang yang membunuh di tanah
suci atau pada bulan-bulan yang dimuliakan, atau korban yang
dibunuh adalah mahram, dengan mewajibkan membayar divat
secara utuh ditambah sepertiga divat” Ini merupakan hadits
munqgathi’. Di dalam sanadnya ada periwayat bernama Laits bin
Abi Sulaim, dia merupakan periwayat yang dha if

Al Baihaqgi berkata: Telah diriwayatkan dari lkrimah dari
Umar, berupa afsar yang menjelaskan tentang hukuman diivat yang
diperberat dalam (kasus pembunuhan) pada bulan suci. Ibnu Al
Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari Umar, bahwa dia
berpendapat mengenai kasus seseorang yang melakukan tindak
pembunuhan di tanah suci, atau melakukan tindak pembunuhan
pada bulan suci, melakukan tindak pembunuhan terhadap
mahram: “Dia harus menanggung divat secara penuh dan
ditambah sepertiga (dari divat tersebut).”

Asy-Svafi'i dan Al Baihaqi juga telah meriwayatkan melaltui
jalur periwayatan Ibnu Abi Najih dari ayahnya, “Bahwa ada
seseorang yang menginjak-injak seorang perempuan di Makkah
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hingga menewaskannya, lalu Umar memutuskan berkenaan
dengan pembunuhan perempuan itu kewajiban membayar divat
delapan ribu dirham dan ditambah sepertiga.”

Al Baihagi dan Ibnu Hazm telah meriwayatkan dari fonu
Abbas melalui jalur periwayatan Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas,
dia berkata: “Diyat korban yang dibunuh pada bulan-bulan suci
(vang dimuliakan) ditambah empat ribu, dan divat korban yang
dibunuh di tanah suci (ditambah) empat ribu.”

Ibnu Hazm dalam A/ Muhalla meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, bahwa ada seseorang melakukan tindak pembunuhan di
tanah suci pada bulan suci, lalu dia berkata: “Sesungguhnya divat-
nya sebesar dua belas ribu, dan untuk (pembunuhan) pada bulan

suci dan di tanah suci masing-masing empat ribu, jadi total
keseluruhannya adalah dua puluh ribu.”

Apabila ada seseorang vang melakukan tindak
pembunuhan karena tersalah di tanah suci Madinah, maka apakah
si pembunuh itu harus dihukum berat? Dalam perkara ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pembunuh itu harus dihukum berat.
Karena tanah suci Madinah sama seperti tanah suci Makkah dalam
hal pelarangan membunuh binatang buruannya. Dengan demikian,
tanah suci Madinah sama seperti tanah suci Makkah dalam hal
memperberat divat pembunuhan karena tersalah.

Pendapat Kedua: Diyat pembunuhan karena tersalah di
tanah suci Madinah tidak diperberat. Ini merupakan pendapat
yang lebih shahih. Karena tanah suci Madinah itu kemuliaannya di
bawah tanah suci Makkah, terbukti dengan dibolehkannya
memasuki kota Madinah tanpa disertai niat ihram. Dengan
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demikian, pemberatan hukuman dalam konteks kesucian ini, tidak
dapat disamakan dengan tanah suci Makkah.

Jika seseorang melakukan tindak pembunuhan terhadap
seseorang vang sedang ihram karena tersalah, maka apakah divat-
nya itu diperberat? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dijvatnya diperberat, hal ini sama
seperti djyat yang diperberat dalam kasus pembunuhan di tanah
suci Makkah. Demikian, Ahmad berpendapat, karena resiko
menanggung denda binatang buruan itu ihram itu erat kaitannya
dengan ihram. Oleh karena itu, akibat adanya ihram ini, maka
divat pembunuhan orang yang ihram tersebut diperberat, sama
seperti (divat pembunuhan) di tanah suci.

Pendapat Kedua: Djvat tidak diperberat akibat adanya
ihram, karena syara’ hanya menjelaskan tentang hukuman berat
terkait pembunuhan di tanah suci bukan terkait ihram. Hal ini

sesuai dengan dalil hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad
dalam riwayat Al Atsram dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ¢

bersabda, ¢ J3 3f o7t 3 B be oy Bl B i slef Oy
“:‘;!-9‘3-‘}‘ Jd :}:’3 W a8 “Sesungguhnya orang vang paling
berani menentang Allah & di antara manusia adalah orang yang
melakukan kejahatan pembunuhan di tanah suci, atau orang yang
menghukum mati seseorang yang bukan pembunuhnya, atau
melakukan kejahatan pembunuhan sebab kembali memasuki fase
jahiliyah.” Dimana perkara ihram itu tidak dapat disejajarkan
dengan tanah suci Makkah dalam segi kesuciannya.

Apabila ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka
menurut kami pemberatan divat pembunuhan karena tersalah
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lantaran itu terjadi di tanah suci, atau pada bulan-bulan suci, atau
ketika seseorang membunuh kerabat yang berstatus mahram, yaitu
dengan mempertimbangkan faktor umur wunta tersebut.
Sebagaimana telah kami sampaikan dalam divaf pembunuhan
karena sengaja, namun antara kedua pemberatan itu tidak boleh
digabungkan.

Ahmad berkata: Pemberatan hukuman diyat pembunuhan
karena tersalah itu adalah dengan cara menambah sepertiga divat
dan menggabungkan antara kedua pemberatan tersebut. Hal ini
sesuai dengan afsar yang telah kami riwayatkan dari sahabat ..

Dalil kami yang menjelaskan, bahwa unsur pemberatan
divat pembunuhan karena tersalah itu hanya dengan
mempertimbangkan faktor umur unta, adalah bahwa faktor yang
memberatkan diyat pembunuhan karena tersalah itu memberatkan
si pelaku dengan mempertimbangkan faktor umur unta, dan sama
seperti pembunuhan secara sengaja.

Sementara dalil kami yang menjelaskan, bahwa antara
kedua pemberatan itu tidak boleh digabungkan adalah, faktor yang
memberatkan itu berkenaan dengan macam-macam resiko
pengganti vyang harus ditanggung, tatkala dua faktor yang
menuntut hukuman berat itu berkumpul, maka antara keduanya itu
tidaklah digabungkan. Hal ini sama seperti halnya jika ada
seseorang vang sedang ihram membunuh binatang buruan di
tanah suci, maka dia tidak dikenai kewajiban kecuali satu denda
yang sama.

Sedangkan afsar yang diriwayatkan dari para sahabat,
bahwa mereka memutuskan mewajiban membayar divat secara
penuh ditambah sepertiga divat dalam kasus pembunuhan secara
tersalah, mereka menggabungkan antara kedua pemberatan
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tersebut. Kandungan yang dimaksud dalam permyataan mereka itu
adalah, bahwa mereka memutuskan tentang divat mughallazhah
dengan mempertimbangkan faktor umur unta, hanya saja divat
tersebut itu ditaksir dengan harga, sehingga harganya itu mencapai
satu divat penuh dan sepertiga dari divat mukhaffafah, atau unta
itu kondisinya sudah sulit didapatkan, sehingga mereka
menetapkan nominal harga unta tersebut, lalu harganya mencapai
satu divat penuh dan sepertiga dari divat mukhaffafah.

Cabang: Apabila seorang anak atau orang gila melakukan
kejahatan pembunuhan secara sengaja, maka jika kita mengata-
kan, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu
dihukumi pembunuhan secara sengaja, maka akibat kesengajaan
mereka itu, maka mereka wajib membayar divat mughallazhah.
Sedangkan jika kami mengatakan, bahwa pembunuhan yang
dilakukan secara sengaja oleh mereka itu dihukumi pembunuhan
secara tidak sengaja (tersalah), maka akibat kesengajaan mereka
melakukan pembunuhan itu, mereka wajib membayar divat
mukhaffafah.

Apabila kejahatan itu berkenaan dengan selain nyawa,
maka ketentuan hukum dalam penentuan berat ringannya divat
selain nyawa itu (organ tubuh) sama seperti ketentuan hukum diyat
penghilangan nyawa, karena digiyaskan pada divat penghilangan
nyawa.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Diyat harus diambil
dari jenis harta yang dimiliki oleh orang yang
berkewajiban membayar divat tersebut, vyaitu si

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 149



pembunuh atau ahli waris ashabah. Sebagaimana zakat
vang juga harus diambil dari jenis harta yang dimiliki
oleh orang yang wajib menunaikan zakat.

Apabila sebagian ahli waris ashabah mempunyai
unta bakhati (jenis unta Khurasan) dan sebagian lainnya
mempunyai unta irabi (jenis unta arab; lawan dari unta
bakhati), maka jenis harta yang dimiliki oleh masing-
masing dari mereka itu harus diambil untuk membayar
diyat.

Apabila dalam kekayaan milik masing-masing dari
mereka berkumpul dua macam jenis unta, maka ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Unta yang wajib diberikan
sebagai diyat itu diambil dari macam unta yang
terbanyak. Jika kedua macam jenis unta itu sama
banyaknya, maka unta yang wajib diberikan sebagai
divat itu boleh dari macam apa saja.

Pendapat Kedua: Unta yang wajib diberikan
sebagai divat diambil dari setiap macam unta dengan
porsi yang berimbang. Hal ini sesuai dengan kedua
pendapat Asy-Svafi’i berkenaan dengan kewajiban
menunaikan zakat dengan harta kekayaan vyang
bermacam-macam.

Apabila orang yang berkewajiban membayar diyat
itu tidak mempunyai unta, maka unta yang wajib
dikeluarkan untuk divat harus diambil dari jenis unta
yang umum ditemukan di kawasan tempat tinggalnya.
Jika di kawasan tempat tinggalnya itu tidak ditemukan
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unta, maka unta diyat itu harus diambil dari jenis unta
yang umum ditemukan di kawasan yang lebih dekat dari
tempat tinggalnya, sebagaimana keterangan yang telah
kami sampaikan dalam pembahasan zakat fitrah.

Apabila unta kepunyaan orang vang berkewajiban
membayar diyvat itu semuanya sakit atau kurus, maka
dia harus dipaksa agar membeli unta yang sehat dari
jenis unta yang dimilikinya. Karena unta diyat itu adalah
pengganti nyawa yang dihilangkan, dimana itu diambil
dari jenis yang berbeda. Dengan demikian, unta divat
yang cacat itu tidak dapat diterima, sama halnya
dengan perimbangan harga kain yang dirusak.

Apabila pelaku kejahatan itu berkeinginan
memberi alat tukar sebagai pengganti unta, sekalipun
unta itu ada, maka wali korban itu tidak dapat dipaksa
agar menerimanya. dJika wali korban berkeinginan
menerima alat tukar sebagai pengganti unta sekalipun
unta itu ada, maka pelaku kejahatan itu tidak dapat
dipaksa agar memberi alat tukar tersebut. Karena, jika
kewajiban yang ditanggung untuk memenuhi hak
perorangan dengan cara memberi pengganti barang
tertentu, maka dalam pemberian pengganti itu tidak
boleh memaksa agar memberi alat tukar pengganti itu
dan tidak boleh pula memaksa agar menerima alat
tukar pengganti tersebut, sekalipun pengganti itu ada,
sama seperti berbagai barang yang mempunyai
kesamaan jenis.

Apabila alat tukar sebagai pengganti unta itu
telah disepakati oleh wali korban dan pelaku kejahatan,
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maka menerima alat tukar sebagai pengganti unta
melalui kesepakatan, itu hukumnya diperbolehkan,
sama halnya dengan pengganti dalam kasus perusakan
barang lainnya.

Pasal: Apabila unta itu sulit diperoleh atau mudah
didapat dengan harga melebihi harga pasar, maka
dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Dalam qaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan,
bahwa yang bersangkutan itu harus menggantinya
dengan uang sebesar seribu dinar, atau dua belas ribu
dirham. Hal ini sesuai hadits yang telah diriwayatkan
oleh Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah £ mengirimkan

surat kepada penduduk Yaman, J&) (¥ & Gl il &
a3 Ul 26 ) Gy ol (B (e Ll a0 il Digat
pidana pembunuhan adalah seratus ekor unta. Bagi
vang mempunyai kekayvaan uang emas harus membayar
divat sebesar seribu mitsqal, dan bagi yang mempunyai
kekayaan berupa uang perak harus membayar diyat
sebesar dua belas ribu dirham.”

Ibnu Abbas meriwayatkan, “Bahwa seseorang dari
Bani Adiyyin dibunuh pada masa hidup Rasulullah &.

Kemudian Nabi # menetapkan divat kematiannya
sebesar dua belas ribu (dirham).”

Berdasarkan hadits ini jika divat itu berkenaan
dengan kasus pembunuhan yang menuntut hukuman
diyat yang diperberat, maka diyat itu diperberat dengan
menambah sepertiga bagian dari diyat itu. Hal ini
sesuai dengan hadits yang telah kami riwayatkan dari
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Umar, Utsman dan Ibnu Abbas yang menjelaskan
tentang pemberatan divat karena pembunuhan
dilakukan di tanah suci.

Sementara dalam qaul jadid, Asy-Syafi’i
mengatakan, bahwa si pelaku itu harus membayar
perimbangan harga diyat tersebut seperti pada masa
Rasulullah & vaitu delapan ratus dinar atau delapan
ribu dirham. Dimana ketentuan pembayaran divat itu
terus berlangsung seperti itu hingga Umar # menjadi
khalifah, lalu Umar berdiri sambil berkhutbah, dia
berkata: “Ingatlah! Bahwa unta benar-benar sulit
didapat (mahal), kemudian dia membuat standar
pembayaran divat dengan harga, seribu dinar bagi
orang yang mempunyai kekayaan berupa uang emas,
dua belas ribu dirham bagi orang yang mempunyai
kekayaan berupa uang perak, dan dua ratus ekor sapi
bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa sapi, dua
ribu ekor kambing bagi orang vang mempunyai
kekayaan berupa kambing, dan dua ratus hullah (dua
ratus potong pakaian musim dingin yang berbahan
rangkap sejenis jubah) bagi orang yang mempunyai
kekayaan berupa hullah..”

Alasan lainnya adalah, bahwa kewajiban yang
harus ditanggung dengan jenis harta tertentu, dimana
jenis harta itu sulit didapat, maka harus membayar
perimbangan harganya, sama seperti barang-barang
yang mempunyai kesamaan jenis.
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Penjelasan:

Afsar Umar telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al
Baihaqi.

Hukum: Asy-Syafi'i @& berkata: “Aku tidak memaksa
seseorang dari ahli waris ashabah (agar memberi) unta lain selain
unta kepunyaannya, dan kami juga tidak menerima darinya kecuali
unta kepunyaannya.”

Garis besar dari pernyataan Asy-Syafii itu maksudnya
adalah, perbincangan tentang kadar djvat, jenis dan umumya telah
disampaikan. Terkait jenis divat, maka jika ahli waris ashabah itu
mempunyai unta, maka unta yang wajib mereka berikan adalah
jenis unta yang ada pada mereka. Sebab, ahli waris ashabah
menanggung dfvat itu dengan jalan saling bantu-membantu. Oleh
karena itu, yang wajib adalah junis unta yang mereka miliki. Hal ini
sama seperti ketentuan yang telah kami sampaikan dalam dalam
masalah zakat.

Apabila wali meminta unta yang lebih mahal (harganya)
daripada macam unta yang ada pada mereka, dan ahli waris
ashabah tersebut menolak permintaannya, atau ahli waris ashabah
meminta agar memberi unta lain selain jenis unta yang dimiliki
mereka, dan wali korban menolak permintaannya, maka pihak
yang menolak dari mereka tidak dapat dipaksa agar memenuhi
permintaannya. Hal ini sama seperti ketentuan yang telah kami
sampaikan dalam dalam masalah zakat.

Apabila sebagian ahli waris ashabah mempunyai unta
bakhati, sedangkan sebagian lainnya mempunyai unta irab, maka
unta yang wajib diberikan sebagai divat, itu diambil dari setiap jenis
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unta yang mereka miliki, hal ini sama seperti ketentuan yang telah
kami sampaikan dalam dalam masalah zakat, yaitu tentang hal
yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang, dimana itu diambil dari
jenis unta yang mereka miliki.

Apabila dalam kepunyaan satu orang dari mereka terdapat
dua macam unta, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svyafi'i:

Pendapat Pertama: Unta yang wajib diberikan sebagai divat
adalah dari jenis unta yang terbanyak. Jika kedua macam jenis
unta itu sama banyaknya, maka unta yang wajib diberikan sebagai
divat boleh dari jenis apa saja.

Pendapat Kedua: Unta yang waijib diberikan sebagai divat
adalah dari setiap jenis unta itu dengan porsi yang berimbang. Hal
ini sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang berkenaan
dengan wajibnya zakat ketika dia mempunyai dua jenis hewan
ternak.

Apabila unta mereka atau unta sebagian mereka adalah
unta yang berpenyakit kudis atau penyakit lainnya, atau unta yang
kurus yang terlampau kurus, maka wali korban tidak dapat dipaksa
agar menerimanya. Bahkan ahli waris ashabah harus dipaksa agar
menyerahkan unta yang sehat dari jenis unta yang dia miliki. Hal
ini sesuai dengan sabda Nabi &, “Divat pidana pembunuhan
adalah seratus ekor unta,” redaksi vang bersifat mutlak ini
menuntut unta yang sehat.

Jika kemudian timbul pertanyaan: Mengapa kalian tidak
mengatakan wali dapat dipaksa agar menerima macam unta yang
ada pada orang yang berkewajiban membayar djyat, sekalipun
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unta itu berpenyakit, sebagaimana ketentuan yang telah kami
sampaikan dalam masalah zakat?

Maka kami katakan: Perbedaan antara dua kewajiban itu
adalah bahwa harta yang wajib dikeluarkan guna menunaikan
zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk harta lain yang
dimiliki wajibnya zakat, atau dalam tanggungan wajib zakat yang
akan dibayar kemudian hari, dimana harta itu tergadai dengan
harta yang dikeluarkan untuk zakat. Oleh karena itu, harta zakat
yang wajib dikeluarkan, itu diambil dari jenis harta yang
dimilikinya. Sementara dalam masalah divat tidaklah demikian,
sebab unta yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing ahli waris
ashabah itu termasuk kategori alat bayar yang dibayar kemudian
hari, dimana harta kepunyaan ahli waris ashabah itu tidak tergadai
dengan harta yang wajib dikeluarkan sebagai divat Hanya saja
unta itu merupakan alat tukar yang diambil dari harta kepunyaan
ahli waris ashabah tersebut, sehingga alat tukar (unta) yang diambil
dari harta kepunyaan ahli waris ashabah itu tidak dapat diterima
kecuali unta yang bersih dari penyakit.

Lain halnya jika ahli waris ashabah itu tidak mempunyai
unta, maka jika di kawasan tempat tinggalnya itu ada jenis unta
yang umum diternak, maka dia wajib menyerahkan jenis unta yang
umum diternak dekat kawasan tempat tinggalnya. Jika di kawasan
tempat tinggalnya itu tidak ditemukan unta, maka unta divat itu
harus diambil dari jenis unta yang umumnya di temukan di
kawasan vyang paling dekat dari tempat tinggalnya, ini
sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam
pembahasan zakat fitrah.
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Cabang: Apabila ahli waris ashabah itu berkeinginan
memberi alat tukar sebagai pengganti unta sekalipun unta itu ada,
maka wali korban itu tidak dapat dipaksa agar menerimanya.
Demikian juga, jika orang yang berhak menerima divat (wali
korban) menuntut alat tukar dengan pengganti unta sekalipun unta
itu ada, maka ahli waris ashabah itu tidak dapat dipaksa agar
memberi alat tukar tersebut. Karena, jika kewajiban yang
ditanggung untuk memenuhi hak perorangan itu dengan cara
memberi pengganti tertentu, maka wali tidak boleh memaksa agar
menerima selain pengganti yang telah ditentukan, ini sama seperti
halnya berbagai barang yang mempunyai kesamaan jenis.

Apabila alat tukar sebagai pengganti unta itu telah
disepakati oleh wali korban dan pelaku kejahatan. Ada ulama fikih
Asy-Syafi'i yang berkata, bahwa kesepakatan itu hukumnya
diperbolehkan, karena kewajiban yang harus ditanggung itu
merupakan hak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
sehingga boleh mengambil pengganti dari kewajiban yang harus
ditanggung tersebut, hal ini sama seperti pengganti barang yang
dirusak. Namun yang menjadi pendapat madzhab adalah, bahwa
ketentuan ini (mengambil alat tukar sebagai pengganti unta) hanya
boleh dilakukan jika berpedoman pada pendapat Asy-Syafi'i yang
membolehkan mediasi atas unta divat dan menjualnya dengan alat
bayar yang dibayar dikemudian hari.

Cabang: Apabila diyat tersebut waijib ditanggung oleh
pelaku kejahatan sendiri, misalnya tindak kejahatannya itu
dilakukan secara sengaja atau tersalah yang terbukti melalu
pengakuannya, maka unta yang wajib ditanggungnya itu diambil
dari jenis unta yang dia miliki, dimana ini digiyaskan kepada ahli
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waris ashabah. Artinya, bahwa ketentuan hukum yang berkenaan
dengan unta yang wajib dikeluarkan sebagai divat; jika dia memiliki
dua macam unta, atau (ketentuan hukum ketika) untanya
berpenyakit dalam hal mengambil alat tukar sebagai pengganti
unta, maka itu sama seperti ketentuan hukum unta saat itu wajib
ditanggung oleh ahli waris ashabah, ini seperti keterangan yang
telah disampaikan sebelumnya.

Masalah: Banyak sekali negara Islam yang penduduknya
tidak mengenal unta dan tidak pernah melihatnya, seperti Melayu
(Malaysia), Indonesia, Filipina, Fattani® dan negara-negara Islam
lainnya. Unta di negara-negara tersebut tidak mudah didapat
kecuali dengan harga yang sangat mahal dari harga sebenarnya,
maka dalam masalah pembayaran unta divat di kawasan ini, ada
dua pendapat Asy-Svafi'i.

Dalam qgau/ gadim, Asy-Svafi'i mengatakan, bahwa unta
divat yang wajib ditanggung oleh pembayar divat itu dialihkan ke
pengganti yang kadarmya dapat diketahui dengan pasti. Dengan
demikian, bagi yang mempunyai kekayaan uang emas wajib
membayar tanggungan divat sebesar seribu mitsgal, dan bagi yang
mempunyai kekayaan uang perak wajib membayar tanggungan
divat sebesar dua belas ribu dirham. Malik juga berpendapat
dengan pendapat ini. Yaitu, kira-kira mencapai lima ribu junaih
atau sepuluh ribu dolar sesuai dengan kurs uang yang ditentukan.

2 Fattani adalah sebuah kawasan di antara kawasan yang masuk wilayah
Malaysia, dimana orang-orang kafir telah menggabungkannya pada Thailan, penduduk
kawasan ini mencapai lebih dari tige juta muslim Sunni serta pengikut madzhab Asy-
Svafi'i, -Ya Allah hancurkan orang-orang kafir melalui tangan-tangan mereka dan
bebaskanlah wilayah mereka.-
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Amru bin Hazm telah meriwayatkan, “Bahwa Nabi &
memutuskan divat pidana pembunuhan sebesar seribu dinar atau
dua belas ribu dirham.” Berdasarkan pendapat ini, maka pada
divat tersebut ada tiga alat bayar pokok (vaitu pengganti yang
kadamya diketahui secara pasti; uang seribu dinar, dan uang dua
belas ribu dirham) saat kondisi unta itu sulit diperoleh.

Sementara dalam gqau/ jadid, Asy-Syafii mengatakan,
bahwa sang pelaku diwajibkan mengganti harga unta itu dengan
uang yang berlaku di kawasan tersebut, berapapun harga unta itu,
hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin
Syu’'aib dari ayahnya dan kakeknya, Bahwa dia berkata, “Harga
divat pada masa hidup Rasulullah € sebesar delapan ratus dinar.”
Diriwatkan pula, “Delapan ribu dirham.”

Jadi, cara pembayaran djyat itu terus berlangsung demikian
hingga Umar &% menjadi khalifah, lalu di saat populasi unta sangat
sedikit, kemudian Umar naik ke atas mimbar sambil berkhutbah, -
~ seraya mengatakan: “Ingatlah bahwa unta benar-benar mahal
harganya” lalu dia menetapkan divat bagi pembayar djvat yang
mempunyai kekayaan uang emas harus membayar divat sebesar
seribu dinar, yang kira-kira nilainya setara dengan dua puluh lima
ribu junaih hari ini, dan bagi pembayar divat yang mempunyai
kekayaan uang perak harus membayar divat sebesar dua belas ribu
dirham.

Letak dalil dari hadits tersebut adalah, bahwa Umar
berkata: “Harga divat pada masa hidup Rasulullah € sekian dan

sekian,” dengan demikian, hadits itu menunjukkan bahwa alat
bayar djyat yang waijib (pokok) itu hanyalah unta.

Alasan lain, Umar & berkata: Ingatlah, unta benar-benar
mahal (harganya), dan dia mengharuskan mereka membayar djyar
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sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham.” Dengan
demikian, keharusan membayar divar dengan wuang itu
berhubungan erat dengan mahalnya harga unta. Maka, hubungan
keterkaitan antara kedua hal itu membuktikan, bahwa alat bayar
divat dengan menggunakan uang itu termasuk model pembayaran
divat dengan harga (unta). Sebab, kewajiban unta diyat yang mana
alat bayarnya itu dengan menggunakan harga unta, maka nilainya
beragam sesuai dengan fluktuasi (naik turunnya) harga, dimana
tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang
keputusan Umar tersebut.

Sedangkan sejumlah hadits yang telah diriwayatkan sebagai
pendukung pendapat pertama, ditafsirkan bahwa prinsip
pembayaran divat dengan uang itu termasuk model pembayaran
divat dengan harga unta. Dengan demikian, berdasarkan pendapat
kedua ini, divat tersebut tidak memiliki kecuali satu alat bayar yang
pokok, vaitu unta,

Apabila divat tersebut berupa divat mughallazhah, dimana
unta sulit diperoleh, maka jika kita berpendapat dengan gau/ jadid,
maka harga divat mughallazah itu ditentukan sesuai dengan harga
tiga puluh ekor unta Aiggah, tiga puluh ekor unta jadzah, dan
empat puluh ekor unta khalifah. Namun jika kita berpendapat
dengan gaul gadim, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i: Ath-Thabari telah menyampaikannya dalam A/
Uddah.

Pendapat Pertama: Diyat tersebut diperberat hukumannya
dengan menambah sepertiga divat. Asy-Syirazi tidak menyebutkan
kecuali pendapat ini, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah
dia sebutkan dari Umar, Utsman dan Ibnu Abbas 4.
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Pendapat Kedua: Pemberatan hukuman itu gugur, karena
pemberatan hukuman itu menurut kami hanyalah dengan sifat
(faktor umur) yang terkandung dalam alat bayar yang pokok (unta),
bukan dengan penambahan jumlah divaf, dimana pemberatan
diyat seperti itu hanya dapat diwujudkan saat alat bayarnya dengan
menggunakan unta bukan dengan uang. Bukankah engkau telah
mengetahui, bahwa pengganti divat ketika dalam pembayarannya
tidak wajib kecuali dengan harga pengganti tersebut, maka
pemberatan hukuman itu pun tidak harus diberlakukan dalam
pengganti tersebut.

Sedangkan mengenai hadits yang telah diriwayatkan dari
para sahabat #%, maka kami telah menyebutkan, bahwa yang
wajib dalam dlivat tersebut hanyalah harga pengganti yang telah
mereka tetapkan, dan inilah yang menjadi pendapat madzhab.

Abu Hanifah berkata: Alat bayar yang waiib (pokok) dalam
divat ada tiga pokok alat bayar, vaitu seratus ekor unta, seribu
dinar, atau sepuluh ribu dirham. Dengan demikian, si pembayar
boleh menyerahkan alat bayar apa saja walaupun unta mudah
didapat dan saat unta itu sulit diperoleh.

Ats-Tsauri, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf,
Muhammad dan Ahmad bin Hanbal berkata: Dijvat ada lima pokok
alat bayar, yaitu seratus ekor unta, seribu Dinar, dua belas ribu
dirham, atau dua ratus ekor sapi. Hal ini sesuai dengan hadits
Jabir, “Rasulullah & menetapkan divaf bagi pembayar divat yang
mempunyai unta sebanyak seratus ekor unta, bagi pembayar divat
vang mempunyai harta sapi sebanyak dua ratus ekor sapi, bagi
vang mempunyai harta kambing sebanyak seribu ekor kambing,
dan bagi yang mempunyai harta Aullah sebanyak dua ratus Aullah.”
HR. Abu Daud dengan sanad yang dha if
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Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa'i dan Ibnu Majah telah
meriwayatkan hadits serupa dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya
dari kakeknya.

Alat bayar yang kelima adalah dua ratus Aulah. vaitu
pakaian musim dingin yang berbahan rangkap sejenis jubah dan
qufthan (pakaian dalam); Abaaah (pakaian luar yang terbelah
bagian depannya tanpa kedua lengan) dan zabun (jaket) dan
banthulah (celana). Kesemua jenis pakaian ini dibuat dengan bahan
rangkap dua. Hanya saja Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Si
pembayar diyat boleh memilih antara keenam pokok alat bayar itu
apa saja yang dia kehendaki, dia boleh memberikannya sekalipun
unta itu mudah didapat dan juga saat unta itu sulit diperoleh.
Sedangkan menurut ulama lainnya, tidak boleh beralih dari unta
saat unta mudah didapat.

Yang menjadi dalil kami adalah, “Surat Nabi g kepada
penduduk Yaman, vang di dalamnya menerangkan berbagai
kaidah hukum waris (Faraa ‘idh) dan beragam kesunahan, dan
sesungguhnya divat pidana pembunuhan adalah seratus ekor
unta.” Juga hadits 33\.3 Laalty bt :}-_-;j Last J.:zi Jd :J\ S

. Jv‘ﬂ\ “Ingatlah, sesungguhnya divat dalam pembunuhan secara

tidak sengaja dan semi sengaja, vaitu pembunuhan dengan
cambuk dan tongkat kayu adalah seratus ekor unta,.”

Pasal: Diyat yahudi dan nasrani sebesar sepertiga
divat muslim. Diyat majusi dua pertiga dari sepuluh
persen diyvat muslim. Hal ini sesuai dengan afasr yang
diriwayatkan oleh Sa’id bin Al Musayyib, “Sesungguh-
nya Umar & menetapkan diyat yahudi dan nasrani
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sebesar empat ribu dirham, dan divat majusi sebesar
delapan ratus dirham.”

Sementara kafir penyembah berhala, jika dia
datang (kepada kaum muslimin) dengan memohon
perlindungan (suaka) dan dia mempunyai ikatan
perjanjian damai (hudnah) dengan kaum muslimin,
maka diyvatnya dua pertiga dari sepuluh persen diyat
muslim, karena dia orang kafir, yang tidak halal bagi
seorang muslim di antara kita menjalin perkawinan
dengan para pemeluk agamanya. Dengan demikian,
diyat-nya sebesar dua pertiga dari sepuluh persen diyat
muslim sama seperti orang majusi.

Sedangkan orang yang belum tersentuh dakwah
Islam, maka jika ajaran agama yang dipeganginya
selama ini telah diketahui, maka dia wajib membayar
diyat yang ditetapkan bagi pemeluk agamanya. Apabila
ajaran agamanya itu tidak diketahui, maka dia waijib
membayar divat yang sama dengan diyat orang majusi.
Karena divat orang majusi itu sudah dapat dipastikan
kebenarannya, sementara divat yang melebihi diyat
majusi diragukan kebenarannya, sehingga dia tidak
wajib membayar diyat melebihi diyat orang majusi.

Abu Ishaq berkata: Apabila dia itu (orang yang
belum tersentuh dakwah Islam) merupakan orang yang
memegang teguh ajaran agama yang telah diubah,
maka dia diwajibkan membayar divat pemeluk agama
tersebut. Sedangkan jika dia merupakan orang yang
memegang teguh ajaran agama yang tidak pernah
diubah, maka dia diwajibkan membayar divat orang
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muslim. Karena, dia dilahirkan dengan memegang
ajaran agama vang suci, dan pernah terlihat ada
penolakan darinya, sehingga diyatnya itu sama seperti
diyat orang muslim.

Yang menjadi pendapat madzhab adalah
pendapat yang pertama, karena dia adalah orang kafir,
maka diyat-nya itu tidak dibayar secara penuh, ini sama
seperti kafir dzimmi.

Apabila tangan kafir dzimmi dipenggal, kemudian
dia memeluk Islam dan meninggal dunia, maka dalam
kasus ini, dia diwajibkan membayar senilai diyat orang
muslim. Karena penentuan kewajiban membayar divat
itu bergantung pada kondisi dimana tindak kejahatan
itu telah terjadi, dimana kafir dzimmi saat tindak
kejahatan itu terjadi adalah dia tergolong seorang
muslim.

Apabila seorang muslim melukai orang murtad,
lalu dia kembali memeluk Islam dan tewas akibat luka
tersebut, maka dia tidak harus menanggung resiko
perbuatannya itu.

Ar-Rabi’ berkata: Dia (muslim) harus menanggung
resiko perbuatannya tersebut. Karena tindakan melukai
itu terjadi di saat orang yang murtad itu berstatus
muslim. Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa
inilah di antara kecerdasan Ar-Rabi’. Namun yang
menjadi pendapat madzhab adalah pendapat yang
pertama, karena tindakan melukai itu terjadi saat
anggota tubuh itu patut dihilangkan, sehingga resiko
menjalarnya luka akibat tindakan melukai itu tidak
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harus ditanggung. Hal ini sama seperti halnya jika ada
penguasa yang memenggal tangan seorang pencuri,
lalu dia tewas akibat luka pemotongan tangan tersebut.

Pasal: Diyat seorang perempuan itu seperdua dari
diyat laki-laki. Karena hal itu telah diriwayatkan dari

Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Zaid
bin Tsabit 4.

Penjelasan:

Hadits Sa’id bin Al Musayyib telah diriwayatkan oleh Asy-
Svafi'i, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqgi. Terkait dengan pemyataan
Asy-Syirazi, “Telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, Al,”
maksudnya adalah telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari
Umar, dia berkata: “Divat seorang perempuan seperdua divat
seorang laki-laki.” Ini seperti keterangan vang telah diriwayatkan
oleh Al Baihaqi dari Ali &, “Divat seorang perempuan harus
seperdua dari divat seorang laki-laki.” Ini merupakan riwayat An-
Nakha'i dari Ali, namun dalam sanadnya terjadi keterputusan. Ibnu
Abi Syaibah telah meriwayatkannya dari jalur Asy-Sya’bi dari Ali.

Al Baihagi meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari
Nabi €&, beliau bersabda,

o £

S Lla T

”

“Divat seorang perempuan seperdua (separuh) diyat
seorang laki-laki”

Al Baihaqgi berkata: Ternyata sanadnya tidak ada yang
menyamainya.
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Ionu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid berkata: Yang
masyhur dari Ibnu Mas'ud, Utsman, Syuraih dan sekelompok
ulama lainnya, bahwa diyat luka-luka seorang perempuan itu sama
seperti divat luka-luka seorang laki-laki kecuali luka mudhihah (luka
pada tempurung kepala yang terlihat apabila diperiksa), sehingga
pada luka mudhihah itu harus seperdua dari divatnya.

Hukum: Dijyat yahudi dan nasrani adalah sepertiga divat
muslim. Demikian, Umar, Utsman, Ibnu Al Musayyib, Atha® dan
Ishaq berpendapat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin
Az-Zubair dan Malik berpendapat, bahwa divatnya itu seperdua

divat muslim. Hal ini sesuai dengan hadits Amru bin Syu’aib dari
ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi g8 bersabda,

.r{:»izi 5.39 J.el.liji J.a..c«

“Divat seorang kafir seperdua divat seorang musiim.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasaa'i dan At-
Tirmidzi, dia menilai hadits ini Aasan, sedangkan Ibnu Al Jarud
menyatakan hadits ini shahih.

Dalam redaksi lain yang telah diriwayatkan oleh Ahmad,
An-Nasaa'i dan Ibnu Majah, “Rasulullah memutuskan bahwa diyat
dua golongan ahli kitab seperdua djyat kaum muslimin; mereka
adalah kaum yahudi dan kaum nasrani.”

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya, Sufyan Ats-Tsauri,
Az-Zuhri, Zaid bin Tsabit dan Al Qasimiyah berkata: “Divatnya
sama seperti divat muslim.” Ahmad berkata: “Jika seseorang
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membunuhnya secara sengaja, maka divatnya sama seperti divat
muslim.”

Dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu
Daud dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, “Harga
divat pada masa hidup Rasulullah g% adalah delapan ratus dinar
dan delapan ribu dirham, sedangkan divat ahlul kitab adalah
seperdua dari djyat seorang muslim.”

Amru bin Syu’aib berkata: “Ketentuan harga diyat itu terus
berlangsung demikian hingga Umar menjadi khalifah, lalu dia
berdiri sembari berkhutbah seraya berkata: “Sesungguhnya unta
benar-benar mahal.” Amru bin Syu'aib berkata: “Lalu Umar
menetapkannya bagi pembayar diyat yang mempunyai harta
kekayaan berupa sapi harus membayar dua ratus ekor sapi, bagi
orang vang mempunyai kekayaan berupa kambing harus
membayar dua ribu ekor kambing, dan bagi orang vang

mempunyai kekayaan berupa hAullah harus membayar dua ratus
hullah.”

Amru bin Syu’aib berkata: “Umar tidak menetapkan
besaran pasti diyat kafir dzimmi, dia tidak memasukkan diyat kafir
dzimmi ke dalam kelompok dliyat yang nilainya dapat bertambah.”

Dengan demikian, jika divat muslim itu sebesar delapan
ratus dinar, atau delapan ribu ditham, dan divat kafir dzimmi
seperdua dari harga tersebut (empat ratus dinar atau empat ribu
dirham), kemudian Umar menambah harga divat muslim tanpa
menambah divat ahlul kitab, maka kami dapat mengambil
kesimpulan secara konkrit, bahwa divat muslim yang besarnya itu
mencapai seribu dinar atau dua belas ribu dirham itu disertai
tetapnya besaran divat kafir dzimmi yaitu empat ratus dinar atau
empat ribu dirham, karena divat kafir dzimmi itu tidak dimasukkan
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ke dalam kelompok dlyat yang harganya dapat bertambah,
sehingga kami berkesimpulan, bahwa besaran divat kafir dzimmi
itu adalah sepertiga dari divat muslim.

Cabang: Divat orang majusi adalah dua pertiga dari
sepuluh persen divat orang muslim. Inilah pendapat Malik. Abu
Hanifah berkata, bahwa djyatnya sama dengan divat muslim.
Umar bin Abdul Aziz berkata, bahwa divatnya sama dengan divat
vahudi dan nasrani, yaitu seperdua djyat muslim menurut mereka.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah
diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan para sahabat
lainnya, bahwa mereka mengatakan: “Diyat majusi sebesar
delapan ratus dirham yaitu dua pertiga dari diva# muslim.” Dengan
demikian, jika diyat muslim sebesar dua belas ribu dirham, maka
dua pertiga dari divat muslim tersebut adalah delapan ratus
dirham, tidak ada seorangpun di kalangan sahabat menentang
pendapat mereka ini, sehingga hal itu membuktikan, bahwa
keputusan itu sudah menjadi jima’sahabat.

Terkait para penyembah berhala, maka jika antara kaum
muslimin dan mereka terikat perjanjian damai (Audna#), atau
mereka datang kepada kita dengan memohon jaminan keamanan,
maka kita tidak boleh membunuh mereka. Dengan demikian,
apabila ada seseorang di antara mereka yang dibunuh, maka
diwajibkan membayar diyat majusi. Karena dia adalah seorang
kafir yang tidak halal bagi seorang muslim menjalin ikatan
perwakinan dengan penganut agama mereka. Jadi, divatnya sama
seperti diyat majusi, yaitu dua pertiga diiyat muslim.
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Sedangkan orang kafir yang belum tersentuh dakwah Islam,
maka kita pun tidak boleh membunuhnya hingga benar-benar
diketahui, bahwa di kawasan tempat tinggalnya itu ada seorang
utusan yang mengajak untuk menyembah Allah. Dengan demikian,
jika dia masuk Islam, maka jelas jiwanya itu dilindungi. Namun jika
tidak, maka boleh dibunuh.

, Apabila ada seseorang membunuhnya sebelum dakwah

Islam sampai kepadanya, maka dalam kasus pembunuhan dengan
korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini tetap
diwajibkan membayar diyat

Abu Hanifah mangatakan, bahwa tidak diwajibkan
hukuman diyat dengan korban orang kafir yang belum tersentuh
dakwah ini. Dalil kami adalah, bahwa pembunuh itu telah
membunuh orang vang jiwanya dilindungi, sehingga dlivat dengan
korban dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah
ini tetap diwajibkan, sama seperti kafir dzimmi.

Apabila ketentuan ini telah ditetapkan, maka ulama fikih
Asy-Syafi'i berbeda pendapat seputar besaran diyat dengan korban
orang kafir yang belum tersentuh dakwah tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat,
bahwa dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang
belum tersentuh dakwah ini diwajibkan membayar divat sama
dengan korban muslim. Karena dia terlahir dengan memegangi
agama yang suci (fithrah).

Namun sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada
vang berpendapat, bahwa jika dia adalah orang yang memegang
tequh ajaran agama yang telah diubah, maka dalam kasus
pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh
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Apabila seseorang membunuh banci yang sulit dibedakan
jenis kelaminnya (kAhuntsa musyki}, maka dalam kasus
pembunuhannya ini diwajiban membayar divat yang sama dengan
divat korban perempuan. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang
sangat meyakinkan, selebihnya adalah hal yang diragukan
kebenarannya, sehingga kelebihan divat itu tidak wajib lantaran
adanya keraguan tersebut.

Asy-Syirazi ®# berkata: Pasal: Diyat korban janin
vang merdeka adalah ghurrah (divat janin) vaitu
memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau
perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu
Hurairah &, dia berkata: “Ada dua orang perempuan
dari kabilah Hudzail terlibat perkelahian. Tiba-tiba salah
seorang dari mereka melempar perempuan lain dengan
batu, lalu dia menewaskannya beserta janin vang ada di
dalam kandungannya, kemudian Rasulullah & memutus-
kan bahwa divat janinnya itu adalah ghurrah, vaitu
hamba sahaya laki-laki atau perempuan.

Tiba-tiba Haml bin Nabighah Al Hudzali menyela
sambil bertanya: “Bagaimana aku harus menanggung
ganti rugi orang (janin) yang tidak minum, tidak makan,
tidak dapat bicara dan tidak pula dapat menjerit?. Dan
keputusan seperti itu telalu dibesar-besarkan?.” Nabi @
menjawab, “Dia itu (Haml bin Nabighah Al Hudzalj)
termasuk saudara dekatnya para peramal (para dukun)
lantaran dia kerap mengqunakan kata-kata bersajak.”

Apabila seseorang memukul perut perempuan
yang perutnya membesar, lalu besar perutnya itu tiba-
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tiba hilang, atau ada seseorang memukul perui
perempuan dimana dia menemukan ada gerakan di
dalam perutnya, tiba-tiba gerakan itu berhenti, maka si
pemukul tidak dikenai kewajiban apapun. Karena ada
kemungkinan yang membuat perut itu membesar adalah
angin, dimana lalu perut itu dapat mengempis kembali,
sehingga yang bersangkutan tidak wajib menanggung
resiko yang disertai keraguan tersebut.

Jika seseorang memukul perut perempuan, lalu
dia melahirkan segumpal daging yang belum berbentuk
manusia, dimana kemudian empat orang bidan; dukun
bayi memberikan kesaksian, bahwa di balik sequmpal
daging itu terdapat rupa berbentuk manusia, maka
berkenaan dengan segumpal daging itu diwajibkan
membayar ghurrah (diyat janin). Karena mereka dapat
menemukan rupa berbentuk manusia itu yang tidak
dapat ditemukan oleh orang lain selain mereka.

Apabila ada seorang perempuan yang melahirkan
segumpal daging yang belum berbentuk manusia, lalu
empat orang perempuan tersebut memberikan
kesaksian, bahwa segumpal daging itu cikal bakal
manusia, dimana jika itu dibiarkan, maka akan berubah
bentuk menjadi manusia, maka jawabannya seperti
yang telah kami terangkan dalam Kitab Itqu Ummil
Walad (pembahasan pemerdekaan ummul walad).

Apabila ada seseorang vang memukul perut
perempuan, lalu dia melahirkan sepotong tangan, kaki
atau organ tubuh lainnya, maka si pemukul dikenai
kewajiban membayar ghurrah (diyat janin). Karena kami
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meyakini, bahwa organ tubuh itu bagian dari tubuh
janin. Dan kenyataannya janin itu mati akibat tindak
kejahatan, sehingga wajib menanggung resiko
kematiannya. Jika perempuan tersebut melahirkan dua
buah kepala atau empat buah tangan, maka dia tidak
wajib membayar lebih dari satu ghurrah. Karena bisa
jadi itu merupakan janin yang berkepala dua dan
bertangan empat, sehingga tidak wajib menanggung
resiko lebih dari satu janin sebab adanya keraguan
tersebut.

Apabila ada seseorang yang memukul seorang
perempuan lainnya, lalu dia melahirkan janin, kemudian
janin tersebut dapat menjerit, bernafas atau minum susu
ibu, dan meninggal dunia seketika, atau dia bertahan
hidup dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa
hingga akhimya janin itu meninggal, maka berkenaan
dengan kasus pemukulan hingga mengakibatkan
kematian janin ini diwajibkan membayar diyat yang
sempurna.

Al Muzani berkata: Apabila dia melahirkannya
kurang dari enam bulan dalam kondisi sang janin
meninggal, maka si pemukul harus menanggungnya
dengan ghurrah (diyat janin), dan dia tidak harus
menanggung diyat yang sempurna, karena kehidupan-
nya belum sempurna.

Pendapat Al Muzani ini tidak tepat, karena kami
meyakini kehidupan janin tersebut, dan kenyataannya
janin itu mati akibat sebuah tindak kejahatan
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Apabila perempuan tersebut melahirkan dua janin
sekaligus, maka si pemukul tersebut wajib menanggung dua
ghurrah. Jika dia melahirkan tiga janin sekaligus, maka si pemukul
tersebut juga wajib menanggung tiga ghurrah.

Jika perempuan tersebut melahirkan dua buah kepala atau
empat buah tangan, maka berkenaan dengan kasus kematian janin
seperti ini, dia tidak wajib menanggung kecuali satu ghurrah saja.
Karena bisa jadi, janin tersebut bertubuh satu dan berkepala dua
atau bertangan empat. Sehingga tidak wajib menanggung resiko
lebih dari satu janin sebab lantaran keraguan tersebut.

Apabila seseorang memukul perut perempuan yang
membesar, lalu besarnya perut itu tiba-tiba hilang, atau memukul
perut perempuan dimana dia menemukan gerakan di dalam
perutnya dan tiba-tiba gerakan itu terhenti, maka si pemukul itu
tidak dikenai kewajiban menanggung resiko apapun.

Apabila seseorang memukul perut perempuan hingga
tewas, namun janin tidak pernah keluar, maka dia tidak wajib
menanggung resiko kematian janin tersebut. Az-Zuhri berkata:
Apabila pergerakan dalam perut perempuan itu terhenti, maka si
pemukul wajib menanggung resiko kematian janin tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kami hanya
menghukumi adanya kehamilan itu secara faktual, dimana adanya
kehamilan itu hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran janin
tersebut. Dengan demikian, jika janin tidak pernah lahir, maka itu
tidak dapat dibuktikan secara tegas bahwa, dalam perut itu ada
kehamilan, bahkan bisa jadi itu hanyalah angin, vang lalu
mengempis. Oleh karena itu, dia tidak wajib menanggung resiko
tersebut lantaran adanya keraguan tersebut.
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Apabila ada seseorang yang memukul perut perempuan
hingga tewas, kemudian janin keluar dari tubuhnya setelah
tewasnya perempuan itu, maka diyatnya ibu tersebut harus
ditanggung, begitu juga dengan djvat sang janin (ghurrah).

Abu Hanifah berkata: Janin tersebut tidak harus ditanggung
divatnya. Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang
menerangkan bahwa Nabi @ memutuskan berkenaan dengan
pembunuhan janin dengan membayar denda ghurrah berupa
pemerdekaan hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Dimana
beliau tidak pernah membedakan antara apakah janin itu keluar
setelah atau sebelum ibunya tewas. Alasan lain adalah, bahwa
setiap kehamilan yang harus ditanggung lantaran janin itu terlahir
sebelum kematian ibunya, maka janin tersebut harus ditanggung
divatnya setelah sang janin itu mati, sebagaimana jika wanita itu
melahirkannya dalam kondisi hidup.

Apabila ada seseorang memukul perut seorang perempuan
hingga mengakibatkan kepala janin itu keluar, dan ibunya tewas,
sementara tubuhnya yang tersisa tidak keluar, maka si pemukul itu
wajib menanggung resiko kematian janin tersebut. Malik berkata:
Dia tidak harus menanggung resiko apapun. Yang menjadi dalil
kami adalah, bahwa dengan terlihatnya kepala janin itu, maka
kami dapat memastikan, bahwa dalam kandungan itu ada janin,
dan kenyataannya janin itu mati akibat pemukulan orang tersebut,
sehingga dia wajib menanggung resikonya.

Apabila ada seseorang yang memukul perempuan, lalu dia
melahirkan janin, dimana kemudian janin itu dapat menjerit, dan
meninggal tepat setelah jeritan itu, atau janin itu bertahan hidup
dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa hingga akhimya bayi
itu mati, maka berkenaan dengan kasus pemukulan hingga
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mengakibatkan kematian janin ini, sang pelaku diwajibkan
membayar divat yang sempurna; baik dia melahirkannya setelah
enam bulan atau sebelum enam bulan. Lain halnya jika janin
tersebut tidak pernah menjerit, akan tetapi dia dapat berafas atau
meminum susu, atau tanda kehidupan sang janin dapat diketahui
dengan ciri-ciri seperti itu, lalu janin itu mati setelah terlihatnya
tanda-tanda kehidupan tadi, atau dia dapat bertahan hidup dalam
kondisi sakit yang luar biasa, maka berkenaan dengan kasus
pemukulan hingga mengakibatkan kematian janin ini, sang pelaku
diwajibkan membayar divat yang sempurna.

Al Muzani berkata: Apabila dia melahirkannya kurang dari
enam bulan dalam Kkondisi mati, maka si pemukul harus
menanggung djvat yang sempurna, tetapi berkenaan dengan
pembunuhan janin ini hanya diwajibkan menanggung ghurrah
(divat janin), karena kehidupannya belum sempurna ketika lahir
sebelum enam bulan masa kehamilan.

Malik dan Az-Zuhri berkata: Apabila janin itu tidak pernah
mengeluarkan suara jeritan, maka tidak diwajibkan menanggung
divat yang sempumna, tetapi hanya diwajibkan menanggung
ghurrah.

Dalil kami adalah, kami telah menyatakan bahwa janin itu
terlahir dalam kondisi hidup, dengan demikian berkenaan dengan
penghilangan nyawa janin ini diwajibkan menanggung divat yang
sempurna. Sebagaimana jika sang wanita itu melahirkannya
setelah melewati masa enam bulan dari kehamilannya, ini menurut
Al Muzani, dan juga sebagaimana jika janin itu telah menjerit, ini
menurut Malik.

Apabila seseorang memukul perutnya, lalu perempuan itu
melahirkan janin dan pada janin itu terdapat kehidupan yang terus
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menerus ada sebagaimana mestinya, kemudian datang orang lain
dan membunuhnya, maka pembunuhnya itu adalah orang kedua.
Dengan demikian, dia wajib dijatuhi hukuman gishash jika
pembunuh janin itu merupakan orang Vvang sanggup
menanggungnya, atau dia membayar divaf yang sempurna.
Sedangkan orang pertama tidak wajib dijatuhi hukuman kecuali
berupa hukuman taZzir, dan tidak ada hukuman lainnya. Karena
janin itu tidak mati akibat pemukulannya tersebut.

Apabila seseorang memukul perutnya, lalu perempuan itu
melahirkan janin, dimana janin tersebut tidak permah menjerit,
tidak pernah bernafas, dan tidak permnah bergerak dengan gerakan
yang menjadi tanda kehidupannya, tetapi tubuhnya bergerak
membesar, maka sang pelaku tidak wajib menanggung dlivat yang
sempurna berkenaan dengan pembunuhan janin seperti ini. Tetapi
hanya diwajibkan menanggung ghurrah. Karena pergerakan
seperti ini bukan menjadi tanda kehidupannya. Sebab, tubuh janin
tersebut jika mengerut kemudian dibiarkan, maka akan bergerak
membesar, dan ada kemungkinan pergerakannya itu karena janin
keluar dari ruang yang sempit.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan, lalu dia
melahirkan sepotong tangan, kemudian sang wanita menggugur-
kan janin yang dikandungnya setelah itu, dan nyatanya janin itu
tidak bertangan, maka dalam perkara seperti ini perlu ditinjau
terlebih dahulu; apabila perempuan itu tetap bertahan hidup dalam
kondisi menahan nyeri yang sangat luar biasa hingga akhimya dia
menggugurkan janin yang dikandungnya itu, maka jika sang wanita
itu melahirkan janinnya dalam kondisi meninggal, maka berkenaan
dengan kasus pembunuhan janin ini, sang pelaku diwajibkan
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menanggung ghurrah. Karena kenyataannya pemukulan tersebut
telah memutus tangannya.

Apabila wanita itu melahirkan sang janin dalam kondisi
hidup, kemudian dia meninggal tepat setelah dilahirkan, atau janin
tersebut dapat bertahan hidup dalam kondisi menderita nyeri yang
sangat luar biasa hingga akhimya dia meninggal, maka berkenaan
dengan pembunuhan janin seperti ini, sang pelaku diwajibkan
menanggung divat yang sempurma dan sudah termasuk divat
tangan.

Apabila janin itu lahir dalam kondisi hidup dan terus
bertahan hidup sebagaimana mestinya, maka si pemukul tidak
wajib menanggung resiko apapun terkait dengan kematian janin
tersebut, namun dia tetap wajib menanggung resiko tangan yang
putus tersebut. Dengan demikian, tangan yang terputus tersebut
harus diperlihatkan kepada kaum wanita yang berprofesi sebagai
dukun bayi (bidan) atau dua dokter ahli kandungan; jika mereka
atau kedua dokter ahli kandungan mengatakan, bahwa tangan
tersebut merupakan bagian dari janin yang tak terpisah, dimana
nyawa belum ditiupkan ke dalam tangan tersebut, maka berkenaan
dengan tangan tersebut diwajibkan menanggung seperdua dari
ghurrah yang ditetapkan. Namun, jika mereka atau kedua dokter
ahli kandungan itu mengatakan, bahwa tangan tersebut terpisah
secara utuh, dimana nyawa telah ditiupkan ke dalam tangan
tersebut, maka bekenaan dengan tangan seperti itu diwajibkan
menanggung seperdua dari divaf yang sempurna.

Sementara jika tangan itu keluar secara terpisah, lalu rasa
sakit akibat pemukulan itu telah hilang, kemudian perempuan
tersebut melahirkan janin, maka sang pelaku harus menanggung
tangan tersebut, bukan menanggung janinnya, karena si pemukul
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itu posisinya menyerupai orang yang memotong tangan seseorang,
kemudian tangan tersebut hampir sembuh.

Dengan demikian, jika janin itu keluar dalam kondisi
meninggal, maka pelaku harus menanggung tangan tersebut
kemudian baru menanggung janin. Jika janin itu keluar dalam
kondisi hidup, kemudian meninggal, atau janin itu tetap hidup
sebagaimana mestinya, maka tangan tersebut diperlihatkan kepada
kaum wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi atau dua dokter
ahli kandungan, dimana mereka atau kedua dokter ahli itu
kemudian mengatakan, bahwa tangan itu terpisah secara utuh,
maka berkenaan dengan tangan itu diwajibkan menanggung
seperdua dari divat yang sempurna.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan, lalu dia
melahirkan tangan, kemudian wanita itu meninggal dunia,
sementara tubuh sang janin yang tersisa itu tidak permnah keluar,
maka sang pelaku wajib menanggung divat wanita itu dan juga
wajibkan menanggung ghurrah sang janin. Karena, kenyataannya
dia telah melakukan tindak kejahatan (pemukulan) janin yang
mengakibatkan tangannya terputus dan sang janin itu meninggal
akibat pemukulan itu.

Asy-Syirazi @& berkata: Pasal: Hamba sahaya yang
berumur kurang dari tujuh tahun tidak dapat diterima
untuk membayar divat janin (ghurrah). Karena ghurrah
itu adalah harta terbaik, dan hamba sahaya yang
berumur tujuh tahun tidak termasuk ke dalam harta
yang terbaik, bahkan dia masih memerlukan orang yang
menjaminnya.
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Hamba sahaya laki-laki setelah melewati umur
lima belas tahun tidak diterima sebagai divat janin,
karena dia tidak melayani kaum perempuan, demikian
pula dengan hamba sahaya perempuan setelah
melewati umur dua puluh tahun dia tidak dapat
diterima, karena penampilannya itu telah berubah dan
harganya menyusut, sehingga dia juga tidak termasuk
harta yang terbaik.

Sebagian ulama madzhab kami ada vyang
mengatakan, bahwa hamba sahaya baik laki-laki atau
perempuan; jika belum memasuki umur tersebut dapat
diterima, sedangkan jika sudah memasuki umur
tersebut, maka itu tidak dapat diterima. Karena sebelum
memasuki umur tersebut hamba sahaya itu tidak
membutuhkan dirinya, sedangkan hamba sahaya yang
telah memasuki umur tersebut membutuhkan dirinya.

Hamba sahaya yang dikebiri tidak dapat diterima
untuk membayar diyat janin, walaupun berharga mahal.
Hamba sahaya yang cacat juga tidak dapat diterima,
walaupun kecacatannya itu sedikit. Karena, hamba
sahaya seperti itu bukanlah termasuk harta yang
terbaik.

Tidak dapat diterima kecuali hamba sahaya yang
nilainya setara dengan seperdua dari divat vyang
sempurna. Karena standar divat janin seperti itu telah
diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit #,. Alasan lainnya
adalah, bahwa tidak mungkin menetapkan kewajiban
menanggung divat sempurna, lantaran kehidupan janin
yvang belum sempurna, dimana tidak mungkin pula
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menggugurkan pertanggungannya, karena janin adalah
cikal bakal manusia. Dengan demikian, maka dalam
masalah janin ini divat yang harus ditanggung itu dipilih
dengan divat yang terkecil yang dijadikan standar
pemberian ganti rugi akibat kecacatan (Arsy), yaitu
seperdua dari divat yang sempurna. Karena standar
tersebut dijadikan standar baku pemberian ganti rugi
luka mudhihah dan diyvat menanggalkan sebuah gigi.

Wali korban tidak dapat dipaksa agar menerima
selain ghurrah saat mudah didapat. Apabila ghurrah
sulit diperoleh, maka wajib menggantinya dengan lima
ekor unta, karena unta adalah alat bayar pokok dari
perkara diyat. Jika unta sulit juga diperoleh, maka sang
pelaku wajib menggantinya dengan uang yang setara
harga lima ekor unta tersebut, ini menurut salah satu
dari dua pendapat Asy-Syafii, atau dengan uang
sebesar lima puluh dinar, atau enam ratus dirham
menurut pendapat Asy-Syafi’i yang lain.

Apabila tindak pidana itu merupakan tindak
pidana secara tersalah, maka sang pelaku waijib
membayar divat mukhaffafah. Namun jika tindak pidana
itu merupakan tindak pidana secara sengaja (direncana-
kan) atau semi sengaja, maka pelakunya wajib
membayar divat mughallazhah. Ini sebagaimana
keterangan yang telah kami sampaikan saat membahas
diyat yang sempurna.

Apabila salah seorang dari ibu bapaknya itu
seorang nasrani, sedangkan yang lainnya seorang
majusi, maka berkenaan dengan pembunuhan janin ini
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diwajibkan membayar sepersepuluh dari divat orang
nasrani. Karena dalam masalah pertanggungan ini, jika
dalam diri salah seorang dari ibu bapaknya ada faktor
vang menetapkan pertanggungan tersebut, sementara
pada diri yang lainnya itu terdapat faktor vang
meniadakan (menggugurkan) pertanggungan tersebut,
maka vyang dimenangkan adalah faktor vyang
menetapkan pertanggungan tersebut. Oleh karena itu,
jika seorang yang sedang ihram itu membunuh binatang
buruan hasil peranakan antara hewan vyang halal
dimakan dan tidak halal dimakan, maka pembunuh
binatang buruan itu tetap wajib membayar denda yang
sepadan dengan binatang buruan tersebut.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan
nasrani yang lagi hamil oleh laki-laki nasrani, kemudian
perempuan itu masuk Islam, lalu dia melahirkan janin
dalam kondisi mati, maka berkenaan dengan
pembunuhan janin tersebut diwajibkan membayar
seperdua dari divat seorang muslim. Karena
pertanggungan tersebut ditentukan berdasarkan kondisi
saat terjadinya tindak kejahatan, dimana janin itu
berstatus muslim saat terjadinya kejahatan tersebut.
Dengan demikian, berkenaan dengan pembunuhan
janin tersebut diwajibkan membayar seperdua dari divat
seorang muslim.

Diyat janin menjadi hak milik ahli warisnya,
karena diyat janin itu sebagai pengganti nyawa orang
merdeka, sehingga janin dapat mewariskannya, sama
seperti divat lainnya.
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Penjelasan:

Perbincangan mengenai ghurrah dan kedua batasan umum;
minimum dan maksimum, termasuk sejumlah pembahasan yang
tidak jauh berbeda dengan sejumlah pembahasan yang
berhubungan langsung dengan bab-bab A/ /fg/ (pemerdekaan).
Terkait dengan pengganti divat janin di saat ghurrah itu sulit
diperoleh, maka kami akan mencoba untuk memperbincangkan
masalah ini.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai
pengganti ghurrah. Asy-Syirazi dan Ibnu Ash-Shabbagh
mengatakan, bahwa penggantinya adalah lima ekor unta, karena
unta adalah alat bayar pokok dari perkara diyat. Lalu jika unta sulit
diperoleh, maka penggantinya adalah uang setara dengan harga
lima ekor unta tersebut, ini menurut gau/ jadid, atau uang sebesar
lima puluh dinar, atau enam ratus dirham, dimana ini menurut gau/
qgadim.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan mayoritas ulama fikih Asy-
Svafi’i berkata: Jika ghurrah itu sulit diperoleh, maka penggantinya
adalah uang setara dengan harga ghurrah tersebut, ini berdasarkan
qaul jadid, perkara ini sama halnya jika ada seseorang yang
mengghashab seorang hamba sahaya dari pemiliknya, lalu hamba
sahaya itu tewas. Atau penggantinya adalah lima ekor unta,
berdasarkan gau/ gadim.

Apabila unta sulit diperoleh, maka penggantinya itu adalah
uang vang setara dengan harga lima ekor unta tersebut, ini
menurut salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i, atau uang
sebesar lima puluh dinar atau enam ratus dirham, menurut
pendapat yang lain.
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Cabang: Apabila ibu bapak janin tersebut semuanya
muslim, maka sang pelaku itu wajib menyerahkan ghurrah yvang
diperkirakan harganya setara dengan seperdua dari divat bapaknya .
atau sepersepuluh dari diyat ibunya. Jika keduanya itu adalah kafir
dzimmi, maka sang pelaku wajib menyerahkan ghurrah yang
diperkirakan harganya setara dengan seperdua dari divat bapaknya
atau sepersepuluh dari divat ibunya. Demikian juga, jika ibu
bapaknya semuanya majusi, maka divat janin (ghurrah) itu
ditentukan sesuai dengan divat mereka (seorang muslim dan kafir
dzimmi). '

Apabila salah seorang dari ibu bapaknya itu adalah orang
nasrani dan yang lainnya orang majusi, maka divat janin itu
ditentukan sebesar sepersepuluh dari divat orang nasrani.
Alasannya, jika faktor yang menetapkan itu menggugurkan
pertanggungan dan faktor yang menetapkan pertanggungan itu
secara kebetulan berkumpul dalam pengganti pidana penghilangan
nyawa, maka faktor yang menetapkan itu lebih diprioritaskan, hal
ini sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah binatang
buas hasil peranakan antara kijang betina dan serigala (anjing
hutan) saat seorang yang sedang ihram itu membunuhnya. Inilah
jawaban ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas’udi berkata: Janin yahudi, nasrani maupun majusi
tidak wajib menyerahkan ghurrah, tetapi hanya wajib menyerahkan
seperdua dari divat bapaknya. Jika ibu bapaknya itu berbeda
agama, maka pendapat hasil analisis fikih mengenai kasus ini
menyatakan, bahwa penentuan diyaf janin itu disesuaikan dengan
bapaknya. Ibnu Salamah berkata: Dipilih divat tekecil dari kedua
ibu bapaknya. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih
shahih. :
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Cabang: Apabila ada seseorang memukul perut
perempuan nasrani yang sedang hamil, lalu dia masuk Islam,
kemudian dia menggugurkan janin dalam kondisi meninggal dunia,
maka berkenaan dengan tindak pemukulan ini diharuskan
menyerahkan ghurrah. Karena penentuan divaf itu adalah saat
terjadinya pengguguran janin tersebut, dimana kondisi sang wanita
itu adalah seorang muslimah saat terjadinya pengguguran janin
tersebut.

Apabila ada seseorang yang memukul perut wanita murtad,
lalu wanita itu kembali memeluk Islam, kemudian dia
menggugurkan janin dalam kondisi mati, maka dalam perkara ini
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pemukul tidak harus menanggung
janin tersebut. Ini merupakan pendapat Ibnu Al Haddad Al Mishri,
karena sejak awal pidana itu dilakukan janin tersebut tidak harus
ditanggung.

Pendapat Kedua: Si pemukul itu harus menanggungnya, ini
lantaran mempertimbangkan kondisi saat kejadian pengguguran
janin itu terjadi.

Cabang: Apabila ada laki-laki muslim dan dzimmi
menyetubuhi wanita kafir dzimmi secara tersamar pada masa suci
yang sama, kemudian ada orang lain yang memukul perut wanita
itu, sehingga menggugurkan janin dalam kondisi mati, maka janin
tersebut harus diperlihatkan kepada dukun bayi (bidan), ini
menurut pendapat yang shahih. Kemudian jika dukun bayi itu
mempertemukan nasab janin itu dengan si muslim tersebut, maka
sang pelaku wajib menyerahkan ghurrah yang diperkirakan
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nilainya setara dengan seperdua dari divat laki-laki muslim.
Sedangkan jika sang bidan mempertemukan nasabnya dengan
kafir dzimmi tersebut, maka wajib menyerahkan ghurrah yang
diperkirakan nilainya setara dengan seperdua dari divar laki-laki
yahudi.

Apabila persoalan nasab janin itu sulit dia pecahkan, maka
wajib menyerahkan ghurrah sebagaimana janin yahudi, karena
ukuran itulah yang meyakinkan. Namun jika persoalan nasab itu
masih ada peluang untuk diketahui, maka kami memastikan,
bahwa tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkan warisan
harta ini, dimana sementara ini belum ada kepastian hukumnya
sampai persoalan nasab tersebut diketahui dengan jelas.

Lain halnya jika persoalan nasab itu masih tidak ada
peluang untuk diketahui, maka harta divat janin itu dibiarkan
sampai ada kesepakatan damai di antara mereka mengenai harta
tersebut. Jika laki-laki dan perempuan Kkafir dzimmi mau
mengadakan mediasi terkait kepemilikan kadar sepertiga harta
tersebut, maka mediasi terkait hal itu boleh, karena laki-laki
dzimmi itu tideak mempunyai hak yang berhubungan dengan
sepertiga harta tersebut, dimana kadar sepertiga ini tidak boleh
keluar dari sisi mereka berdua.

Cabang: Ghurrah yang wajib diserahkan sebagai divat
janin yang merdeka, ahli warisnya berhak mewarisinya. Demikian
juga, Abu Hanifah menghukumi. Al Laits bin Sa’id berkata: Janin
tersebut tidak meninggalkannya sebagai warisan, tetapi harta
tersebut menjadi hak mutlak milik ibunya, karena harta tersebut
diposisikan sebagai pengganti organ tubuh si ibu tersebut. Yang
menjadi dalil kami adalah, bahwa ghurrah itu merupakan divat
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dengan korban nyawa, dimana dia meninggalkannya sebagai
warisan, sebagaimana jika janin itu keluar lahir dalam kondisi
hidup.

Apabila ada seseorang memukul perut wanita nasrani, lalu
dia menggugurkan janin dalam kondisi mati, lalu dia mengklaim
bahwa janin itu hasil hubungan perzinaan seorang muslim dengan
dirinya, maka tidak wajib menyerahkan lebih dari satu diyat janin
wanita nasrani tersebut. Karena anak hasil perzinaan itu, nasabnya
tidak dipertemukan dengan laki-laki pezina.

Ath-Thabari berkata: Apabila wanita nasrani itu berkata:
“Seorang muslim telah menyetubuhiku karena tersamar,” lalu
pelaku kejahatan dan ahli waris ashabah tersebut membantahnya,
maka mereka harus bersumpah dengan menyatakan
ketidaktahuannya akan hal itu. Karena kenyataannya janin itu ikut
wanita nasrani tersebut. Namun jika mereka membenarkannya,
maka wajib menyerahkan ghurrah yang diperkirakan nilainya
setara dengan seperdua dari divat laki-laki muslim.

Apabila ahli waris ashabah membenarkannya, sementara
pelaku kejahatan itu tidak membenarkannya, maka bantahan
pelaku kejahatan itu tidak ada pengaruh apapun. jika pelaku
kejahatan itu membenarkannya, sementara ahli waris ashabah
tidak membenarkan hal itu, maka ahli waris ashabah itu harus
menanggung divat janin wanita nasrani tersebut, dimana sisanya
wajib dibebankan ke dalam harta pelaku kejahatan tersebut,
karena sisa divat janin itu wajib dibayar akibat pengakuannya.
Wallahu A lam.
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Bab: Denda Pengganti Tindakan Kriminal

Asy-Syirazi & berkata: Tindakan kriminal yang
menetapkan akibat hukum berupa denda pengganti,
ada dua macam: Luka badan (juruh) dan luka anggota
tubuh. Luka badan itu ada dua macam; luka di kepala

atau wajah (syijaj), dan luka di badan selain kepala atau
wajah.

denis luka di kepala ada sepuluh, yaitu sebagai
berikut: Harishah, luka berupa kulit sedikit terkelupas
seperti luka cakar. Damiyah; luka berdarah tanpa
pendarahan. Badhighah, luka sayatan pada daging yang
tepat berada di bawah kulit. Mutalahimah; luka berupa
belahan daging tetapi tidak sampai mengkoyak jaringan
yvang ada antara daging dan tulang. Samhaq, penduduk
kota menyebutnya Al Milthath, luka berupa terkoyaknya
jaringan vang ada di antara daging dan tulang.
Mudhihah, luka pada tempurung kepala yang terlihat
jika diperiksa. Hasyimah, luka berupa remuknya tulang.
Munaqqilah, juga disebut Al Manqulah; luka tergesernya
tulang dari posisi semula. Al Ma 'mumah; juga disebut
Aamah, luka pada selaput otak, yaitu kulit tipis yang
melindungi otak. Damighah; luka pada selaput otak dan
mengenai bagian otak.

Pasal: Luka yang wajib dikenai denda pengganti
vang ditentukan ukurannya dengan pasti dari sekian
banyak luka di kepala itu ada empat macam; yaitu
mudhihah, bhasyimah, munaqqalah dan ma mumah.
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Terkait luka mudhihah, denda yang wajib dibayar
sebanyak lima ekor unta. Hal ini sesuai dengan hadits
yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin
Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, “Bahwa
Rasulullah 4 mengirim surat kepada penduduk Yaman
vang berisi fara‘idh, segala kesunahan dan diyat,
sedangkan dalam luka mudhihah dikenai denda lima
ekor unta.”

Kewajiban membayar denda lima ekor unta itu
berkenaan dengan luka mudhihah, baik luka itu kecil
maupun besar; baik luka itu terlihat maupun tertutup
rambut. Karena istilah mudhihah itu mencakup ke
semua luka yang telah disebutkan.

Apabila ada seseorang mencederai orang lain
hingga mengakibatkan dua luka mudhihah yang mana
antara kedua luka itu ada pemisah, maka dia wajib
menanggung denda pengganti dua luka mudhihah,
karena dua luka tersebut merupakan dua luka mudhihah
yang berbeda. Jika pelaku tindakan kriminal itu
menghilangkan pemisah antara kedua luka tersebut,
maka dia hanya dikenai kewajiban membayar satu
denda mudhihah. Sebab, kesemua luka akibat
perbuatannya menghilangkan pemisah tersebut berubah
menjadi sebuah luka mudhihah. Sehingga kasus
tersebut sama seperti halnya jika dia mencederai orang
lain hingga mengakibatkan semua luka tersebut tanpa
ada pemisah.

Apabila luka mudhihah tersebut merusak pemisah
antara kedua luka itu sedikit demi sedikit hingga habis,
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maka sang pelaku wajib menanggung sebuah denda
luka mudhihah. Karena keberlanjutan perbuatan pelaku
tindakan kriminal itu sama seperti perbuatannya. Jika si
korban (majni alaih) menghilangkan pemisah tersebut,
maka pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung
denda dua luka mudhihah, sebab denda yang wajib
ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya itu
tidak gugur akibat perbuatan orang lain selain dirinya.

Lain halnya jika ada orang lain yang datang, lalu
dia menghilangkan pemisah antara kedua luka tersebut,
maka orang pertama itu wajib menanggung denda dua
luka mudhihah tersebut, dimana pelaku lainnya itu
wajib menanggung denda sebuah luka mudhihah.
Karena kontruksi perbuatan salah seorang dari mereka
itu tidak dibangun atas dasar perbuatan yang lain.
Dengan demikian, masing-masing dari kedua pelaku itu
harus menanggung akibat tindakan kriminal yang
dilakukannya sendiri-sendiri.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan
kriminal hingga mengakibatkan korban mengalami dua
luka mudhihah, lalu dia mengiris daging yang berada di
antara kedua luka itu di bagian dalamnya, dan
membiarkan jaringan kulit yang ada di atasnya, maka
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindakan kriminal itu
wajib menanggung denda dua luka mudhihah, ini

karena terpisahnya kedua luka itu pada bagian luar luka
tersebut.
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hidung itu mengenai semua bagiannya, maka wajib diyat yang
sempuma; dalam (tindakan mencederaj) lidah, ada divat yang
sempurna; dalam kedua bibir ada divat-nya; dalam kedua buah
zakar ada divat-nya; dalam kemaluan laki-laki divat sempurna;
dalam tulang rusuk diyat sempurna, dalam kedua mata ada diyat
sempuma; dalam sebelah kaki ada seperdua dari divat, dalam luka
ma ‘'mumah ada sepertiga dari divat; dalam ja ifah ada sepertiga
divat, dalam luka munaqqilah ada lima belas ekor unta; dalam
setiap jari dari jari-jari tangan dan kaki sepuluh ekor unta; dalam
menanggalkan gigi lima ekor unta; dan dalam luka mudhihah lima
ekor unta. Sesungguhnya seorang laki-laki boleh dihukum mati
sebagai balasan membunuh perempuan, dan bagi penanggung
divat yang mempunyvai harta uang emas wajib membayar seribu

»

dinar.

An-Nasaa i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarudi,
Al Hakim dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya secara maushul.
Abu Daud meriwayatkanya dalam A/ Marasil Ahmad, Al Hakim,
Ibnu Hibban dan Al Baihagi menyatakan shahih sanad hadits ini.
Perbincangan tentang hadits ini telah dikemukakan. Kami kembali
menegaskan riwayat An-Nasaa'i di sini, karena kami hendak
merujuk masalah divat yang akan disampaikan ini dari berbagai
kitab tentang divat untuk menghindari pengulangan.

Masalah: Apabila ada seseorang mencederai orang lain
hingga mengakibatkan dua, tiga atau empat luka mudhihah, maka
wajib membayar lima ekor unta untuk setiap luka mudhihah, ini
sesuai dengan makna umum dari hadits tersebut. Apabila luka
mudhihah itu jumlahnya banyak hingga divatnya melebihi pidana
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pembunuhan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i dari
kalangan ulama Khurasan:

Pendapat Pertama: Tidak wajib membayar lebih dari diyat
pembunuhan, karena luka mudhihah itu tidak lebih dilindungi
daripada jiwanya.

Pendapat Kedua: Wajib membayar lima ekor unta
berkenaan dengan setiap luka mudhihah. Ini merupakan pendapat

yang masyhur. Hal ini sesuai sabda Nabi &, (» (o> Z\awjd\ <3

- ’

JJ‘J‘ “Dalam luka mudhihah dendanya lima ekor unta,” dimana

P

beliau itu tidak pernah memilah-milih.

Alasan lain, dalam setiap luka mudhihah itu wajib
membayar denda pengganti yang telah diperkirakan besarannya
dengan pasti, sehingga wajib membayar lima ekor unta berkenaan
dengan setiap luka mudhihah, sekalipun denda itu jika ditotal
melebihi divat pidana pembunuhan. Ini sama halnya jika ada
seseorang yang memotong kedua tangan dan kedua kakinya.

Apabila ada seseorang mencederai orang lain hingga
mengakibatkan dua luka mudhihah dimana antara kedua luka itu
ada pemisah, kemudian pelaku tindak pidana itu menghilangkan
pemisah ini, maka dia tidak wajib menanggung lebih dari denda
pengganti satu luka mudhihah, karena sebagian perbuatan
seseorang antara lain dibangun atas sebagian yang lainnya. Sama
halnya jika dia memotong kedua tangan dan kedua kaki korban.

Jika luka mudhihah tersebut merusak pemisah antara kedua
luka itu sedikit demi sedikit hingga habis akibat tindakan pidana

tersebut, maka kasus tersebut sama seperti kondisi jika dia
merobek pemisah antara kedua luka tersebut. Karena
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keberlanjutan perbuatan pelaku tindak kriminal itu sama seperti
perbuatannya. Hal ini sama seperti jika ada seseorang memotong
kedua tangan dan kedua kaki korban, dimana luka pemotongan itu
mengakibatkan hiléngnya nyawa korban.

Apabila ada orang lain merobek pemisah antara kedua luka
tersebut, maka dia wajib menanggung denda pengganti satu luka
mudhihah saat luka itu sampai menyentuh tempurung. Sedangkan
orang pertama wajib menanggung denda dua luka mudhihah.

Apabila si korban (majni alaih) merobek pemisah antara
kedua luka tersebut, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang
sia-sia, namun hal itu tidak menggugurkan sedikitpun denda dari
pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila ada dua orang melukai kepala orang lainnya hingga
mengakibatkan dua luka mudhihah, dimana keduanya itu turut
terlibat dalam kedua luka mudhihah tersebut. Tiba-tiba datang
orang lain, lalu dia merobek pemisah antara kedua luka tersebut,
maka si perobek itu wajib menanggung seperdua dari denda luka
mudhihah, sedangkan sang pelaku yang tidak pernah merobek
wajib menanggung satu denda luka mudhihah, karena kedua
pelaku pertama tatkala dia melukai kepala korban hingga
mengakibatkan luka mudhihah, maka masing-masing dari mereka
itu wajib menanggung satu denda luka mudhihah.

Dengan demikian, jika salah seorang dari mereka merobek
pemisah antara kedua luka tersebut, maka perobekan pemisah itu
bagi si perobek seakan-akan melukai korban hingga
mengakibatkan sebuah luka mudhihah, sehingga si perobek itu
wajib menanggung seperdua dari denda luka mudhihah tersebut,
namun akibat perobekan itu kewajiban yang harus ditanggung oleh
pelaku lainnya tetap tidak gugur barang sedikitpun.
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Apabila ada seseorang melukai kepala seseorang sebanyak
satu kali; yang sebagiannya itu berupa luka mudhihah, sebagian
lainnya berupa luka badhi‘ah, dan sebagian lainnya berupa luka
mutalahimah, maka pelaku tindakan pidana itu tidak wajib
menanggung lebih dari satu denda luka mudhihah. Karena, jika dia
melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan semua luka
berupa mudhihah, maka dia tidak wajib menanggung lebih dari
satu denda luka mudhihah. Maka, apalagi jika luka mudhihah itu
hanya sebagian, maka tentu lebih tidak wajib lagi menanggung
lebih dari satu denda luka mudhihah.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban sebanyak
dua luka mudhihah, dimana dia merobek jaringan daging pemisah
antara kedua luka tersebut dan tidak merobek jaringan kulit yang
nampak dari luar, maka pada perkara ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindakan kriminal itu wajib
menanggung denda dua luka mudhihah, karena mempertimbang-
kan kenyataan yang ada.

Pendapat Kedua: Pelaku tindakan kriminal itu tidak wajib
menanggung kecuali denda satu luka mudhihah, karena
mempertimbangkan bagian dalam luka mudhihah tersebut.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban sebanyak
dua luka mudhihah, dan merobek jaringan kulit pemisah antara
kedua luka tersebut, dan tidak merobek jaringan daging pemisah
antara keduanya, maka ulama madzhab kami sepakat, bahwa dia
tidak wajib menanggung kecuali denda sebuah luka mudhihah.
Kerena, penetapan denda satu luka mudhihah itu lebih tepat,
sebab dia tidak merobek kecuali bagian luar.
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Apabila ada seseorang melukai kepala korban dengan
sebuah luka mudhihah, dimana luka mudhihah itu menurun hingga
ke tengkuk, vaitu leher bagian belakang, maka dia wajib
menanggung denda sebuah luka mudhihah di kepala dan juga
divat hukumah sebagai pengganti luka yang turun hingga ke
tengkuk, karena keduanya itu adalah dua anggota badan yang
berbeda.

Jika ada seseorang melukai korban dengan sebuah luka
mudhihah, dimana sebagiannya itu di kepala dan sebagian lainnya
di wajah, maka terkait hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia tetap wajib menanggung denda dua
luka mudhihah, karena keduanya itu merupakan anggota badan
vang berbeda, keduanya sama seperti kepala dan tengkuk.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib menanggung kecuali
denda sebuah luka mudhihah. Karena kesemuanya itu adalah
tempat adanya luka mudhihah, lain halnya dengan tengkuk.
Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih shahih, karena
kenyataannya, bahwa kepala dan wajah itu merupakan dua
anggota badan yang berbeda.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan Iluka
mudhihah di seluruh bagian kepala, dimana ukuran kepala korban
adalah seukuran dua puluh jari, sedangkan kepala pelaku tindakan
pidana tersebut itu berukuran lima belas jari, maka korban berhak
menuntut gishash dari pelaku tersebut di seluruh bagian kepalanya,
dimana korban tetap berhak mendapatkan sisa denda, karena
pelaku belum memenuhi kadar luka mudhihahnya. Lantas
berapakah denda yang berhak dia terima? Dalam hal ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Pendapat Pertama: Dia berhak mendapatkan denda sebuah
luka mudhihah, karena jika sang pelaku melukai orang itu dengan
kadar luka mudhihah sebanyak itu, maka tetap harus membayar
denda sebuah luka mudhihah.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang lebih
shahih, korban tidak berhak menuntut kecuali seperempat dari
denda sebuah luka mudhihah. Karena pelaku telah melukai korban
dengan luka mudhihah, dimana dia telah memenuhi tiga perempat
dari luka mudhihah tersebut, sehingga sisanya vang belum
dipenuhi itu adalah seperempat dari denda luka mudhihah
tersebut.

Apabila korban berhak mendapatkan denda luka mudhihah
vang berat (mughallazhah), maka dia berhak mendapatkan dua
ekor unta higgah dan tiga ekor unta bair, yaitu dari dua macam
unta yang berlainan jenis. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dia
berhak mendapatkan satu unta bair dengan seperdua dari higgah,
dan satu unta ba jr dengan seperdua dari jadz ah.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Ini memberi kepastian jika
korban itu memilih untuk mengambil harga kedua pecahan
tersebut, kecuali jlka korban itu setuju memilih keduanya dari
faktor umur yang pertama, yaitu memilih dua ekor unta higgah
dan seekor unta jadz ah.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Di dalam luka
hasyimah diwajibkan membayar denda sebanyak

sepuluh ekor unta. Hal ini sesuai keterangan yang
diriwayatkan oleh Qabishah bin Dzu'aib dari Zaid bin
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Tsabit, dia berkata: “Dalam luka hasyimah dendanya
sepuluh ekor unta.”

Apabila ada seseorang memukul kepala orang lain
menggunakan alat berat, lalu tulang tempurungnya itu
remuk, namun tulang itu tidak sampai terlihat, maka
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi
Ali bin Abu Hurairah, bahwa di dalam luka hasyimah
seperti ini diwajibkan membayar divat hukumah
(kompensasi), karena dia meremuk tulang namun tidak
sampai terlihat. Dengan demikian, luka tersebut
menetapkan akibat hukum berupa divat hukumah, ini
sama seperti meremuk tulang betis.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu
Ishaq, bahwa di dalam luka Hasyimah seperti ini
diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta.
Ini juga yang merupakan pendapat yang paling shahih.
Sebab, jika dia melukai korban dengan luka mudhihah
dan luka hasyimah, maka pelaku wajib menanggung
denda sebanyak sepuluh ekor unta. Dengan demikian,
hal itu membuktikan, bahwa tambahan lima ekor unta
itu karena adanya luka hasyimah tersebut. Dan
kenyataannya bahwa luka hasyimah itu benar-benar
terbukti adanya, sehingga pada luka hasyimah
diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan
dua buah luka hasyimah, yang antara kedua luka itu
terdapat jaringan pemisah, maka dia wajib menanggung
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denda dua luka hasvimah, sebagaimana telah kami
sampaikan dalam dua luka mudhihah.

Pasal: Di dalam luka munaqqalah diwajibkan
membayar denda sebanyak lima ekor unta. Hal ini

sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh
Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah g mengirim surat

kepada penduduk Yaman, J-g}l; p ByhE [war Rl:i-.U\ & “Di
dalam Iuka munaqqalah lima belas ekor unta
dendanya.”

Apabila ada seseorang melukai kepala korban
dengan luka mudhihah, dan dia menurunkan luka
mudhihah itu hingga ke wajahnya, maka dalam perkara
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Pelaku wajib menanggung
denda dua luka mudhihah, karena sang pelaku melukai
orang tersebut pada dua anggota badan yang berbeda.
Dengan demikian, wajib membayar denda dua luka
mudhihah tersebut, ini sama halnya seperti jika dia
memisahkan antara kedua luka tersebut.

Pendapat Kedua: Wajib membayar denda sebuah
luka mudhihah. Karena luka itu masih satu paket
dengan luka mudhihah, sehingga kasus melukai itu
menyerupai kasus jika sang pelaku melukai dengan luka
mudhihah pada bagian atas atau tengah kepala
(Haamah), dan menurunkan luka mudhihah itu hingga
ke bagian depan kepala.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban
dengan luka mudhihah, dimana itu menurunkan luka
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mudhihah hingga ke tengkuk (leher bagian belakang),
maka dia wajib menanggung denda sebuah luka
mudhihah di kepala, dan wajib menanggung diyat
hukum bagi luka di tengkuk. Karena tengkuk itu
bukanlah tempatnya luka mudhihah, sehingga tindakan
melukai di tengkuk itu, pertanggungannya terpisah.

Pasal: Di dalam luka ma'mumah diwajibkan
membayar denda sebanyak sepertiga divat yang
sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan oleh lkrimah bin Khalid, “Bahwa terkait
luka ma'mumah, Nabig® memutuskan diwajibkan
membayar denda sebanyak sepertiga divat vang
sempurna.”

Sementara terkait dengan luka damighah, maka
ada sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan,
bahwa di dalam Iluka damighah ini diwajibkan
membayar denda sebagaimana denda yang diwajibkan
dalam luka ma mumah (sepertiga diyat yang sempurna).

Aqdhal Qudhat Abu Al Hasan Al Mawardi Al
Bashri mengatakan: Pelaku tindakan kriminal tersebut
diwajibkan membayar denda luka ma 'mumah sekaligus
divat hukumah (kompensasi dari luka itu). Karena,
perobekan kulit itu merupakan tindak pidana setelah
adanya luka ma’mumah, sehingga karena adanya luka
damighah ini, maka wajib membayar divat hukumah.

Pasal: Apabila ada seseorang melukai kepala
orang lain dengan luka mudhihah, tiba-tiba datang
orang lain lalu dia mengubahnya menjadi luka
hasyimah, dan datang lagi orang lain lalu dia
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mengubahnya menjadi luka munaqqalah, kemudian
datang lagi orang lain lalu dia mengubahnya menjadi
ma'mumah, maka pelaku yang pertama itu wajib
menanggung denda sebanyak lima ekor unta, pelaku
yang kedua lima ekor unta, pelaku yang ketiga lima
ekor unta, begitu juga dengan pelaku yang keempat
sebanyak delapan belas unta ba’ir dan sepertiga, karena
kesemua luka itu merupakan tindakan kriminal masing-
masing dari mereka.

Penjelasan:

Atsar Zaid bin Tsabit telah diriwayatkan oleh Al Baihagi.
Kemudian Al Baihaqi telah menceritakannya dari sejumlah ulama.
Para ulama sepakat, bahwa tentang standar denda yang wajib
dibayar dalam luka Aasyimah tidak pernah sampai kepada kita dari
Nabi 8.

Mereka menceritakan dari Malik, pemyataannya, “Aku
tidak mengetahui luka hasyimah, tetapi dalam luka mudhihah
dendanya lima ekor unta, dimana dalam meremuk tulang (A/
Hasym) ada hukuman tertentu yang diputus oleh hakim.”

Hasan Al Bashri tidak pemah membuat standar denda
apapun dalam luka hasyimah. Tonu Al Mundzir berkata:
Pandangan Malik tersebut mendukung pendapat Hasan Al Bashri,
sebab tidak ada dalil Sunnah maupun jima’ulama yang berkenaan
dengan luka hasyimah tersebut. Alasan lainnya adalah, bahwa
perkiraan denda yang pasti tidak pernah diriwayatkan dari
Nabi ), sehingga di dalam luka hasyimah ini diwajibkan
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membayar divat hukuman (kompensasi), sebagaimana luka selain
mudhihah. Bantahannya akan hal ini disampaikan.

Terkait dengan riwayat mursa/ lkrimah vang telah
disebutkan tadi, karena Ikrimah adalah putra Khalid bin Hisyam Al
Makhzumi dari kalangan tabi’in, di dalam hadits Amru bin Hazm
tentang surat Rasulullah @ kepada penduduk Yaman ada
keterangan vyang telah mencukupinya (tidak membutuhkan
keterangan hadits mursa/tersebut).

Hukum: Asy-Syafi'i dalam A/ Umm telah berkata: “Aku
menghafal dari sejumlah ulama vyang kujumpai. Mereka
mengutarakan kepadaku, bahwa di dalam luka Aasyimah dendanya
sepuluh ekor unta, dan dengan pendapat ini pula aku
menghukumi.”

Kemudian Asy-Syafi'i berkata: Jika luka di kepala itu cukup
besar, lalu luka itu meremukkan bagian atau beberapa bagian
tulang vang antara keduanya ada tulang pemisah, maka luka
tersebut sama dengan sebuah luka hasyimah. Karena tindakan
melukai itu merupakan sebuah tindakan kriminal. Jika antara
kedua luka itu ada jaringan pemisah dari kepala, dimana pukulan
itu tidak meremuknya, dan pemukulan itu hanya sekali dilakukan,
lalu pemukulan itu mengakibatkan luka hasyimah di beberapa
bagian kepala, maka masing-masing dari bagian luka itu terpisah,
dimana itu dikarenakan bagian tersebut tidak menyatu dengan
bagian luka pemukulan yang menimbulkan luka Aasyimah.
Demikian juga dalam luka munaqgqgalah dan ma ‘mumabh. )

Para ulama yang menghukumi, bahwa dalam luka Aasvimah
itu dendanya adalah sepuluh ekor unta, antara lain adalah Ahmad
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dan Abu Hanifah. Sedangkan Malik berkata: Di dalam luka
hasyimah, maka diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor
unta dan divat hukumah dalam hal peremukan tulang.

Yang menjadi dalil kami adalah afsar yang diriwayatkan dari
Zaid bin Tsabit, dimana tidak ada seorangpun di kalangan sahabat
yang menentang ini, sehingga keputusan hukum itu telah menjadi
jima’ sahabat. Keputusan hukum seperti yang telah disampaikan
Zaid bin Tsabit itu faktanya menegaskan, bahwa keputusan hukum
itu adalah faugifi (Hukum yang dibuat oleh Allah; bukan wilayah
ijtihad). Oleh karena itu, keputusan hukum itu tidak pernah lepas
dari afsar yang diriwayatkan dari Nabi €. Alasan lainnya, bahwa
luka hasvimah ini merupakan luka yang satu tingkat lebih tinggi di
atas luka mudhihah, dimana luka ini dibatasi dengan istilah
tersendiri, sehingga di dalam luka hasyimah ini ada perkiraan
denda vang pasti, sama halnya pada luka ma ‘mumah.

Apabila ada seseorang memukul wajah korban atau
kepalanya dengan alat berat hingga mengakibatkan korban luka
hasyimah tanpa membelah kulit maupun jaringan daging, maka
mengenai perkara ini, ada dua pendapat ulama madzhab kami.
Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, bahwa pada luka seperti
ini diwajibkan membayar divat hukumah, karena luka tersebut
bukanlah luka mudhihah dan bukan pula luka hasyimah, tetapi
hanya meremuk tulang, jadi perbuatan melukai itu sama seperti
halnya jika pelaku tersebut meremuk (tulang) lengan korban.

Sedangkan Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan, bahwa
pelaku wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta. yaitu
pendapat yang lebih shahih. Karena jika dia melukai korban
hingga menimbulkan luka mudhihah dan melukai korban hingga
menimbulkan luka hAasvimah, maka tentunya dia wajib
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menanggung denda sebanyak sepuluh ekor unta. Jika dia melukai
korban hingga menimbulkan luka mudhihah, namun dia tidak
pernah melukainya hingga menimbulkan luka Aasyimah, maka dia
tidak wajib menanggung denda kecuali lima ekor unta. Dengan
demikian, kasus tersebut membuktikan, bahwa lima ekor yang
menjadi tambahan itu karena adanya luka mudhihah tersebut.

Cabang: Apabila melukai korban dengan luka di kepala
atau wajah; sebagian berupa luka mudhihah, sebagian lainnya
berupa luka hasyimah, dan sebagian lainnya lagi merupakan luka
di bawah luka mudhihah, maka pelaku tindak kriminal ini tidak
wajib menanggung kecuali denda sebanyak sepuluh ekor unta.
Karena jika dia melukai korban dengan luka hasyimah semuanya,
maka dia tidak harus menanggung kecuali denda sepuluh ekor

unta, maka apalagi jika dia hanya melukai korban dengan sebagian
luka hasyimah.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua luka
hasyimah, dimana antara kedua luka itu ada jaringan pemisah,
maka pelaku tindak pidana tersebut wajib menanggung denda dua
luka hasyimabh.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua luka
mudhihah, dan dia meremuk tulang (tempurung kepala) dengan
masing-masing dari kedua luka mudhihah tersebut, dimana
peremukan tulang tempurung kepala itu sampai ke tulang bagian
dalam kepala, maka ulama madzhab kami sepakat, bahwa pelaku
tindakan kriminal tersebut wajib menanggung denda dua luka
hasyimah.
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Perbedaan antara kedua luka hasyimah dan dua luka
mudhihah adalah; jika kedua luka itu menembus sampai ke tulang
bagian dalam kepala, sehingga pemisah yang ada antara kedua
luka mudhihah di bagian dalam kepala itu benar-benar hilang,
sedangkan dalam kasus ini jaringan kulit dan daging yang memisah
antara keduanya tetap utuh, sehingga kedua luka itu statusnya dua
luka hasyimah, hanya saja peremukan tulang antara satu luka dan
luka lainnya menyatu, namun hal itu tidak menjadi bahan
pertimbangan, dimana dengan segala apa yang telah kami hukumi
itulah, Ahmad dan para ulama madzhabnya berpendapat.

Perkataan Nabi, Jui o 858 (a3 il (3 “Di daam
munaqqalah dendanya lima belas ekor unta (khamsa asyrata)
dalam riwayat lain: “Khamsata asyara.” Penulis Al Qamus
mengatakan, bahwa munagqalah adalah jenis luka vang
mengakibatkan pembungkus tulang bergeser, yaitu jaringan yang
menutupi tulang selain daging.

Dalam An-Nihayvah karya Ibnu Al Atsir disebutkan, bahwa
munaqqalah adalah jenis luka yang mengeluarkan kerangka tulang
vang kecil-kecil dan memindahkannya dari posisi semula. Menurut
sebuah pendapat, munaqqalah adalah jenis luka yang menggeser
tulang, maksudnya meremukannya. Pengertian tersebut telah
diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Al Atrah, Ahmad bin Hanbal
dan Abu Hanifah. Ibnu Qudamah berkata, bahwa pengertian
tersebut telah menjadi jima’ulama. Sementara ketentuan detailnya,
maka itu sama seperti detail luka mudhihah dan hasyimah.

Perkataan Nabi, &t &b Za'pale i &9 “Dalam luka
ma ‘mumah diwajibkan membayar denda sepertiga divat yang
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sempurmna,” menurut pendapatku, silahkan lihat kembali surat
Nabi £ untuk penduduk Yaman di awal bab ini.

Ibnu Abdil Barr berkata: Kelompok ulama Irak
mengatakannya “Aamah,” sedangkan kelompok ulama Hijaz
“Ma mumah.” Yaitu luka yang sampai pada selaput otak (kulit
tipis yang melindungi otak). Dinamakan selaput otak (ummi
dimaagh), selaput tersebut melindungi otak dan menghimpunya.

Jadi, jika luka itu sampai pada selaput otak disebut Aamah
dan Ma ‘mumah, maka dendanya itu adalah sepertiga divat yang
sempurna, ini menurut pendapat mayoritas ulama kecuali Makhul.
Sebab dia berkata: Apabila luka tersebut dilakukan secara sengaja,
maka dendanvya itu dua pertiga divat namun jika ini dilakukan
secara tersalah, maka dendanya adalah sepertiga divat yang

sempurna. Demikian Asy-Syaukani meriwayatkannya dari Ibnu Al
Mundzir.

Sedangkan luka damighah, yaitu luka yang merobek selaput
otak, dendanya sama seperti luka ma ‘mumah. Para ulama
madzahab Ahmad generasi pertama tidak permah menyinggung
luka damighah, karena dendanya itu sama dengan luka
ma ‘mumah. Tonu Qudamah berkata: Ada kemungkinan mereka
tidak menyebutkannya karena luka damighah ini sang penderita
umumnya tidak akan selamat.

Abu Al Hasan Al Mawardi Al Bashri, penulis A/ Hawi, A/
Ahkam As-Sulthaniyah, dan Adab Ad-dunya wa Ad-diin dan
lainnya, dan tokoh ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya yaitu dari
kalangan ulama Irak, berkata: Di dalam luka damighah diwajibkan
membavyar divat hukumah serta sepertiga divaf karena perobekan
selaput yang melindungi otak. Demikian para ulama madzhab
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Ahmad menghukumi, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu
Qudamah.

Cabang: Abu Al Abbas bin Suraij berkata: Apabila ada
seseorang melukai korban dengan luka mudhihah, dimana ada
pelaku lain melukainya dengan luka hasyimah, pelaku lainnya lagi
melukainya dengan luka munaqqalah dan pelaku lain juga turut
melukainya dengan luka Aamah di bagian yang sama, maka
pelaku yang melukainya dengan luka mudhihah itu waijib
menanggung denda sebanyak lima ekor unta, pelaku yang
melukainya dengan luka hAasyimah wajib menanggung denda
sebanyak lima ekor unta, pelaku yang melukainya dengan luka
munaqqgalah wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta,
dan pelaku yang melukainya dengan luka Aamah wajib
menanggung denda sebanyak delapan belas ekor unta dan
sepertiga. Karena kesemua itu adalah standar tindakan kriminal
masing-masing dari mereka, dimana ini merupakan hasil ijtihad
Asy-Syirazi dalam bab ini.

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: mengenai jenis luka
di kepala atau wajah (syijaj) yang sehaluan dengan luka
mudhihah, maka itu ada lima macam, vaitu: Kharishah,
damiyah, badhi’ah, mutalahimah dan samhaq; maka hal
ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kadarya dari
luka mudhihah itu dapat diketahui, misalnya luka di
kepala berupa luka mudhihah, lalu seseorang melukai di
samping luka tersebut dengan luka badhi’ah dan
. mutalahimah, begitu juga kadar kedalaman Iluka
tersebut dan estimasi luka tersebut dari luka mudhihah,
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keluar dari perut ke punggung, maka ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang
di-nash oleh Asy-Syafi’i, bahwa luka yang keluar dari
perut ke punggung tersebut merupakan luka ja'ifah,
dimana terkait luka ini diwajibkan membayar denda
ja‘ifah yang lain. Hal ini sesuai dengan hadits yang
telah diriwayatkan oleh Amru bin Syu’aib dari ayahnya
dari kakeknya, “Bahwa Umar & memutuskan di dalam
luka ja'ifah yang menembus dari dalam perut ke
punggung ada dua luka ja'ifah.” Alasan lainnya adalah,
bahwa luka yang keluar dari perut ke punggung itu
adalah luka yang menembus hingga ke dalam perut,
sehingga di dalam luka tersebut diwajibkan membayar
denda satu luka ja'ifah, sama seperti luka yang
menembus hingga ke dalam perut.

Pendapat Kedua: Luka yang keluar dari bagian
dalam perut hingga ke punggung bukanlah luka ja'ifah,
sehingga dalam luka seperti ini diwajibkan membayar
divat hukumah. Karena ja 'ifah itu adalah jenis luka yang
berawal dari bagian luar hingga menembus ke bagian
dalam perut. Sedangkan luka ini keluar dari dalam
perut ke punggung bagian luar, sehingga diwajibkan
membayar divat hukumah.

Pasal: Apabila ada seseorang menusuk pelipis
korban, lalu meremuk tulang rahangnya, dimana luka

itu masuk hingga ke rongga mulut, maka dalam perkara
ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Luka tersebut merupakan
jenis luka ja'ifah, dan diwajibkan membayar denda
sepertiga divat yang sempurna. Karena luka tersebut
adalah luka yang bermula dari organ bagian luar
menembus ke dalam, sehingga luka tersebut
menyerupai luka yang masuk hingga ke organ dalam
(perut misalnya).

Pendapat Kedua: Luka tersebut bukan merupakan
jenis luka ja'ifah, karena luka tersebut tidak termasuk
ke dalam jenis luka ja'ifah saat kata ja'ifah itu
diungkapkan secara mutlak, dimana luka itu juga tidak
menyamai luka ja'ifah dalam segi kekhawatiran yang
mengancam keselamatan korban akibat luka tersebut,

sehingga sanksi dendanya pun tidak dapat disamakan
dengan luka ja ‘ifah.

Berdasarkan pendapat kedua ini, maka sang
pelaku wajib menanggung divat hasyimah, karena dia
meremuk tulang rahang, dan dia juga wajib
menanggung divat hukumah untuk kelebihan luka
hasyimah tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang yang menjahit luka
ja'ifah, tiba-tiba datang seseorang sembari meretas
(benang-benang) pada jahitan tersebut, maka masalah
tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila
pembukaan jahitannya itu dilakukan sebelum luka
menutup dengan rapat, maka dia tidak wajib
menanggung denda apapun, karena unsur tindakan
kriminal itu tidak ditemukan dari dirinya, namun dia
hanya wajib menanggung harga benang pada jahitan
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tersebut dan ongkos sepadan untuk biaya menjahit luka-
luka tersebut.

Jika pembukaan jahitannya itu dilakukan setelah
semua luka menutup dengan rapat, maka dia wajib
menanggung denda luka ja'ifah. Karena dengan
rapatnya semua luka tersebut, maka organ tubuh yang
dilukai itu kembali seperti kondisi sebelum tindakan itu
terjadi, dimana dia wajib menanggung harga benang
pada jahitan tersebut, dan tidak wajib menanggung
ongkos menjahit luka, sebab itu sudah termasuk ke
dalam denda ja ‘ifah.

Apabila pembukaan jahitan itu dilakukan setelah
sebagian luka jaa‘ifah menutup sebagian, maka dia
wajib menanggung divat hukumah, karena dia telah
melakukan tindak pidana atas luka yang telah menutup,
dia wajib menanggung harga benang pada jahitan itu,
dan tidak wajib menanggung ongkos menjahit luka
tersebut, karena sudah termasuk ke dalam divat
hukumah.

Pasal: Apabila ada seseorang memasukkan kayu
atau besi lewat lubang anus seseorang, lalu dia merobek
jaringan pemisah (antara luar dan dalam anus) di bagian
dalam anus tersebut, maka dalam hal ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i, sesuai dengan dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i dalam kasus seseorang
yang merobek jaringan pemisah antara kedua luka
mudhihah.

Pendapat Pertama: Sang pelaku itu wajib
menanggung denda luka ja'‘ifah. Karena dia berusaha
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merobek jaringan pemisah (antara organ luar dan dalam
anus) sampai menembus ke dalam.

Pendapat Kedua: Sang pelaku wajib menanggung
diyat hukumah, karena jaringan pemisah yang nampak
dari luar masih tetap utuh.

Pasal: Apabila ada seseorang menghilangkan
selaput dara seorang wanita dengan kayu atau
sejenisnya, maka dia diwajibkan menanggung divat
hukumah, karena penghilangan selaput dara itu
merupakan bentuk penghilangan jaringan pemisah
(antara organ luar dan dalam kemaluan perempuan),
dimana dalam penghilangan selaput dara ini tidak ada
denda vang diperkirakan dengan batasan yang pasti,
sehingga diwajibkan membayar divat hukumah.

Apabila menghilangkannya melalui persetubuhan,
maka sang pelaku tidak wajib menanggung denda
apapun, karena jika perempuan itu secara sukarela
memberikan keperawanannya kepada laki-laki tersebut,
maka itu artinya dia telah mengizinkannya untuk
menghilangkan keperawanan tersebut. Namun, jika
sang lelaki memaksanya, maka dendanya sudah
termasuk ke dalam maharmya. Karena, kami
menetapkan pelaku yang menghilangkan keperawanan
itu wajib membayar mahar seorang gadis.

Penjelasan:

Di dalam Marasi/ Makhul disebutkan, “Sesungguhnya
Nabi €% menetapkan denda lima ekor unta dalam luka mudhihah,
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dan beliau tidak permnah menetapkan denda dengan batasan yang
pasti dalam luka selain itu.”

Jika perkiraan besaran denda itu tidak ditetapkan kecuali
berdasarkan nashA vang dibuat langsung oleh pembuat syariat
(Taugify, dimana dalam kasus ini tidak ada nash yang dibuat oleh
pembuat syariat berkenaan dengan lukaluka yang sehaluan
dengan luka mudhihah dengan denda yang besarannya telah
ditentukan, maka jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka
apabila kadarnya dari luka mudhihah dapat diketahui, misalnya di
kepala korban ada luka mudhihah, kemudian sang pelaku melukai
lagi di kepala korban dengan luka damighah atau badhi'ah, maka
jika kadar kedalaman luka yang kedua itu diketahui dari kedalaman
luka mudhihah vang terdapat di kepalanya, maka perkiraan
besaran denda dalam luka tersebut wajib ditentukan dari denda
luka mudhihah.

Apabila kadar kedalaman luka yang kedua itu dari
kedalaman luka mudhihah yang terdapat di kepalanya itu tidak
dapat diketahui, maka diwajibkan membayar divat hukumah yang
besarannya dapat diketahui melalui perkiraan besar kecilnya luka
tersebut, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan. Jadi,
jika kita meyakini bahwa luka tersebut seperdua dari luka
mudhihah, dan kita meragukan apakah luka itu melebihi seperdua
atau tidak? Maka luka itu diperkirakan besar kecilnya. Jika divat
hukumah vyang telah diperkirakan besar kecilnya itu diputuskan,
dimana ada seperdua luka mudhihah tidak lebih tidak kurang,
maka tambahan besaran denda tersebut tidak wajib ditanggung,
karena kita meyakini, bahwa tambahan besaran denda itu tidak
memiliki kepastian hukum.
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Apabila Aukumahnya diputuskan lebih dari seperdua denda
luka mudhihah, maka kelebihan itu wajib ditanggung, karena kita
meyakini bahwa keraguan itu memiliki kepastian hukum. dJika
hukumahnya diputuskan kurang dari seperdua denda luka
mudhihah, (maka dengan yang wajib ditanggung itu pun juga
demikian), karena kita meyakini kewajibannya hanya seperdua,
dan kita juga meyakini bahwa perkiraan besar kecilnya denda itu
keliru.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Jenis luka-luka di badan selain
kepala dan wajah,” maksud pernyataannya itu secara garis besar
adalah, bahwa luka semacam ini ada dua macam: Luka menganga
(ja “ifah) dan selain luka menganga.

Luka selain ja “ifah, vaitu mudhihah, hasyimah, munagqalah
dan luka selain mudhihah, juga berbagai jenis luka lainnya, tidaklah
diwajibkan menanggung denda vang telah diperkirakan
besarannya, namun yang wajib untuk ditanggung adalah divat
hukumah.

Karena Nabi g8 telah menyebutkan luka mudhibah dan
luka-luka lain setelahnya, dimana setelahnya itu beliau
menyebutkan luka ma ‘mumah, dan luka ma mumah letaknya
hanya di kepala. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa luka
vang disebutkan selain luka ma ‘mumah vang letaknya juga di
kepala, dan wajah, maka itu searti dengan kepala.

Alasan lain adalah, luka-luka yang terdapat di seluruh badan
ini tidak menyamai luka-luka lain yang menyerupainya, dimana itu
berada di kepala dan wajah dalam segi keburukan dan
kekhawatiran yang mengancam keselamatan sang korban akibat
luka tersebut, sehingga perkiraan dendanya pun tidak dapat
disamakan.
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Mengenai luka ja ‘ifah, maka itu adalah luka yang sampai
ke organ dalam seperti perut, dada, tengkuk atau pinggul,
sehingga terkait luka semacam ini diwajibkan menanggung
sepertiga dari djvat yang sempurna.

Makhul berkata, "Apabila luka tersebut dilakukan oleh sang
pelaku secara sengaja, maka dia wajib membayar divat penuh."

Yang menjadi dalil kami adalah surat Nabi g kepada

penduduk Yaman, yang nashnya telah kami sampaikan kepadamu
pada awal bab ini, dan keterangan serupa yang diriwayatkan dari
Ibnu Umar, “Bahwa dalam luka ja ‘ifah dendanya itu adalah
sepertiga dari diyat yang sempurna,” ini merupakan pendapat
mayoritas ulama, antara lain kelompok ulama Madinah, kelompok
ulama Kufah, kelompok ulama ahli hadits, dan kelompok ulama
rasionalis kecuali Makhul, dimana dia berkata: Sesungguhnya
dalam luka ja'ifah yang dilakukan dengan sengaja dendanya dua
pertiga dari divat yang sempurna.

Alasan lainnya adalah, bahwa luka jaa "ifah itu adalah luka
yang besaran dendanya telah diperkirakan dengan pasti. Dengan
demikian, besaran dendanya itu tidak dibeda-bedakan dengan
adanya unsur kesengajaan maupun tersalah, sama seperti luka
mudhihah. Sepengetahuan kami, dalam luka di badan yang bersih
dari pemotongan anggota badan dan peremukan tulang, tidak ada
denda vang besarannya telah diperkirakan dengan pasti kecuali
luka jaa ifah, dimana luka jaa ‘ifah ini merupakan luka yang
sampai ke organ bagian dalam seperti perut, punggung, dada,
tengkuk, pinggul atau organ tubuh lainnya.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan, bahwa Malik, Abu Hanifah,
Asy-Syafi'i, Al Batti dan para pengikutnya sepakat, bahwa luka
Jja' ifah tidak ada kecuali terletak di organ bagian dalam.
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Ibnu Al Qasim berkata: Luka jaa 'ifah adalah luka yang
menembus sampai ke organ dalam walaupun dengan tusukan
jarum sekalipun. Terkait dengan perobekan bagian rongga mulut
di bawah pipi, dimana luka itu sampai ke rongga dalam; jika sang
pelaku itu melukainya dengan dua luka ja ‘ifah, yang mana antara
keduanya ada jaringan pemisah, maka dia wajib menanggung
denda dua luka jaa "ifah.

Apabila ada seseorang menusuk korban, lalu dia
menembuskannya mulai dari punggung hingga ke perut, maka ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib menanggung kecuali
denda sebuah luka jaa ‘ifah. Karena luka ja ifah adalah luka yang
menembus dari luar ke dalam. Adapun luka yang keluar dari dalam
ke luar bukanlah luka ja ‘ifah, sehingga dalam luka semacam ini
hanya dibebankan divat hukumah.

Pendapat Kedua: Dia wajib menanggung denda dua luka
Jja “ifah. Demikian Malik menghukuminya, Ini juga yang menjadi
pendapat madzhab. Karena keputusan hukum tersebut telah
diriwayatkan dari Abi Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al
Khaththab, dan tidak ada seorang pun di kalangan sahabat 4
yang menentang mereka. Alasan lain adalah, kedua luka itu adalah
luka yang dua-duanya menembus ke organ dalam. Jadi, kasus
tersebut sama seperti halnya jika kedua luka itu menembus dari
luar ke bagian dalam.

Cabang: Apabila ada seseorang melukai seseorang
dengan luka ja'ifah, tibatiba datang orang lain seraya
menusukkan pisau ke dalam luka ja ‘ifah tersebut; jika dia tidak
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memotong jaringan apapun, maka dia pun tidak wajib
menanggung denda apapun, namun akibat perbuatannya itu dia
harus dihukum #a Zir.

Apabila si penusuk itu memperlebar luka ja" ifah tersebut di
bagian luar dan di bagian dalam luka tersebut, maka dia wajib
menanggung denda luka ja ‘ifah. Karena si penusuk itu telah
melukainya dengan luka ja “ifah yang berbeda.

Apabila si penusuk itu memperlebar luka ja" ifah tersebut di
bagian luar tidak di bagian dalamnya, atau di bagian dalam tidak di
bagian luar luka itu, atau dia menusukkan pisau tersebut tepat
mengenai jantung atau hati dan melukainya, maka dia wajib
menanggung diyat hukumah.

Apabila dia memotong usus besarnya atau memotong
semua jaringan otot perutnya, maka si penusuk itu adalah
pembunuh, karena nyawa tidak akan tetap bertahan dalam kondisi
seperti ini, dan orang pertama adalah orang yang melukai.

Apabila ada seseorang meletakkan pisau di paha
seseorang, dia menarik pisaunya, sehingga pisau itu mengenai
perut dan menimbulkan luka jaa ‘ifah, atau meletakkannya di
pundak korban sehingga pisau itu mengenai punggung dan
menimbulkan luka ja 'ifah, maka dia wajib menanggung denda luka
ja'ifah dan divat hukumah karena luka di paha dan pundak
tersebut, karena keduanya adalah dua jenis luka, lalu itu bergeser
ke lokasi luka ja “ifah.

Apabila ada seseorang meletakkan pisau di dada korban,
lalu dia menariknya ke bawah sehingga pisau itu mengenai
perutnya atau {menarik ke atas) sampai mengenai tengkuknya, dan
menimbulkan luka ja ‘ifah, maka dia tidak wajib menanggung
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- kecuali denda sebuah luka ja ‘ifah. Karena kesemuanya itu adalah
letak luka ja 'ifah. Jika sang pelaku itu melukai semua anggota
badan yang telah disebutkan itu, maka dia tidak wajib menanggung
kecuali denda sebuah luka ja ‘ifah, maka lebih-lebih jika dia hanya
melukai sebagiannya. Keputusan hukum ini adalah hasil
kesepakatan para ulama.

Cabang: Apabila ada seseorang melukai korban dengan
luka ja' ifah, lalu dia telah menjahit luka ja ‘ifah tersebut, tiba-tiba
datang seseorang sembari meretas (benang-benang) pada jahitan
tersebut, maka jika luka tersebut belum menutup dengan rapat,
baik luka bagian luar atau luka bagian dalam, maka orang kedua
tidak wajib menanggung denda apapun, tetapi dia harus dijatuhi
hukuman #aZzir, hal ini sama halnya jika seseorang memasukkan
pisau ke dalam luka ja ‘ifah sebelum dijahit, namun dia tetap wajib
menanggung harga benang pada jahitan tersebut dan ongkos
sepadan untuk biaya menjahit luka-luka tersebut.

Jika luka tersebut telah rapat kembali, lalu dia memotong
jahitan itu, baik di bagian luar atau di bagian dalam luka tersebut,
maka dia wajib menanggung denda luka jaa ‘ifah. Karena dengan
rapatnya semua luka itu, maka organ tubuh vang dilukai itu
kembali seperti kondisi semula (sebelum tindakan pidana itu
terjadi).

Apabila luka jaa “ifah itu rapat kembali di bagian luar tidak
di bagian dalam, atau telah rapat kembali di bagian dalam tidak di
bagian luar, lalu meretas benang pada jahitannya tersebut, maka
dia wajib menanggung divat hukumah. Setiap letak luka yang sang
pelaku wajib menanggung denda ja ‘ifah atau Aukumah, maka
bersamaan dengan itu diwajibkan pula menanggung harga benang
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Sedangkan Ibnu Ash-Shabbagh, dia menuturkan bahwa hanya ada
satu pendapat yang disepakati para ulama, yaitu pelaku tindakan
tersebut tidak wajib menanggung denda luka ja ‘ifah.

Cabang: Apabila ada seseorang memasukkan kayu lewat
lubang anus seseorang, lalu dia merobek jaringan pemisah (antara
luar dan dalam anus) di bagian dalam anus tersebut, maka apakah
dia wajib menanggung denda luka ja ‘ifah? Tentang perkara ini,
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i, sesuai dengan pendapat
vang telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang merobek
jaringan pemisah bagian dalam antara kedua luka mudhihah,
dimana tidak merobek pemisah bagian yang nampak dari luar.

Ahmad dan para pengikutnya berkata: Pelaku tindakan
kriminal tersebut wajib menanggung divat Aukumah, dimana telah
disepakati untuk tidak wajib menanggung denda luka ja ‘ifah
tersebut.

Apabila ada seseorang menghilangkan selaput dara wanita
dengan kayu atau dengan tangannya, maka tindakan tersebut
bukanlah termasuk ke dalam luka ja 'ifah, karena tidak ada
kekhawatiran akan keselamatannya akibat tindakan ini.

Apabila wanita itu seorang hamba sahaya, maka sang
pelaku diwajibkan menanggung harganya yang mengalami
penyusutan (akibat hilangnya keperawanan tersebut). Jika dia
merupakan seoang wanita yang merdeka, maka diwajibkan
membavyar divat hukumabh.

Apabila sang pelaku memaksanya berbuat zina, maka dia
wajib menanggung divat hukumah, dimana dalam penghilangan
keperawanan itu ada kewajiban membayar mahar mitsi/ (yang
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standar). Lantas apakah sang pelaku wajib menanggung denda
sebagai pengganti keperawanan tersebut?

Menurut para ulama madzhab Ahmad, dalam masalah ini
ada dua riwayat yang berbeda dari Ahmad, dimana salah satunya
menyatakan, bahwa itu tidak wajib, karena denda pengganti
keperawanan itu sudah termasuk ke dalam mahar mitsi/ yang
nilainya lebih besar daripada mahar seorang janda. Dengan
demikian, selisih antara kedua mahar tersebut menjadi alat tukar
denda pengganti keperawanan, sehingga sang pelaku tidak
menanggungnya sebanyak dua kali. Dimana ini merupakan riwayat
pendapat pertama dalam madzhab Ahmad.

Sedangkan riwayat pendapat kedua dalam madzhab
Ahmad adalah, bahwa sang pelaku tetap harus menanggung
denda pengganti keperawanan tersebut, karena keperawanan itu
adalah bagian tubuh yang dihilangkannya akibat kezhaliman yang
dirinva lakukan, sehingga dia wajib menanggung dendanya, ini
sama halnya jika dia menghilangkan keperawanan wanita itu
dengan jarinya.

Asy-Syirazi &4 berkata: Pasal: Sementara terkait

dengan beragam anggota badan, maka denda
pengganti tersebut diwajibkan pada setiap anggota
badan yang mengandung fungsi (kegunaan), atau
memiliki estetika keindahan tersendiri. Jadi, dalam
kasus penghilangan kedua alat penglihatan (mata),
diwajibkan membayar diyat yang sempurna, dimana
dalam kasus penghilangan salah satunya itu diwajibkan
membayar seperdua dari diyat tersebut.
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Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan bahwa Nabi @& dalam sebuah surat yang

ditujukan kepada Amru bin Hazm bersabda: &S 1ia
& G JY oo O pe oA By JYi o il Y-
Y a3 % S “Ini adalah surat tentang tindak
pidana (vang mengakibatkan korban Iuka atau
meninggal dunia), dalam pidana pembunuhan diyat-nya
seratus ekor unta, dalam penghilangan sebuah alat
penglihatan (mata) diyat-nya lima puluh ekor unta, lalu

beliau menetapkan setiap penghilangan  alat
penglihatan (mata) didenda lima puluh ekor unta.”

Jadi, keterangan tersebut menegaskan, bahwa
dalam penghilangan kedua alat penglihatan, diwajibkan
membayar denda seratus ekor unta. Karena kedua alat
penglihatan itu termasuk anggota badan yang sangat
vital dalam segi estetika dan kegunaannya. Dalam
penghilangan alat penglihatan (mata) orang vang buta
sebelah matanya, maka sang pelaku didenda seperdua
dari diyat tersebut sesuai dengan hadits tadi. Alasan
lainnya adalah, bahwa alat penglihatan yang wajib
ditanggung dengan denda seperdua dari diyat itu adalah
saat mata yang lain masih tetap berfungsi, sehingga
harus ditanggung pula dengan denda seperdua dari
diyat tersebut mata yang lain kehilangan fungsinya, ini
sama seperti tangan.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana
pada kedua mata korban, kepala atau anggota badan
lainnya, lalu penglihatan kedua mata tersebut hilang,
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maka sang pelakuwajib membayar divat vyang
sempurna. Karena dia telah menghilangkan fungsi yang
dimaksud (yaitu untuk melihat). Oleh karena itu, sang
pelaku wajib membayar divat anggota badan tersebut.
Perkara ini sama halnya jika si pelaku itu melakukan
tindak pidana pada tangan korban yang mengakibatkan
tangan tersebut mengalami kelumpuhan.

Apabila penglihatan sebelah matanya hilang,
maka sang pelaku wajib membayar seperdua divat yang
sempurna, karena tindakan kriminal itulah vyang
menetapkan akibat hukum berupa diyat yang sempurna
saat menghilangkan fungsi penglihatan kedua mata
tersebut, dimana ini menetapkan implikasi hukum yang
berupa wajibnya membayar seperdua dari diyat tersebut
saat menghilangkan fungsi penglihatan salah satu dari
kedua mata itu, ini sama seperti kedua tangan.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi
penglihatan mata, lalu divat telah diterima dari pelaku
tersebut, dimana kemudian fungsi penglihatan itu pulih
kembali, maka sang korban wajib mengembalikan divat
tersebut. Sebab, tatkala fungsi penglihatan itu pulih
kembali, kami meyakini bahwa fungsi penglihatan itu
tidak akan pernah hilang lagi. Sebab, jika fungsi
penglihatan itu sudah hilang, maka dia pun tidak akan
pernah pulih kembali seperti semula.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi
penglihatan mata, lalu dua orang adil dari saksi ahli
memberikan kesaksian, bahwa fungsi penglihatan itu
masih ada harapan untuk pulih kembali, maka jika
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kembalinya fungsi penglihatan itu dalam batas waktu
vang tidak dapat diketahui dengan pasti, maka
kembalinya fungsi penglihatan itu tidak harus diberi
penangguhan, karena penangguhan hingga batas waktu
vang tidak diketahui dengan pasti itu hanya akan
mehilangkan implikasi hukum tindakan tersebut.

Apabila kembalinya fungsi penglihatan itu batas
waktunya dapat diketahui dengan pasti, maka perkara
itu bisa ditangguhkan, dan jika fungsi penglihatan itu
ternyata pulih kembali, maka sang pelaku tidak wajib
membayar denda apapun. Apabila fungsi penglihatan
tersebut tidak pernah pulih kembali seperti semula,
maka pelaku tindakan tersebut dituntut menanggung
akibat hukum yang disebabkan oleh tindakan tersebut,
vaitu gishash atau diyat.

Apabila korban meninggal dunia sebelum
habisnya masa penangguhan tersebut, maka hukuman
qishash itu tidak wajib diberlakukan, sebab kematian itu
faktornya masih samar. Karena, bisa jadi fungsi
penglihatannya itu tidak hilang, dan ada kemungkinan
jika dia tetap hidup, maka fungsi penglihatan tersebut
akan pulih kembali seperti sediakala, dan hukuman
qishash itu gugur akibat faktor yang masih samar.

Sementara terkait dengan masalah divat, Asy-
Syafi’i pernah menyatakan mengenai kasus seseorang
vang menanggalkan sebuah gigi, dimana saksi ahli
memberikan keterangan, bahwa pada gigi itu masih ada
harapan untuk tumbuh kembali hingga masa tertentu,
lalu sang korban meninggal sebelum habisnya masa
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penangguhan hukuman tersebut, sungguh berkenaan
dengan diyat tindakan pidana tersebut ada dua
pendapat Asy-Syafi’i: -

Pendapat Pertama: Wajib membayar diyat
tersebut, karena dia telah menghilangkannya, dimana
kenyataannya gigi tersebut tidak pernah tumbuh
kembali seperti semula.

Pendapat Kedua: Tidak wajib membayar divat
tersebut, karena tindak penghilangan itu belum terbukti
secara konkrit, dimana masih ada kemungkinan jika dia
masih tetap hidup, maka gigi itu akan tumbuh kembali
seperti sediakala.

Ulama madzhab kami ada yang memberlakukan
dua pendapat Asy-Svafi’i yang berbeda dalam masalah
divat penghilangan fungsi penglihatan tersebut.
Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan,
bahwa dalam perkara itu ada satu pendapat yang
disepakati oleh para ulama, yaitu wajib membayar diyat
penghilangan fungsi penglihatan tersebut, karena
kembalinya fungsi penglihatan seperti sediakala itu
tidak diketahui batasan waktunya. Lain halnya dengan
gigi, karena kembalinya gigi itu dapat diketahui.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindakan
kriminal pada kedua mata korbannya, hingga
mengakibatkan fungsi penglihatan dari kedua mata itu
berkurang; jika kadar pengurangan fungsi penglihatan
itu dapat diketahui, misalnya korban dapat melihat
sebuah benda hingga jarak pandang tertentu dan tiba-
tiba berubah tidak dapat melihatnya kecuali separuh
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dari jarak pandang semula, maka sang pelaku wajib
membayar divat sesuai dengan porsi pengurangan jarak
pandang tersebut. Karena kadar fungsi penglihatan
vang berkurang itu dapat diketahui, sehingga wajib
membayar divat sesuai dengan porsi pengurangan
fungsi penglihatan tersebut.

Namun, jika kadar pengurangan fungsi
penglihatan tersebut tidak dapat diketahui, misalnya
fungsi penglihatannya sangat buruk, maka sang pelaku
wajib membayar divat hukumah lantaran sulitnya
memperkirakan pengurangan fungsi penglihatan
tersebut, sehingga sang pelaku wajib membayar diyat
hukumah.

Apabila fungsi penglihatan salah satu dari kedua
mata itu berkurang, maka mata yang cedera ditutup,
dan mata yang sehat dibiarkan terbuka, dimana ada
seseorang yang diminta berdiri di sebuah lokasi yang
sekiranya dia dapat melihat, kemudian orang tersebut
sedikit demi sedikit menjauh, dan menanyakan tentang
pandangannya, sampai dia berkata, “Aku tidak dapat
melihatnya,” dan kadar jarak pandang itu diukur,
kemudian mata yang cedera penutupnya dilepas, dan
mata yang sehat ditutup, dimana orang tersebut sedikit
demi sedikit mendekatinga sampai dia dapat
melihatnya, kemudian selisih antara kedua jarak
pandang itu ditinjau, sehingga sang pelaku wajib
membayar diyat sesuai dengan porsi pengurangan jarak
pandang tersebut.
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Pasal: Apabila ada seseorang yang melakukan
tindak pidana pada mata anak yang belum cukup umur
atau orang gila, lalu fungsi penglihatan matanya itu
hilang, dan saksi ahli menyatakan, bahwa fungsi
penglihatannya itu benar-benar hilang dan tidak akan
pulih kembali seperti semula, maka dalam kasus ini ada
dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku tidak wajib
menanggung denda apapun saat itu juga, hingga anak
tersebut telah cukup umur untuk menikah dan orang
gila itu sembuh, dimana dia mengaku kehilangan fungsi
penglihatannya, karena ada kemungkinan fungsi
penglihatannya itu tidak hilang.

Pendapat Kedua: Qishash atau diyat itu waijib
diberlakukan, karena tindak pidana tersebut benar-
benar terbukti, sehingga akibat hukum yang disebabkan
oleh tindakan tersebut berhubungan dengan tindakan
itu.

‘Pasal: Apabila ada seseorang yang melakukan
tindak pidana pada sebuah mata hingga mengakibatkan
mata itu bengkak atau berpindah posisi, maka dia wajib
menanggung diyat hukumah, karena tindakan itu
merupakan tindakan yang mengakibatkan berkurangnya
estetika mata yang tidak mengurangi manfaatnya,
sehingga pengurangan estetika itu harus ditanggung
dengan diyat hukumah.

Apabila ada seseorang melakukan perusakan
mata yang tidak berfungsi, maka dia wajib menanggung
divat hukumah, karena tindakan itu merupakan
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tersebut juga harus ditanggung oleh pelaku saat alat penglihatan
vang lainnya itu telah kehilangan fungsinya, kasus ini sama seperti
tindakan kriminal pada tangan.

Apabila ada orang yang buta sebelah matanya mencabut
sebuah mata orang yang mempunyai sepasang mata yang normal,
dimana pelaku tindakan tersebut mempunyai sebuah mata yang
sama (sejenis), maka korban boleh menuntut gishash. Ahmad
berkata: Dia tidak boleh menuntut gishash darinya. Dalil kami

adalah firman Alleh &, % <0G “Mata dengan mata,”

(Qs. Al Maaidah [5): 45). Dimana Allah tidak pernah membeda-
bedakan jenis mata, sehingga pengertiannya itu bersifat umum.

Apabila korban memberi ma’'af atas tindakan mencabut
mata orang yang buta sebelah matanya, maka si korban itu tidak
berhak menuntut kepada sang pelaku kecuali seperdua dari divat
vang sempurna. Sedangkan Malik mangatakan, bahwa si korban
itu berhak menuntut kepadanya semua dlivat tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa jinayat tersebut
adalah mencabut sebuah mata. Jadi, jika si korban memberi maaf
dari tuntutan gishash, maka dia tidak berhak menuntut kewajiban
lebih daripada divatnya, sama halnya jika kedua matanya normal.

Cabang: Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan
pidana pada mata atau kepala korban yang mengakibatkan terang
penglihatan matanya itu hilang, sementara pupil (biji matanya)
masih tetap utuh seperti terputusnya selaput jala (selaput dalam
mata tempat saraf penglihatan; retina), maka sang pelaku wajib
menanggung divat tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits marfu’
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‘}N! o 53\.9 ,ln-f-h &3 “Dalam (terangnya) penglihatan divat-nya
se;atus ekor L;nta.” Juga, sesuai dengan surat Rasulullah kepada
penduduk Yaman, ‘:ﬂ;\-" 3,,-',351 &9 “Dalam (penghilangan) kedua
mata ada diyat-nya.”

Alasan lainnya adalah, bahwa pelaku telah menghilangkan
fungsi yang dimaksud dengan adanya mata tersebut dan
meniadakan segala pekerjaan mata, sehingga sang pelaku wajib
menanggung denda penggantinya. Hal ini sama seperti halnya dia
melakukan  tindakan  kriminal pada tangannya hingga
mengakibatkan kelumpuhan.

Begitu juga, jika penglihatan salah satu dari kedua mata
korban itu hilang, maka sang pelaku itu wajib menanggung
seperdua dari diyaf tersebut. Ini sama halnya jika sang pelaku itu
melumpuhkan salah satu dari kedua tangan korban.

Apabila ada seseorang mencabut mata yang berkatarak
(yvang mengakibatkan lensa mata menjadi keruh), maka katarak itu
ada pada selain komea, atau ada pada komea, hanya saja
bentuknya tipis, sehingga orang tersebut masih dapat melihat
dengan matanya dari sela-sela katarak, maka sang pelaku pun
tetap wajib menanggung semua divatnya, karena katarak itu tidak
mempengaruhi fungsi mata tersebut, tetapi hanya mempengaruhi
estetika dari mata itu, hal ini sama seperti jika ada seseorang yang
memotong tangan yang berbulu.

Apabila dia tidak dapat melihat, maka pelaku tindakan
pidana itu tidak wajib menanggung diyat tersebut. Namun, dia
wajib menanggung divat hukumah, hal ini sama seperti halnya
sang pelaku memotong tangan yang lumpuh. Jika penglihatan
mata korban itu berkurang akibat katarak tersebut, maka sang
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pelaku wajib menanggung diyat sesuai dengan kadar yang tersisa
dari penglihatan matanya.

Catatan Penting: Ketahuilah, bahwa mata vang
sempurna penglihatannya standar ukurannya menurut para dokter
adalah 6 banding 6, dibawahnya 6 banding 9, kemudian 6 banding
12, 6 banding 18, 6 banding 24, 6 banding 36, 6 banding 60,
yvang memiliki simbolsimbol yang tertulis di atas papan yang
diletakkan pada dinding, yang jauhnya berkisar dari dua hingga
empat meter, dimana di papan tersebut terdapat sejumlah huruf
dengan ukuran besar mulai dari papan yang paling atas kemudian
diturunkan secara bertahap ke huruf dengan ukuran kecil hingga
mencapai batas ukuran terkecil yang diproyeksikan sebagai tanda
bukti bahwa mata itu adalah mata yang sempurna penglihatannya.

Dengan berpegangan pada alat ukur ini, mungkin kita tidak
memerlukan lagi berbagai metode pengukuran yang dibuat oleh
Asy-Syirazi, seperti berdirinya seseorang dengan jarak tempuh
vang jauh kemudian mendekat sedikit demi sedikit, dan metode
untuk mengukur jarak pandang mata tersebut, yaitu metode ukur
vang belum memiliki pengganti yang lebih akurat daripada metode
tersebut pada masa mereka.

Penelitian kedokteran pada masa kita sekarang ini telah
mampu mendeteksi kekuatan jarak pandang penglihatan mata
dengan beragam lensa dan berbagai alat kedokteran hasil
penemuan masa kini. Jadi, penentuan divaf untuk saat ini dapat
menggunakan berbagai alat ukur penglihatan mata hasil penemuan
masa kini, dan dengan alat-alat ini pula kami berpegangan demi
menentukan diyat yang dijatuhkan.
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Hanya saja model penyelesaian kasus yang disampaikan
oleh Asy-Svalfi'i, tidak mungkin posisinya diganti dengan model
vang lain untuk memastikan ada atau tidak ada divat saat
membuktikan kebenaran pengakuan korban, vaitu model
penyelesaian kasus yang terdapat dalam cabang masalah berikut
ini.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana
hingga mengakibatkan fungsi penglihatan mata korban itu hilang,
lalu divat telah diterima dari pelaku tersebut, kemudian fungsi
penglihatan itu kembali pulih, maka sang korban waijib
mengembalikan divat tersebut. Karena, kami meyakini bahwa
fungsi penglihatan itu tidak pernah hilang lagi.

Jika fungsi penglihatan matanya hilang, lalu dua orang dari
para ahli kedokteran mata memberikan kesaksian, bahwa fungsi
penglihatan itu masih ada harapan untuk pulih kembali; jika
mereka tidak dapat menentukan batas waktu kembalinya fungsi
penglihatan mata itu, maka kembalinya fungsi penglihatan itu tidak
harus ditangguhkan. Sementara jika mereka dapat menentukan
batas waktu kembalinya fungsi penglihatan mata itu, maka boleh
ditangguhkan penentuan hukumnya. Dengan demikian, jika fungsi
penglihatan itu ternyata pulih kembali, maka sang pelaku tidak
wajib membayar divat tersebut. Apabila masa penangguhan
tersebut telah habis, dan fungsi penglihatan tidak pernah pulih
. kembali seperti semula, maka sang pelaku tersebut dituntut
menanggung akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatannya
itu, yaitu hukumkan gishash atau divat.

Apabila korban meninggal dunia sebelum habisnya masa
penangguhan tersebut, maka gishash itu tidak wajib diberlakukan,
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sebab kematian itu faktornya masih samar. Lantas apakah sang
pelaku wajib menanggung diyat tersebut?

Ulama madzhab kami ada yang memberlakukan dua
pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah diyat penghilangan fungsi
penglihatan tersebut, sebagaimana hukum vang telah kami
sampaikan berkenaan dengan kasus penanggalan gigi. Sementara
sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan,
bahwa dalam hal itu ada satu pendapat yang disepakati par ulama,
vaitu wajib membayar divat penghilangan fungsi penglihatan
tersebut, karena kembalinya fungsi penglihatan seperti semula itu
tidak diketahui batasan waktunya. Sedangkan kembalinya gigi itu
dapat diketahui masanya.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan
kriminal pada kedua mata korban hingga mengakibatkan fungsi
penglihatan dari kedua mata itu berkurang, maka perlu ditinjau
terlebih dahulu; apabila ternyata dapat diketahui, bahwa seperdua
fungsi penglihatannya itu berkurang, maka lihat kembali
keterangan yang belum lama kami sampaikan secara singkat
seputar pengujian mata dengan menggunakan alat pembanding
masa kini, misalnya dia melihat benda yang ukurannya sama 6
banding 6, lalu ternyata jarak pandangnya sama dengan 6 banding
12, maka dia wajib menanggung seperdua dari divat tersebut.
Namun, jika kadar pengurangan fungsi penglihatan tersebut tidak
dapat diketahui, misalnya fungsi penglihatannya sangat buruk,
maka sang pelaku wajib membayar divat hukumah.

Jika fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata itu
berkurang, maka dia wajib menanggung divat mata tersebut sesuai
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dengan kadar pengurangan fungsi penglihatannya saat kadar itu
dapat diketahui.

Asy-Svafi'i # berkata: Dimungkinkan bagi kita untuk
menutup matanya yang cedera, dan kita membiarkan mata yang
sehat tetap terbuka, kemudian seseorang diminta berdiri di lokasi
dataran tinggi, yang lalu dikatakan kepadanya, “Lihatlah dia,”
kemudian orang yang berdiri itu diminta menjauhnya sedikit demi
sedikit sampai pada ambang batas dimana dia berkata, “Aku tidak
dapat melihatnya lebih jauh daripada jarak pandang tersebut,” lalu
tempat terakhir dia berdiri itu diberi tanda, dan pakaian orang
tersebut diganti, karena dia diduga berkata bohong. Jadi, apabila
pakaiannya diganti, dan dia memberitahukan hal yang sama, maka
kita dapat memastikan kebenaran pandangannya tersebut,
kemudian kita membiarkan mata yang cedera terbuka, dan kita
menutup mata yang sehat, dan kita meminta orang tersebut berdiri
di lokasi dataran tinggi, kemudian dia sedikit demi sedikit
menjauhinga sampai dia ambang batas yang mana dia
mengatakan, “Aku dapat melihatnya sampai jarak pandang
tersebut, dan aku tidak dapat melihatnya sampai jarak pandang
lebih jauh daripada jarak pandang tersebut,” maka kita menandai
tempat terakhir dari jarak pandang tersebut, dan meminta
seseorang berdiri dari segala arah, maka jika dia memberitahukan,
bahwa dia dapat melihatnya melebihi batas jarak pandang tersebut
atau kurang, maka kita mengetahui bahwa dia telah berbohong,
karena penglihatan itu tidak berbeda disebabkan perbedaan arah
memandang. Dengan demikian, jika semua arah itu (ambang batas
jarak pandangnya) sama, maka kita mengetahui kejujurannya,
yang kemudian dilihat berapa selisih ambang batas jarak pandang
kedua dari jarak pandang pertama, maka sang pelaku dituntut
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membayar diyat sesuai dengan kadar pengurangan dari divat
tersebut.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan
pidana pada mata anak yang belum cukup umur atau orang gila,
dokter ahli lalu menyatakan, bahwa terangnya penglihatan mata
sang anak benar-benar hilang, dan tidak ada harapan akan pulih
kembali seperti semula, maka dalam kasus ini ada dua pendapat
Asy-Svafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindak pidana itu dituntut
hukuman menanggung akibat hukum vyang disebabkan oleh
perbuatannya itu, karena tindak kriminal itu benar-benar telah
terbukti, sehingga akibat hukumnya itu berkenaan langsung
dengan tindakan tersebut.

Pendapat Kedua: Pelaku tindak pidana itu tidak dituntut
menanggung implikasi hukum yang disebabkan oleh tindakan
tersebut, sampai sang anak itu mencapai cukup umur untuk
menikah (baligh) atau orang gila itu sembuh, dan mengaku
kehilangan fungsi penglihatan matanya, karena bisa jadi fungsi
penglihatan matanya itu tidak pernah hilang.

Apabila ada seseorang mencabut mata yang sudah tidak
berfungsi, yaitu mata yang fungsi penglihatannya telah hilang dan
bijinya masih tetap utuh, maka sang pelaku wajib menanggung
divat hukumah, bukan divat yang sempuma, karena tindakan
tersebut telah menghilangkan estetika matanya, tanpa ada
manfaatnya yang hilang.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Menanggalkan beberapa kelopak
mata dan sekaligus kedua bola mata, maka dia wajib menanggung
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dua divat” menurut pendapatku: Kelopak kedua mata jumlahnya
ada empat buah, dan disebut Asyfar, berkenaan dengan semua
kelopak mata itu ada divat yang sempurna, karena kelopak mata
itu mengandung manfaat fungsi dari jenis anggota badan tersebut,
dimana berkenaan dengan masing-masing dari keempat kelopak
mata itu ada denda seperempat dari divat tersebut, karena setiap
anggota badan vang berbilang, maka berkenaan dengan
akumulasinya wajib membayar sebuah diyvat yang sempurna, yang
mana untuk masing-masing dari keempat kelopak mata itu
diwajibkan membayar diyat sesuai dengan porsinya masing-masing
(vaitu seperempat dari dival), ini sama seperti dua tangan dan jari-
jari. Demikian, Al Hasan, Asy-Sya’bi, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri,
Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya, juga Ahmad beserta
para pengikutnya menghukum